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BUPATI NGANJUK

, PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KAEIUPATEN NGANJUK

NOMOR 2 TAHUN2O2l

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2021_2041

Menimbang: a.

b.

c.

d.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Nganjuk dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya

BUn&, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata
ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat,
dan/atau dunia usaha;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Keg'a dan peraturan pemerintah

Nomor 21 Tahun 2O2L ter,tang Penyelenggaraan penataan

Ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2010-2030 pertu dilalukan pengkajian ulang
dan disesuaikan; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan

Peraturan Daerah;

1ftL



Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun l95O Nomor

41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 273O);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta
Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O
Nomor 245, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor ll Tahun 2O2O tentang Cipta Keq'a (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07

Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Kepariwisataan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 11, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
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8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor
310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5168);

1O. Undang-Undang Nomor I Tahun 20ll tentang perumahan

dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 224, Tallnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
190, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6405);

l4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor

245, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO4 Tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 20O6 Tentang Irigasi

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OO6 Tentang Jalan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 82, Tambahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OO8 Tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

2l . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OO9 tentang
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

22. Perafitran Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OlO Tentang Bentuk
Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor

118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5160);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O1l Tentang Sungai
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
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Pelestarian Alam (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 33O);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O18 Tentang Kerja

Sama Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

2T.Perat:lran: Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (kmbaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2l Nomor 32, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6634);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2l Tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6635)

29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O2l tentang
Penyelesaian Ketidaksesuaian, Tata Ruang, Kawasan Hutan,
Izin dan/atau Hak Atas Tanah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Ta}:r.n 2O2l Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

31. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang percepatan

Pelaksanaan Kebijalan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian peta

Skala l:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Persiden Nomor 23 Tahun 2O2l (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 32);

32. Peraturan Persiden Nomor 8O Tahun 2Ol9 Tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -

Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasaa Bromo
- Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas
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Selatan (lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019

Nomor 225)

33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN

Tahun 2O2O-2O24 (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

35. Peraturan Menteri Peke{aan Umum Nomor 2OlPRl lMl2OOZ
Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan
Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam penyusunan

Rencana Tata Ruang;

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2LlpHTlMl2OOZ
Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan ktusan
Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22lpRT/M/2OOZ
Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana
Longsor;

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4l/pRl/M/2OO7
Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2008 Tentang
Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

4O. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor S/pRf lM/2OOg
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

41. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor ll Tahun 2008
tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan
Permukiman;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2OO8

tentang Pengembangan Kawasaa Strategis Cepat Trrmbuh di
Daerah;

43. Peraturan Menteri Peke{aan Umum Nomor 19 Tahun 2011
Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kreteria Perencanaan

Teknis Jalan;

44. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015
Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal
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Penumpang Angkutan Jalan;

45. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2O2l Tentang Tata

Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan

Persetrliuan Substansi, Rencana Tata Ruang Wllyah Provinsi,

Kabupaten Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

46. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

47. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2O2l Tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta peta

Rencana Detai Tata Ruang Kabupaten/ Kota;

48. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, perubahan,

Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan; dan

49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2Ol2
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2Oll-2O31 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2O2I - 2O4I.

tu

Menetapkan



Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesahran wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan

memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW

Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah

kabupaten, yErng mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasartrna dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan

fungsional.

10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

untuk fungsi budidaya.

11. Penataan nrang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan

pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
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13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib

tata ruang.

14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan

pemanfaatan ruang dapat diwujudkan esuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR

adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang.

16. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara

rencana kegiatan pemanfaataa ruang dengan rencana detail tata ruang.

17. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara

rencena kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain

rencana detail tata ruang.

18. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana

kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional

yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan

mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional.

20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau

budidaya.

21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya

alam dan sumberdaya buatan.

22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,

sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

23. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan

bergambut dan kawasan resapan air.

24. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

air, mecegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruksi air laut dan

memelihara kesuburan tanah.
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25. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hasil hutan.

26. Hutan Produksi Tetap adalah hutan produksi yang dapat dieksploitasi hasil

hutannya melalui cara tebang pilih atau tebang habis

27. Kawasan perlindungal setempat adalah kawasan lindung yang meliputi

sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata

air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

28. Sempadan Sungai adalah lahan di kiri dan kanan palung sungai yang

ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

29. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah lahan yang mengelilingi dan

be{arak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai pelindung

danau.

3O. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar

alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap air tanah.

31. Kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang disekitar bangunan

bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs

purbakala dan kawasan yang memiliki bentuk geologi alami yang khas.

32. Kawasan rawan bencana adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam

seperti tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung yang perlu

dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.

33. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan

fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian

sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara,

serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

34. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok memproduksi hasil hutan.

35. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan

pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan

pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan,

perikanan dan peternakan.

36. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa

pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering

potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

37. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkan

KP2B adalah adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah
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perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dan/ atau hamparan Lahan Cadaagan Pertanian Pangan Berkelanjutan

serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

38. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk

dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan

kering untuk komoditas perkebunan.

39. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan

untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani

(berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan)

berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

40. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan

perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan

peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.

41. Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi

sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas

berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi

penelitian, penyelidikan umurn, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi

dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairaa, serta tidak

dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.

42. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang

dipemntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan renczula tata ruang

wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

43. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri

pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas

penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan

kawasan industri.

44. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah lokasi pemusatan

kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk

sejenis, menggunakal bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi

yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang'

45. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya

tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam,

dan lingkungan.
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46. Kawasan permukiman adalah Sagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan,

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinegal atau lingkungan hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

47. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang secara

Iisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah intensitas kepadatan

sedalg hingga tinggi yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki

berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.

48. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan

intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya diluar kota.

49. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan

secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan'

5O. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

51. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan

52. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau

beberapa kecamatan.

53. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau

beberapa desa.

54. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat

permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

55. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

56. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non

pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan ruang.

57. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang'

58. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang

bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan

Ruang.
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59. Jalan adalah prasara transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di permukaan air,

kecuali jalan kereta api, jalan Lori dan jalan kabel.

6O. Jalan Tol adalah jalan umum yg merupakan bagran sistem jaringan jalan

dan sebagai jalan nasional yang penggunaannnya diwajibkan membayar

jalan tol.

61. Ja-lan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya

guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional

dengan pusat kegiatan wilayah.

62. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya

guna antar pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar pusat kegiatan

wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan PKL.

63. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang

menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan

pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan

lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta

antar pusat kegiatan lingkungan.

64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB addah angka

persentase perbandingan arrtara luas seluruh lantai dasar bangunan

gedung dan luas lahan/ tanah perpetakan / daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan

lingkungan.

65. Koefisien Lantai Bangunan yarrg selanjutnya disingkat KLB adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan

luas talah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana

tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

66. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar

bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan

luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana

tata rrang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk

ftL

Tahun 2O2l-2O41 terdiri atas:
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a. ruang lingkup wilayah administrasi; dan

b. ruang lingkup substansi.

(2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dima}sud pada ayat (1), meliputi :

a. luas wilayah Kabupaten Nganjuk berdasarkan aspek fungsional dengan

luas L28.822 Ha (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua

puluh dua hektar) beserta ruang udara di atasanya dan ruang di dalam

bumi.

b. batas-batas administrasi Kabupaten Nganjuk, meliputi :

1. sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro;

2. sebelah : berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan

selatan Kabupaten T\rlungagung;

3. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan

kabupaten Madiun; dan

4. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan

Kabupaten Kediri.

c. letak geografis Kabupaten Nganjuk pada posisi 7"2O' - 7050' Lintang

Selatan (LS) dan 111o5'- ll2"l3'Bujur Timur (BT)

(3) Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a.tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;

b.rencana struktur ruang wilayah;

c. rencana pola rrang wilayah;

d. penetapan kawasan strategis;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

VISI DAN MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagran Kesatu

Visi dan Misi Penataan Ruang

frL I4

Pasal 3

(1) Visi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah memajukan Kabupaten

Nganjuk sebagai pusat pertanian di wilayah tengah Provinsi Jawa Timur

yang didukung pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa dan

industri.



(21 Misi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah:

a. memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian,

pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan

lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur ya-ng

memadai;

b. mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing;

c. pemerataan pembangunan di segala bidang di setiap wilayah

kecamatan, desa/ kelurahan ;

d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan

berwawasan kelestarian lingkungan;dan

e. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan

kualitas hidup.

Bagian Kedua

T\rjuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewqludkan Kabupaten Nganjuk

sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian,

perdagangan, jasa dan industri secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan penataan ruang.

(21 Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. pengembangan kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan

wilayah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

b. penyediaan prasarana yang layak dan terpadu dalam mendukung

sistem perkotaal dan kegiatan masyarakat.

c. pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan kebertahanan dan

daya dukung lingkungan.

ftk 15



d. penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasal budidaya untuk
mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung dan daya

tampung lingkungan.

e. pengembangan sumber-sumber ekonomi potensial pada kawasan

strategis.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.

(21 Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan dalam mendorong

pertumbuhan wilayah dan meningkatkal pelayanan bagi masyarakat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :

a. menetapkan sistem pusat pelayanan kegiatan skala wilayah

kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;

b. meningkatkan fungsi pusat pelayanan perkotaal dan perdesaan dalam

mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan; dan

c. menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada

kawasan perkotaan dengan sekurang-kurangnya seluas 3O% (tiga

puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 2O% (dua puluh

persen) RIH publik dan 1O% (sepuluh persen) RTH privat

(3) Strategi untuk penyediaan prasarana yang layak dan terpadu dalam

mendukung sistem perkotaan dan kegiatan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. mengembangkan dan membangun jaringan jdan dalam

menghubungkan pusat permukiman yang ada;

b. mengembangkan ketersediaan energi listrik dan pengembangan

sistem jaringan tra-nsmisi listrik;

c. mengembangkan jaringan pelayalan telekomunikasi;

d. mengembangkan ketersediaan jaringan sumber daya air;

e. mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM); dan

f. mengembangkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan

pengendalian dampak lingkungan.

rt, l6
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(4) Strategi untuk pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan

kebertahanan dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) hurrf c, meliputi:

a. memantapkan batas kawasan lindung;

b. meningkatkan fungsi lindung sesuai dengan fungsi masing-masing

kawasan yang berkelanj utan;

c. meningkatkan fungsi lindung melalui alih fungsi lahan yang

mempunyai kemampuan untuk konservasi tanah dan air dalam

mendukung kebertahanan kualitas lingkungan dalam menghadapi

perubahan iklim global;

d. meningkatlan kualitas udara melalui program penghijauan, reboisasi

dan penanaman dalam skala besar,

e. meningkatkan ketersediaan air tanah dan air permukaan melalui

pengelolaan tanah dan sistem drainase; dan

f. meningkatan kelestarian kawasan hutan sebagai fungsi lindung untuk

menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan hidup.

(5) Strategi untuk penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan budidaya

untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung dan daya

tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
d, meliputi :

a. mengatur pola pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produktivitas

lahan pada peruntukan pertanian perdagangan, jasa, industri dsan

pariwisata;

b. mengendalikan perubahan alih fungsi lahan untuk mendukung

pengembangan peruntukan pertanian, perdagangan dan jasa, industri

dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan; dan

c. mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang

arnan, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan

kemampuan daya dukung lingkungan.

(6) Strategi untuk mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi potensial pada

kawasan srategis sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e,

meliputi:

a. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka

mendorong pengembangan kawasan agropolitan;

b. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka

mendorong pengembangan kawasan minapolitan;
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c. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka

mendorong pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh;

d. mengembangkan potensi pariwisata daerah dengan meningkatakan

infrastruktur pendukung pariwisata; dan

e. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan

kawasan industri terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem

jaringan transportasi

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Nganjuk, meliputi :

a. sistem pusat permukiman;

b. sistem jaringan transPortasi;

c. sistem jaringan energi;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumber daya air; dan

f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

1:50.0O0 sebogai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan baglan

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

(3) Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk disusun

Rencana Detail Tata Ruang; meliputi :

a. perkotaan Nganjuk;

b. perkotaan Pace;

c. perkotaan Berbek;

d. perkotaan Tanj unganom;

e. perkotaan Kertosono;

f. perkotaan kngkong; dan

g. perkotaan Rejoso.
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Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Rencana sistem pusat permukiman di daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (L) huruf a, terdiri atas:

a. PKL;

b. PPK; dan

c. PPL.

(2) Pl<L sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) huruf a terdiri atas :

a. Perkotaan Nganjuk;

b. Perkotaan Tanj unganom;

c. Perkotaan Kertosono; dan

d. Perkotaan Rejoso.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Perkotaan Pace di Kecamatan Pace;

b. Perkotaan Berbek di Kecamatan Berbek; dan

c. Perkotaan Lengkong di Kecamatan Lengkong.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Perkotaan Sawahan di Kecamatan Sawahan;

b. Perkotaan Ngetos di Kecamatan Ngetos;

c. Perkotaan Prambon di Kecamatan Prambon;

d. Perkotaan Ngronggot di Kecamatan Ngronggot;

e. Perkotaan Loceret di Kecamatan Loceret;

f. Perkotaan Baron di Kecamatan Baron;

g. Perkotaan Sukomoro di Kecamatan Sukomoro;

h. Perkotaan Bagor di Kecamatan Bagor;

i. Perkotaan Wilangan di Kecamatan Wilangan;

j. Perkotaan Patianrowo di Kecamatan Patianrowo;

k. Perkotaan Gondang di Kecamatan Gondang;

L Perkotaan Jatikalen di Kecamatan Jatikalen; dan

m. Perkotaan Ngluyu di Kecamatan Nguluyu.
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Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll
huruf b, berupa sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan kereta api.

Paragraf I
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 1O

(1) sistem jaringan jalan sebagaimana dimalsud dalam Pasal t huruf a, terdiri

atas :

a. jalan umum;

b.jalan tol;

c. terminal penumpang; dan

d. jembatan timbang

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud a terdiri atas :

a. jalan arteri primer terdiri atas:

1. ruas jalan batas Kabupaten Madiun-Batas Kota Nganjuk;

2. jalan Gatot Subroto;

3. jalan Lingkar Nganjuk;

4. ruas jalan batas Kota Nganjuk-Kertosono; dan

5. ruas jalan Kertosono-Batas Kabupaten Jombang.

b. jaian kolektor primer terdiri atas :

1. ruas jalan Batas Kabupaten Nganjuk (Simpang a Candi) - Batas

Kabupaten Kediri;

2. ruas jalan Guyangan - Simpang Empat Candi;

3. ruas jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) - Nganjuk

(Guyangan);

4. ruas batas kabupaten Kediri - Magersari;

5. ruas jalan Magersari - Pogoh;

6. ruas jalan Pogoh - Selopuro;
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7. ruas jalan Selopuro - Kepel;

8. ruas jalan Kepel - Bulak;

9. ruas jalan Bulak- Sidorejo;

1O. ruas jalan Sidorejo - Proliman;

1 1. ruas jalan Proliman - Bendolo - Bendolo (Batas Kab.Madiun).

12. ruas jalan Jetis - Watudandang;

13. rras jalan Tanjungtani-Gondanglegi;

14. ruas jalan Warujayeng - Jetis; dan

15. ruas jalan Waung - Warujayeng.

16. ruas jalan Gondang Kulon-Ngujung;

17. ruas jalan Ngangkatan-Gondang Kulon;

18. ruasjalan Ngujung - Lengkong;

19. ruas jalan Lengkong-Ngasem;

20. ruas jalan Ngasem-Munung;

21. ruas jalan Kemaduh-kngkong;

22. ruas jalan Banaran-Kemaduh;

23. jalan Gatot Subroto (Kecamatan Kertosono);

24. jalan A Yani (Kecamatan Kertosono);

25. ruas jalan Rejoso - Ngangkatan;

26. ruas jalan Tamanan - Rondokuning - Klangon (batas Kabupaten

Madiun).

27 . ntas batas kabupaten Kediri - Magersari.

28. ruas jalan Magersari - Pogoh;

29. ruas jalan Pogoh - Selopuro;

30. ruas jalan Selopuro - Kepel;

31. ruas jalan Kepel - Bulak;

32. ruasjalan Bulak- Sidorejo;

33. ruas jalan Sidorejo - Proliman;dan

34. rras jalan Proliman - Bendolo - Bendolo (Batas lhb.Madiun).

c. jalan lokal primer terdiri atas :

1. ruas jalan Banjarsari - Kurungrejo;

2. ruas jalan Banjarsari -Kelutan;
3. ruas jalan Baron - Kwajon;

4. ruas jalan Berbek - Kuncir;

5. ruas jalan Berbek - Nglajer;

6. ruas jalan Cerme - Berbek;

7. ruas jalan Gajahbelur - Jetis;
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8. ruas jalan Gareman-Babadan;

9. ruas jalan Geba-ngkerep-Kaloran;

1 O. ruas jalan Gondangkulon-Ngluyu;

11. ruas jalan Jekek - Kemaduh;

12. ruas jalan Kandeg - Jekek;

13. ruas jalan Kandeg-Kandangan;

14. ruas jalan Kudu-Tambak;

15. ruas jalan Kuncir - Sidorejo;

16. ruas jalan l,oceret-Berbek;

17. ruas jalan Mungkung - Berbek;

18. ruasjalan Ngluyu - Bqjang;

19. ruas jalan Ngrami - Gondangkulon;

2O. ruas jalan Ngrombot - Tirobinangun;

21. ruas jalan Patihan-Gajah Belur;

22. ruas jalan Semanding - Berbek;

23. ruas jalan Sidorejo-Ngliman;

24. ruas jalan Siwalan - Sawahan;

25. ruas jalan Tirtobinangun - Begendeng;

26. ruas jalan Trayang -Kelutan;
27. ruas jalan Warujayeng - Jetis;

28. ruas jalan Warujayeng - Trayang;

29. ruas jalan Watudandang-Kelutan;

30. ruas jalan Wilangan - Bomo (Proliman);

31. ruas jalan Baron - Gareman;

32. ruas jalan Gajahbelor - Watudandang;

33. Jalan Supriadi;

34. ruas jalan Kandeg-Demangan;

35. ruas jalan Kandeg-Jekek;

36. ruas jalan Kedunglo -Tanjungtani;
37. ruas jalan Kelutan - Jabon;

38. rras jalan Kudu - Ngrombot;

39. ruas jalan Kuncir - Pogoh;

40. ruas jalal Loceret-Ngepeh;

41. ruas jalan Mangunsari - Bajulan;

42. ruas jalan Ngepung-Babadan;

43. ruas jalan Ngrajeg - Ngujung;

44. ruas jalan Sekaran-Patihan;
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45. rras jalan Tamanan - Sambikerep;

46. rras jalan Tanjungrejo-Sekaran;

47. ruas jalan Dukuhan-Tambak;

48. ruas jalan Bukur-Pakucen; dan

49. ruas jalan Kedung Ingas-Kedung Mlaten.

(3) Jafan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono;

b. ruas jalan Kertosono-Kediri; dan

c. ruas jalan Kertosono- Babat.

(4) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
atas :

a. Terminal penumpang tipe B Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk.

b. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan

Gondang, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan

Ketosono, Kecamatan lengkong, Kecamatal Pace, Kecamatan Rejoso

dan Kecamatan Nganjuk,

(5) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat

di Kecamatan Bagor.

Paragral 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 1 1

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b,

terdiri atas:

a.jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api; dan

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf a

berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api

antarkota jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangl dan Bangil-Malang-

Blitar-Kertosono yang melintasi di Kecamatan Wilangan-Kecamatan Bagor-

Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Tanjunganom

Kecamatan Baron-Kecamatan Kertosono.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu

berupa stasiun penumpang terdapat di Kecamatan Nganjuk, di perbatasan

Kecamatan Baron dan Kecamatan Tanjunganom; Kecamatan Kertosono,

Kecamatan Bagor, Kecamatan Sukomoro dan di Kecamatan Wilangan.
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Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasa1 12

(l) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
c, meliputi :

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebaeaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi

dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu yaitu jalur minyak dan gas

bumi yang melalui Kecamatan Kertosono-Kecamatan Baron-Kecamatan

Tanjunganom-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan

Bagor-Kecamatan Wilangan-Kecamatan Rejoso-Kecamatan Gondang-

Kecamatan lengkong-Kecamatan Jatikalen

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurrf b, terdiri atas :

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di Kecamatan

Sawahan dan Kecamatan l,oceret.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) terdapat

di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Rejoso.

b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri

atas :

1. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas :

a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) terdapat di

Kecamatan Ngronggot Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan

Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan

Bagor dan Kecamatan Wilangan; dan

b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di Kecamatan

Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan l,ocoret, Kecamatan

Berbek dan Kecamatan Sawahan.

2. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:

a) Saluran Udara Tengangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh

kecamatan; dan
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b) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh
kecamatan.

3. gardu induk terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Kertosono
dan Kecamatan Nganjuk.

Bagan Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

(1) sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimalsud dalam pasal 7 ayat
(l) huruf d, meliputi :

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan 1staF, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di
seluruh kecamatan.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf b yaitu
jaringan bergerak seluler berupa Base Tlanseiuer Station (BTS) terdapat di
seluruh kecamatan.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air meliputi:

a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan

c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

terdiri atas :

a. jaringan irigasi primer terdiri atas :

1. saluran primer Widas Utara di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening;

2. saluran primer Warujayeng-Kertosono (W-K) di Daerah Irigasi (D.I)

Mrican Kiri;
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3. saluran primer Ngudikan Kiri dan Ngudikan Kanan di Daerah Irigasi
(D.I) Waduk Bening; dan

4. saluran primer Bulakmojo di Daerah lrigasi (D.I) Bulakmojo.
b. jaringan irigasi sekunder dan tersier tersebar di seluruh kecamatan.

(3) sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf b
berupa bangunan pengendali banjir di Bendungan semantok Kecamatan
Rejoso, Bendungan Margopatut Kecamatan Sawahan, Dam Kuncir
Kecamatan Ngetos dan Dam Malangsari Kecamatan Tanjunganom.

(4) Bangunan sumber daya air sebagaimala dimaksud pada ayat (l) huruf c,
terdiri atas :

a. bendungan, terdiri atas :

1. bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso; dan

2. bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan.

b. embung terdiri atas :

1. embung Kulak Secang, embung Gondang (pojok Dua) dan embung
Joho, di Kecamatan Pace;

2. embung Oro-oro Ombo, embung Suru dan embung Sekarlangit di
Kecamatan Ngetos;

3. embung Bajulan di Kecamatan Loceret;

4. embung Estu Mulyo, embung Suwaru dan embung Klonggean di
Kecamatan Sawahan.

5. embung Tempuran dan embung Bajang di Kecamatan Ngluyu;

6. embung Bangle di Kecamatan l,engkong; dan

7. embung Sumberurip di Kecamatan Berbek.

c. waduk, terdiri atas:

1. waduk Mbah Irun atau Puhsalak, waduk Sumber Suko di
Kecamatan Bagor;

2. waduk Sumberkepuh, waduk Sumbersono dan waduk Logawe di
Kecamatan Lengkong;

3. waduk Kedungsengon dan waduk Sumberagung di Kecamatan

Gondang;

4. waduk Perning di Kecamatan Jatikalen; dan

5. waduk Manggarejo di Kecamatan Wilangan
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Bagian Ketqjuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

,frt 27

Pasal 15

(l) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) huruf f, meliputi:

a. sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

c. sistem jaringan persampahan; dan

d. sistem jaringan evakuasi bencala.

(2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas

kabupaten / kota dan Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten.

a. Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota terdiri
atas :

1. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Besar merupakan

SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas

meliputi Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten

Jombang;

2. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Kecil terdiri atas :

a) Kabupaten Madiun - Kabupaten Nganjuk; dan

b) Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang.

b. Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten terdiri atas :

l. jaringan perpipaan meliputi :

a) unit air baku terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos,

Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong,

Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu,

Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace,

Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan

Nganjuk;

b) unit produksi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos,

Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan l,engkong,

Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu,

Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace,



Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan
Nganjuk;

c) unit distribusi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan

Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan

Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan

Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan pace,

Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan

Nganjuk; dan

d) unit pelayanan terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan

Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan

kngkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan

Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan pace,

Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan

Nganjuk.

2. bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa terdapat di
Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek,

Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Baron,

Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan,

Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong.

(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu Intalasi

Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terdapat di Kecamatan Pace.

( ) Sistem jaringan persampahan dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Kecamatan

Prambon.

2.Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdapat di Kecamatan Nganjuk,

Kecamatan Pace, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Kertosono

(5) Sistem jaringan evakuasi bencala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana banjir dari titik lokasi banjir melalui jalan utama

menuju ke tempat evakuasi bencana;

b. jalurevakuasi bencana bahaya cuaca ekstrim terdiri atas :

1. jalur evakusai bencana puting beliung dari titik lokasi puting beliung

melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

2. jalur evakuasi bencana angin dari titik lokasi angin melalui jalan

utama menuju ke tempat evakuasi bencana;
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c. jalur evakusai bencana longsor dari titik lokasi longsor melalui jalan
utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

d. jalur evakuasi bahaya bencala leletusan gunung berapi dari titik lokasi
melalui jalan utamamenuju ke tempat evakuasi bencana

e. tempat evakuasi bencana sebagimana dimal<sud pada hurrf a, b dan c
terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang,
Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret,

Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace dan Kecamatan prambon; dan
f. tempat evakuasi bencana sebagaimala di tertulis pada huruf d terdapat

di fasilitas umum kecuali sarana pendidikan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(l) Rencana pola rr'ang di Kabupaten Nganjuk meliputi :

a. rencana kawasan lindung; dan

b. rencana kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5O.OO0 sebagaimana tercantum

dalam lampiran II, yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung
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BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,

terdiri atas :

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. kawasan perlindungan setempat; dan

c. kawasan cagar budaya.



Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahanya

Pasal 18

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu berupa kawasan hutan

lindung terdapat di Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan

Lengkong, Kecamatan l,oceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu,

Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan dengan luasan

kurang leblh 7.641 Ha (tujuh ribu enam ratus empat puluh satu hektar).

ParagraL 2

Kawasan Pelindungan Setempat

Pasal 19

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

b, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang leblh 2.429 hektar (dua

ribu empat ratus dua puluh sembila-n hektar).

Paragraf 3

Kawasan Cagar BudaYa

Pasal 20

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf c yaitu

berupa lokasi cagar budaya yang terdiri atas :

a. sihrs Makam Pakuncen, situs Masjid Baitur Rohman Pakuncen dan Situs

Masjid Kuno Darussalam di Kecamatan Patianrowo;

b. situs makam Kanjeng Djimat dan situs Masjid Besar Al Mubarok di

Kecamatan berbek;

c. Situs makam Ki Ageng Ngaliman di Kecamatan Sawahan;

d. Situs Masjid Besar Kauman Kertosono di Kecamatan Kertosono;

e. Situs Makam Nduro Prambon di Kecamatan Prambon;

f. Situs Makam Syeh Sulukhi di Kecamatan Wilangan;

g. Situs Makan Hargo Jali di Kecamatan Tanjunganom;
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h. Situs Candi Ngetos di Kecamatan Ngetos; dan

i. Situs Candi 1,or di Kecamatan Loceret.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 2l
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

terdiri atas :

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan perkebunan rakyat;

c. kawasan pertanian;

d. kawasan pertambangan dan energi;

e. kawasan peruntukan industri;

f. kawasan pariwisata;

g. kawasan permukiman; dan

h. kawasan pertahanan dan keamanan.

(1) huruf b,

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasa722

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a

meliputi:

a. kawasan hutan produksi tetap; dan

b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf

a terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang,

Kecamatan Jatikalen, Kecamatan lengkong, Kecamatan Loceret,

Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan

Rejoso, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wilangan dengan luasan

kurang lebih 42.324 Ha (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat

hektar).

(3) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimalsud

padaayat(1)hurufbterdapatdiKecamatanRejosodenganluasankurang

lebih 428 Ha (empat ratus dua puluh delapan hektar)'
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Paragraf 2

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 23

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b,

terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan l.oceret, Kecamatan Ngetos,

Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan

Sawahan dengan luasan kurang lebih 5.000 Ha (lima ribu hektar).

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 24

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri

atas

a. kawasan tanaman Pangan; dan

b. kawasan peternakan.

(21 Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 37.781 Ha

(tigapuluhtujuhributujuhratusdelapanpuluhsatuhektar)dengan
kawasanyangditetapkanmenjadiKawasanPertanianPangan
Berkelanjutan (KP2B) terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron'

Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen,

Kecamatan Kertosono, Kecamatan kngkong, Kecamatan loceret'

Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngronggot'

Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon'

Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro'

Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngluyu dan Kecamatan Wilangan

dengarrluasankuranglebih2T.s42Ha(duapuluhtujuhribulimaratus
empat puluh dua hektar).

(3) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b'

terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan [,ceret'

Kecamatan Pace, Kecamatan lrngkong dan Kecamatan Patianrowo dengan

luasan kurang lebih 151 Ha (seratus lima puluh satu hektar)'
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Paragral 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 25

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

hurrf d, berupa kawasan pertambangan mineral terdiri atas :

a. kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan

Berbek, Kecamatan loceret, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Sawahan

dengan luasan kurang lebih 5O Ha (lima puluh hektar); dan

b. kawasan peruntukan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Bagor,

Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan lrngkong, Kecamatan

l.oceret, Kecamatan Pace dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang

lebih 1O4 Ha (seratus empat hektar).

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Kawasan pemntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e,

terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek,

Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan

kngkong, Kecamatan l,oceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngronggot,

Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan

Rejoso, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan

wilangan.dengan luasan kurang lebih 1.918 Ha (seribu sembilan ratus

delapan belas hektar).

Pasal 27

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, terdiri

atas :

a. Iokasi Pariwisata alam;

b. lokasi pariwisata budaYa;
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Paragraf 6

Kawasan Pariwisata



c. lokasi pariwisata buatan.

(21 Lokasi pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

terdiri atas :

a. Air terjun Sedudo, wisata Watu Lawang, agrowisata lingkar Gunung

Wilis, air te{un Watu Lumbung, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Selo

[,eter, wisata agroforestry, wisata alam Watu Belah, air terjun

Singokromo, air terjun Gedangan, kebun mawar (Agrowisata Ganter),

embung estumulyo, Bukit Persinggahan Jend. Sudirman (BPJS), wisata

hutan Bambu, bukit batu Songgong, Petungulung TVbing Aduenfire

dan Gua Ndalem Kebonagung di Kecamatan Sawahan;

b. Air Merambat Roro Kuning, air terjun Pring Jowo, pendakian Sekartaji,

air terjun Coban Unut, pemandian Sri Tanjung Wisata Tirta, wisata

Jolotundo, Gua Alap-alap dan Bukit Gua Dali Sumber Klampok di

Kecamatan lrceret;

c. Air Terjun Ngebleng di Kecamatan Jatikalen;

d. Grojogan Dhuwur Sumbermiri di Kecamatan lrngkong.

e. Wisata bukit Salju, sumber mata air Banyu Towo, air terjun Coban

Tretes dan air terjun Sumber Manik di Kecamatan Ngetos;

f. Gua Margo Tresno dan wisata watu Gandul di Kecamatan Ngluyu;

g. Gua dan Grojogan Putri ayu di Kecamatan Rejoso; dan

h. Lokasi pariwisata wisata alam lainnya yang terdapat di seluruh

kecamatan.

(3) lokasi pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b'

terdiri atas:

a. Makam Kanjeng Djimat dan Masjid Al-Arfiyyah di Kecamata Berbek;

b. Petilasan Gajah Mada di Kecamatan Kertosono;

c. Candi l,or, monumen DR. Soetomo, pura Kerta Bhuwana Giri Wilis'

monumenPanglimaBesarJenderalSudirmandanGuaRomushadi
Kecamatan Loceret;

d.GedungJuang45,klentengHokYoeKiongdanmuseumAnjukr,adang
di Kecamatan Nganjuk;

e. Makam Kyai Poleng, pertapaan Argojali, makam Sunan Ngatas Angin'

kampung Mangga, candi Ngetos dan Makam Para Aulia Ngetos di

Kecamatan Ngetos;

f. Makam Sono Gedong dan makam Rajeg Wesi di Kecamatan Ngluyu;

g. Makam Nyi Ageng Sepet dan makam Sentono Kacek di Kecamatan

Pace;
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h. Petilasan Kadipaten Posono, mal<am T\rmenggung Kopek dan Masjid

Pakuncen Kecamatan Patianrowo;

i. Situs Condrogeni, malam Ki Ageng Ngaliman, makam Gedhong Wetan,

petilasan Watu Banteng, makam Elang Kabul Misuwur, pertapaarl

Sadepok dan Makam Menteri Supeno di Kecamatan Sawahan;

j. Makam Keniten dan Padepokan Langen Tayub di Kecamatan

Tanjunganom; dan

k. Makam Syech Sulukhi di Kecamatan Wilangan.

(4) Iokasi pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c,

terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 29

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2l
huruf h berupa lokasi kawasan kodim yang terdapat di Kecamatan Nganjuk.
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Paragral 7

Kawasan Permukiman

Pasal 28

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf g

terdiri atas :

a. kawasan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 12.01O

Ha (dua belas ribu sepuluh hektar).

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b terdapat di seluruh kecamatan direncanakan dengan luasan
kurang lebih 17.888 Ha (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh
delapan hektar).
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BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 30

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Nganjuk,terdiri atas :

a. Kawasan Strategis Provinsi;dan

b. Kawasal Strategis Kabupaten.

(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian I : 5O.OO0 sebagaimana tercantum

dalam lampiran III, yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan daerah ini.

Pasal 31

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (l)
huruf a, berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup yaitu WS Brantas.

Pasal 32

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1) huruf b, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

terdiri atas:

a. kawasan Agropolitan Selingkar Wilis meliputi Kecamatan Sawahan,

Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Berbek;

b. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor,

Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang;

c. kawasan industri meliputi Kecamatan Jatikalen, Kecamatan kngkong,
Kecamatan Rejoso, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro;

d. kawasan pariwisata Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;

e. kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan

Ngronggot, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan; dan

f. kawasan ekonomi cepat tumbuh di Kecamatan Pace.
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BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 33

Arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Nganjuk terdiri atas :

a. pelaksanaan KKPR;

b. indikasi program utama; dan

c. pelaksanaan sinkronisasi prograrn pemanfaatan ruang.

Pasal 34

(1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a menjadi

pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.

(2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dilakukan
melalui:

a. Konlirmasi KKPR;

b. Persetujuan KKPR; dan

c. Rekomendasi KKPR.

(4) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pasal 35

(1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b,

terdiri atas:

a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah

kabupaten;

b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah

kabupaten; dan

c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis

kabupaten.

(21 Pelaksanaan inikasi program terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:

a. Tahap I (tahun 2O2l-2O251; yang terbagi atas program tahunan;

b. Tahap II (Tahun 2026-2030\;

c. Tahap III (tahun 2031-2035); dan

d. Tahap IV (Tahun 2036-204ll.

(3) Perkiraan pendanaan dalam indikasi program utama disusun sesuai

dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.
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Pasal 36

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 33 huruf c merupakan sinkronisasi program

pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama

yang termuat dalam RTRW Kabupaten Nganjuk penyelarasan indikasi

program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen

rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimal<sud pada

ayat (1) menghasikan dokumen terdiri atas :

a. Sinkronisasi pogram Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima)

tahun; dan

b. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek I (satu)

tahunan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALI,AN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

digunakan sebagai acuan dalam pelal<sanaal pengenda-lian pemanfaatan

ruang wilayah Kabupaten.

(21 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi;

b. penilaian pelaksanaan KKPR;

c. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang

d. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

e. arahan sanksi.
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(4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum

dalam lampirar IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua

Ketentuan Umum Tnnasi

Pasal 38

(1) Ketentuan umum zonasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat l2l huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah

dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum zonasi wilayah sebagaimana dimkasud pada ayat (1)

terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi struktur ruang wilayah;

b. ketentuan umum zonasi pola ruang wilayah; dan

c. ketentuan khusus.

(3) Ketentuan umum zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf I
Ketentuan Umum T.onasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 39

Ketentuan umum zonasi struktur ruang wilayah sebagaimala dimaksud

dalam 38 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;

b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;

c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;

d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air;dan

f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 4O

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana

dimaksud dalam 39 huruf a, terdiri atas :

a. Ketentuan umum zonasi PKL;

b. Ketentuan umum zonasi PPK; dan

c. Ketentuan umum zonasi PPL.

(2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagimana dimaksud pada ayat (l) huruf a

terdiri atas:
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a. pemanfaatan yang diizinkan untuk kegiatan ekonomi berskala

kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang

dilayaninya;

b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat dan terbatas bempa

pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu

fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan

c. pemanfaatan tidak diizinkan berupa pemanfaatan ruang yang

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan

jaringan prasarana.

(3) Ketentuan urnurn zonasi PPK sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. pemanfaatan yang diizinkan untuk kegiatan berskala kecamatan yang

didukung dengan fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan

yang dilayaninya;

b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat dan terbatas bempa

pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu

fungsi pusat permukiman;dan

c. pemanfaatan tidak diizinkan berupa pemanfaatan ruang yang

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat permukiman dan

jaringan prasarana.

(4) Ketentuan umum zonasi PPL sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. pemanfaatan yang diizinkan untuk kegiatan berskala antar desa yang

didukung dengan fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan

yang dilayaninya;

b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat dan terbatas bempa

pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu

fungsi pusat permukiman;dan

c. pemanfaatan tidak diizinkan berupa pemanfaatan ruang yang

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat permukiman dan

jaringan prasarEura.

Pasal 41

(l) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan arteri primer;

b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan kolektor primer;
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c. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan lokal primer

d. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan tol;

e. ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang

f. ketentuan umum zonasi di sekitar jembatan timbang

g. ketentuan umum z,onasi di sekitar jaringan jalur kereta api; dan

h. ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api.

(2) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan arteri primer,

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas :

a. pemanfaatan diizinkan secara terbatas untuk peletakan jaringan

utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar
prasar€rna;

b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat terdiri atas :

1. pemanfaatan yang diizinkan untuk pemanfaatan ruang dengan

intensitas rendah dan sedang yang dibatasi akses langsungnya

dengan jara-k sekurang-kurangnya antar jalan masuk/akses

langsung sekurang-kurangnya 500 meter; dan

2. pemanfaatan ruang dengan intensitas sedang dan tinggr

dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan

samping lalu lintas sepanjang jalan arteri primer dengan wajib

menyediakan jalur lambat (frontage road).

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa semua pemanfaatan pada

zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/ barang dan kendaraan; dan

d. sarana pras€rr€rna minimum jaJur pejalan kaki, penerangan jalan

umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dan reklame sesusai

ketentuan yang berlaku.

(3) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan kolektor primer,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala

provinsi dan kabupaten dan untuk prasarana pergeralan yang

menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan

infrastruktur jaringan listrik dan komunikasi dengan memperhatikan

ketentuan sempadan jalan;

b. pemalfaatan diizinkan secara bersyarat terdiri atas :

1. pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor

jalan kolektor untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih

rendah;
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2. pembatasan terhadap bangunal dengan penetapan garis sempadan

bangr.rnan yang terletak ditepi jalan kolektor;

3. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan

kolektor;

4. diizinkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong

sekurang-kurangnya sama dengan mang manfaat jalan;dan

5. ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-

undangan.

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan terdiri atas:

1. tidak diizinkan pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan
pada fungsi arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan;

2. tidak diizinkan alih fungsi lindung di sepanjang bahu jalan arteri,
kolektor, dan lokal; dan

3. tidak diizinkan pendirian bangunan liar pada sempadan jalan.

d. untuk pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud
huruf a maka tidak dilakukan dengan membuat perlintasan sebidang

dengan jalur kereta api dan bila diperlukan perlintasan kereta api

maka dibuat tidak perlintasan sebidang; dan

e. sarana prasar€rna sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan

jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dan reklame sesusai

ketentuan yang berlaku.

(4) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan lokal primer,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan terdiri atas :

1. diizinkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar
pusat-pusat kegiatan;

2. dnztnkal: pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokat primer

untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan; dan

3. diizinkan pemanfaatan bagr pergerakan lokal dengan tidak

mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam

wilayah tersebut.

b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas terdiri atas :

1. pembatasan terhadap bangunan dengan penentapan garis sempadan

bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer;

2. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan

lokal primer; dan

3. ketentuan garis sempadan bangunan sebesar Yz rumija +1.
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c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat, untuk pemanfaatan ruang

dengan intensitas sedang dan tinggi dengan syarat tidak berdampak

langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan

lokal primer dengan wajib menyediakan jalur lambat (frontage roadl;

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa pelarangan alih fungsi lahan

yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;

e. untuk pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana

dimaksud huruf a maka tidak dilakukan dengan membuat perlintasan

sebidang dengal jalur kereta api dan bila diperlukan perlintasan kereta

api maka dibuat tidak perlintasan sebidang; dan

f. sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan

jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu latu lintas dan reklame sesusai

ketentuan yang berlaku

(5) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalan tol, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan untuk pemanfaatan kawasan ruang

terbuka hijau berupa jalur hijau jalan, jalur pengaman dan rest area

sesuai ketentuan yang berlaku;

b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas terdiri atas :

1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling

mengganggu fungsi antar prasarana; dan

2. disediakan sempadan jalan selebar 6O m (enam puluh meter) di

masing-masing tepi kanan dan kiri jalan untuk perretapan green

roads.

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa semua peruntukan kecuali

huruf a dan b.

(6) ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan tahan di sekitar terminal

penumpang tiPe B terdiri atas:

1. terletak dalam jaringan trayek antarkota dalam provinsi;

2. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-

kurangnya kelas IIIB;

3. pemanfaatan yang diizinkan kegiatan penunjang operasional dan

pengembangan kawasan terminal penumpang tipe B, penyediaan

fasilitas utama terminal seperLi jalur pemberangkatan kendaraan

umum, jalur kedatangan kendaraan umtun, tempat parkir
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kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di

dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum,

bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/ atau

pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar

kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruangpengobatan,

ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan

barang dan taman.

4. pemanfaatan yang diizinkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada angka I yang tidak mengganggu

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta

fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B;

5. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang

mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B;

6. terminal peilrmpang tipe B dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20

%(dua puluh persen) dai z'ona pengembangan untuk menjaga

kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu

lintas dan angkutan jdan; dan

7. penyediaan prasar.rna dan sarana akses jalan masuk atau jalan

keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga

puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau pintu masuk

terminal.

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar terminal

penumpang tipe C terdiri atas:

1. terletak dalam jaringan trayek angkutan perkotaan atau angkutan

perdesaan;

2. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi

kelas IIIA;

3. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan penunjang

operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe C, penyediaan

fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan

umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir

kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di

dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umurn,

bangunan kantor terminal; dan tempat tunggu penumpang dan/atau

pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar

kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan,
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ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan

barang dan taman;

4. pemanfaatan yang diizinkan sacara ber syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu

keamanal dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta

fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C;

5. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang

mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C;

dan

6. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH paling sedikit

2oo/o (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga

kelancaran operasional terminal, keamanal dan

7. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

(7) ketentuan uinum zonasi di sekitar jembatan timbang, sebagaimala

dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan yaitu jembatan timbang dan sarana

prasarana pendukungnYa;

b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi pemanfaatan

kegiatan selain pada kawasan jembatan timbang dengan syarat tidak

menganggu operasional jembatan timbang; dan

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi semua pemanfaatan

kegiatan yang dapat menganggu kegiatan opersional jembatan timbang'

(8) ketentuan umum z,onasi di sekitar jaringan jalur kereta api, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan untuk jalur kereta api dan pemanfaatan

ruang di sepanjang sisi jalur kereta api dilakukan dengan tingkat

intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan

ruangnya dibatasi;

b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat terdiri atas :

1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak

lingkunganakibatlalulintaskeretaapidisepanjangjalurkeretaapi;
dan

2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur

kereta aPi dan jalan.



c. pemanfaatan yang tidak diizinkan terhadap pemanfaatan ruang

pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan

operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api

dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan

pengembangan jaringan jalur kereta api; dan

e. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk

mengecek keamanan rel dan kereta.

(9) ketentuan umum zonasi di sekitar stasiun kereta api, sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf h terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional, penunjang

operasional, dan pengembangan stasiun kereta api;

b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu

keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fi:ngsi stasiun

kereta api;

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang mengganggu

keamanan dan keselamatan operasi kereta. api, serta fungsi stasiun

kereta api; dan

d. ketentuan lain meliputi penyediaan RTH yang disesuaikan dengan

luasan stasiun kereta aPi

Pasal 42

(l) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 39 huruf c terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

dan

b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

(2) ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi

sebagimana dimaksud pada yata (1) huruf a terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan

penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. pemaafaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan

pipa minyak dan gas bumi dan tidak mengganggu fungsi jaringan pipa

minyak dan gas bumi; dan
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c. pemanfaatan yang tidak diizinkan metiputi kegiatan yang

membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, dan

mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) huruf b, terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan

sarana pendukung disesuaikan dengan karakter masing-masing

pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA dan PLTP sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. ketentuan umum zonasi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan

sarana pendukung terdiri atas :

1. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan pembangunan

prasarana dan kegiatan pembangunan prasarurna penunjang

jaringan transmisi tenaga listrik;

2. pemanfaatan yang diizinkan sacara bersyarat meliputi kegiatan

penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan

lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan

tralsmisi tenaga listrik; dan

3. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang

menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan

transmisi tenaga listrik.

Pasal 43

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 39 huruf d terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi jaringan tetap; dan

b. ketentual umum zonasi jaringan bergerak.

(2) ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurrf a terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan

penunjang jaringan tetap;

b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat kegiatan selain

sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap

dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap;
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c. pemanfaatan yang tidal< diizinkan meliputi kegiataa yang

membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap;

dan

d. ketentuan lain berupa ketentuan khusus terdiri atas:
1. pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah miliki atau dikuasai

pemerintah mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi

bersama; dan

2. pengembangan jaringan baru atau pengganti lama pada pusat

sistem pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan

sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel,

pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada

rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan.

(3) ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan operasional dan

kegiatan penunjang jaringan bergerak;

b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yaitu pemalfaatan ruang

udara yang digunalan untuk penempatan menara pemancar

telekomunikasi sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan yaitu pendirian bangunan di sekitar

menara telekomunikasi atau tower dalam radius bahaya keamanan

dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. sarana prasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk

mengontrol kondisi tower; dan

e. ketentuan lain bempa ketentuan khusus terdiri atas :

1. menempatkan sempadan menara telekomunikasi;

2. penempatan menara telekomunikasi atau tower wajib

memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika

lingkungan serta diarahkan memanfaatkan touter secara terpadu

pada lokasi yang telah ditentukan; dan

3. Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi baik di perkotaan

maupun di perdesaan, dengan target cakupan seluruh wilayah

Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Ketentuan urnum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam pasal 38 huruf a terdiri atas :
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a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;

b. ketentuan urnum zonasi sistem pengendalian banjir; dan

c. ketentuan umum zonasi bangunan sumer daya air
(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimkasud

pada ayat (l) huruf a terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan mempertegas sistem
jaringan yang berfungsi sebagai primer, sekunder dan tersier;

b. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi:

1. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat
jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan

jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan

saluran; dan

2. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau,

pintu atr, bangunan bagr dan bangunan lainnya mengikuti

ketentuan teknis yang berlaku.

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;

dan

e. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah

teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi:

1. normalisasi sungai secara berkelanjutan;

2. pengembangan bangunan penahan banjir; dan

3. pengembangan informasi kawasan rawan banjir.

b. kegiatan selain yang dimaksud pada butir a diperbolehkan dengan

syarat tidak mengganggu sistem prasarana pengendalian daya rusak

air;

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan

air dan tangkapan air hujan; dan

d. pengendalian kawasan sempadan sungai.

(4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
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Pasal 45

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 39 huruf f terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);

c. ketentuan urnum zonasi sistem jaringan persampahan; dan

d. ketentuan urnum zonasi sistem jaraingan evakuasi bencana

(2) ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayata (1)

huruf a terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan untuk kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan jaringan;

b. pemanfaatan yang tidak diizinkan, untuk kegiatan :

1. mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk;

2. mendirikan bangunan di sempadan sungai dan sempadan waduk;

dan

3. mendirikan instalansi pengolahan air minum langsung pada sumber

air baku.

c. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jalan inspeksi untuk
pipa jaringan air minum.

(3) ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri atas :
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a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan

pengambilan dan pembuangan air, kegiatan pengamanan bendungan,

embung, waduk dan kegiatan penghljauan kawasan tangkapan air;

b. pemanfaatan yang di2inkan secara bersyarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dima}sud pada huruf a yar:g tidak mengganggu fungsi

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya

air; dan

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan . kegiatan yang tidak diperbolehkan

meliputi kegiatan yang menggangu fungsi sungai, bendungan, embung,

waduk dan cekungan air talah sebagai sumber air serta jaringan

irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya

air.



a. pemanfaatan ruang yang diizinkan untuk kegiatan pengelolaan limbah

dan pemilihan lokasi untuk prasarana pengelolaan air limbah harus
sesuai dengan daya dukung lingkungan;

b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas dan penetapan batas kawasan

pengolahan limbah dengan kawasan permukiman;

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan mendirikan bangunan diatas
jaringan air limbah; dan

d. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan jalan,
jaringan listrik dan rambu-rambu lalu lintas.

(4) ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampalran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pemalfaatan yang diizinkan kegiatan untuk inovasi teknologi

pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang

sampah, penggunaan teknologi energi dal pemanfaatan wisata,

edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam

maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang

pengelolaan sampah;

b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat berupa pembangunan

permukiman pada kawasan sekitar TPA;

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa:

1. pendirian bangunan menghalangi atau berpotensi menghambat

jaringan persampahan; dan

2. TPA dan TPST berdekatan dengan kawasal permukiman.

d. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa jaringan jalan dan

rambu-rambu lalu lintas.

(5) ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana

dimaksud pada ayata (1) huruf d terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan sesuai dengan peruntukan dasarnya yang

menunjang untuk tempat evakuasi bencala;

b. pemanfaatan yang diizinkan secaia terbatas berupa fasilitas umum

yang menunjang pelayanal kebencanaan;

c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa semua kegiatan yang tidak

menunjang fungsi kebencanaan; dan

d. sarana prasarana sekurang-kurangnya jalur pejalan kaki, penerangan

jalan umum (PJU), RTH, rambu-rambu lalu lintas dan reklame sesusai

ketentuan yang berlaku.
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Paragral 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang Wilayah

Pasal 46

Ketentuan umum zonasi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 38 ayat (21 huruf b, terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.

Pasal 47

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal

46 huruf a, terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya;

b. ketentual umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan

c. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasa] 48

ketentual umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungal terhadap

kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a,

berupa kawasan hutan lindung terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat terdiri atas :

1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengurangi fungsi

lindung;

2. ketentual pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi

fungsi lindung;

3. pemalfaatal ruang untuk kawasan budidaya hanya diizinkan bagi

penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung

kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;

4. pemanfaatan ruang kawasan untuk kawasan pertahanan dan

keamanan yaitu berupa kegiatan latihan militer tanpa mengurangi

fungsi kawasan hutan darr tutupan vegetasi; dan

5. penggunaan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan harrya dapat dilakukan untuk kegiatan yang

mempunyai tduan strategis yang tidak dapat dielakkan yang diperoleh

melalui:
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a) persetujuan p€nggunaan kawasan hutan;

b) persetujuan kerjasama;

c) persetujuan pelaksanaan kegiatan suwei; dan

d) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pemanfaatan yang tidak diizinkan seluruh kegiataa yang berpotensi

menguralgi fungsi lindung.

c. sarana prasarana umum berupa utilitas dan jaringan jalan

Pasal 49

Ketentuan urnum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 47 huruf b, terdiri atas :

a. pemanfaatan diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan sempadan / penyangga berupa semua kegiatan non terbangun
dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 5 yo (lima) persen, KLB
paling banyak 0,05 (nol koma nol lima), KDH sekurang-kur angnya 90 o/o

(sembilan puluh) persen dari luas persil; dan
2. sarana prasarana minimum berupa RTH dan jalan inpeksi.

b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas, berupa kawasan pertanian
tanaman pangan, peternakan dan kawasan perikanan budidaya diljinkan
secara terbatas dengan batasan fungsinya saling melengkapi dan
perubahan paling banyak subzona adalah 25 oh (dua puluh lima) persen.

c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat berupa kegiatan dan bangunan
pada kawasan perlindungan setempat berupa bangunan sempadan serta

lokasi pariwisata yang berkaitan dengan fungsi lingkungan diizinkan
dengan syarat sesuai ketentuan dalam peraturan pemndangan-undalgan;

dan

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan meliputi :

1. kawasan permukiman; dan

2. kawasan industri.
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Pasal 5O

ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 47 huruf c terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan ldizinkart yaitu pemanfaatan ruang untuk
penelitian, pendidikan, pariwisata dan atraksi budaya;

b. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat berupa kegiatan penunjang

kawasan wisata budaya;



c. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa kegiatan-kegiatan dan pendirian

bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan

d. penerapan sistem insentif bag bangunan yang dilestarikan dan

pemberlakuan sistem disinsentif bagr bangunan yang mengalami

perubahan fungsi

Pasal 5l
Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam

pasal 46 huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;

b. Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan ralcyat;

c. Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;

d. Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;

e. Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
f. Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;

g. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan

h. Ketentuan umuln zonasi kawasan pertahanan dan keamanan

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 51 huruf a, terdiri atas:
a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca

sumber daya kehutanan;

b. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pembangunan infrastruktur
dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan

mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kehutanan;

c. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor

kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan;

d. kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan kawasan lindung

geologi berupa cekungan air tanah maka harus dilindungi untuk
menunjang ketersediaan air tanah;

e. kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan

berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, kawas.rn panas

bumi darr pembangkit tenaga listrik maka kawasan hutan produksi

tersebut dapat diekplorasi dan dieksploitasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
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f. sarana parasarana sekurang-kurangnya berupa utilitas dan jaringan jalan.

Pasa-l 53

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5l huruf b terdiri atas:

a. pemanfaatal yang di2inkan, terdiri atas:

1. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian ; dan

2. sarana prasaranan sekurang-kurangnya berupa jaringan prasarana

penunjang perkebunan rakyat.

b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas:

1. kegiatan perumahan berupa rumah tingeal pemilik dengan ketentuan

KDB paling banyaksebesar 7O o/o (tujuh puluh persen), KLB paling

banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangrrya 10 o/o

(sepuluh persen) dari luas persil dengan tetap menunjukkan dominasi

sebagai kawasan perkebunan rakyat; dan

2. kegiatan sarana pelayanan umum berupa peribadatan dengan

perubahan paling banya}20 % (dua puluh persen) dari blok peruntukan

permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 % (enam puluh

persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-

kurangnya2O % (dua puluh persen) dari luas persildengan tetap

memperhatikan dominasi sebagai kawasan perkebunan ralryat.

c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat terdiri atas :

l. kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan dengan syarat melaksanakan

pen5rusunan UKL-UPL, melaksanakan ANDALALIN, mendapat

rekomendasi dari forum penataan mang, dengan pembahan paling

banyak 1O % (sepuluh persen) terhadap blok kawasan perkebunan

rakyat dengan I(DB paling banyak sebesar 6O % (enam puluh persen),

KLB maksimum 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 %

(dua puluh persen) dari luas persil; dan

2. kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diljinkan

dengan syarat melaksanakan penyusunan UKL-UPL, melaksanakan

ANDALALIN dengan perubahan paling banyak 10 % (sepuluh persen)

dari btok peruntukan perkebunan rakyat dengan KDB paling banyak

sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma

empat) KDH sekurang-kurangnya 20 o/o (dua puluh persen) dari luas

persil dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan

perkebunan rakyat.
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3. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada angka 1 dan

angka 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan pemndang-

undangan sektoral.

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan

budidaya non perkebunan rakyat (terbangun) kecuali terbatas untuk

pembangunan sistem jaringan praszrrana utama, dan fasilitas pendukung

perkebunan rakyat yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan

produktivitas dan pengolahan hasil panen;

e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non

pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada huruf b, huruf c dan

huruf d diatas, yang termasuk sebagai Kawasan Sentra budidaya

perkebunan khusus;

f. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan perikanan

budidaya mal<a keberadaanya dipertahakan dan tidak dialihfungsikan

untuk peruntukan non pertalian; dan

g. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan cagar

budaya maka tidak dapat beralih fungsi dan tetap menjadi perekbunan

kecuali untuk pendukung wisata.

Pasal 54

(1) Ketentuan urnum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5l huruf c, terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan peternalan.

l2l ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi KP2B diizinkan alih fungsi pemanfaatan

hanya untuk kepentingan umum dan ruang evakuasi bencana sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. ketentuan umurn zonasi non-KP2B

1. pemanfaatan yang diizinkan terdiri atas

a) kegiatan pertanian tanaman pmgm, perkebunan dan

peternakan; dan

b) sarana prasaranan sekurang-kurangrrya berupa jaringan

prasarana penunjang.

2. pemanfaatan diizinkan secara terbatas terdiri atas :
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a) kegiatan pemmahan berupa rumah tunggal dengan ketentuan

luas kavling paling banyak sebesar 25O m2 (dua ratus lima

puluh meter persegi) dengan tetap memperhatikan dominasi

fungsi pertanian tanaman pangan; dan

b) kegiatan sarana pelayalan umum berupa peribadatan dengan

ketentuan luas kavling paling banyak sebesan 25O m2 (dua ratus

lima puluh meter persegi) dengan tetap memperhatikan

dominasi fungsi pertanian tanaman pangan.

3. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat, terdiri atas :

a) kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan dengan syarat

perubahan paling banyak 1O% (sepuluh persen) terhadap blok

kawasan pertanian dengan KDB paling banyak sebesar 60%o

(enam puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua)

KDH sekurang-kurangnya 2Oo/o (dua puluh persen) dari luas

persil;

b) kegiatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar

diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak lO o/o

(sepuluh persen) dari blok peruntukan pertanian dengan KDB

paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling

banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekuran g-lanrangaya 2O o/o

(dua puluh persen) dari luas persil;

c) wisata alam tanpa merubah bentang alam dan pengambilan

sumber mata air untuk kepentingan umum; dan

d) pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada

huruf a, b dan c dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan sektoral.

4. pemanfaatan yang tidak diizinkan untuk alih fungsi la1:an menjadi

lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali kegiatan yang

diuraikan pada angka 2 dan angka 3.

c. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan budiaya

perikanan bempa kegiatan kolam ikan diizinkan dengan tetap

memperhatikan dominasi fungsi pertanian tanaman pangan; dan

d. kawasal tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan cagar

budaya maka tidak dapat beralih fungsi dan tetap menjadi tanaman

pangan kecuali untuk pendukung wisata.

(3) ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
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a. pemanfaatan yang diizinkan, terdiri atas:

1. kegiatan peternakan di luar lokasi sebagaimana tercantum dalam

Pasal 24 ayat (3) diizinkan dengan mengacu pada ketentuan umum

zonasi dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. kegSatan peternakan, pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

dan

3. sarana prasaranan sekurang-kurangnya berupa jaringan prasarana

penunjang peternakan.

b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas:

1. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal pemilik dengan

ketentuan KDB paling banyak sebesar 7O % (tujuh puluh persen),

KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-

kurangnya 1O % (sepuluh persen) dari luas persil dengan tetap

memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian; dan

2. kegiatan sarana pelayanan umum berupa peribadatan dengan

perubahan paling banya} 20 o/o (dua puluh persen) dari blok

peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 7o

(enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat)

KDH sekurang-kurangrrya 2O o/o (dua puluh persen) dari luas persil

dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan pertanian.

c. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat, terdiri atas :

1. kegiatan perdagangan dan jasa diizinkan dengan syarat, dengan

perubahan paling banyak l0 % (sepuluh persen) terhadap blok

kawasan perkebunan dengan KDB paling banyak sebesar 60 7o

(enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat)

KDH sekurang-kurangnya 2O %o {dua puluh persen) dari luas persil

dengan tetap memperhatikan dominasi sebagai kawasan

pertanian;dan

2. kegSatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar

diizinkan dengan syarat perubahan paling banyak l0 % (sepuluh

persen) dari blok peruntukan perkebunan dengan KDB paling

banyak sebesar 6O % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4

(satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 2O % (dua puluh

persen) dari luas persil dengan tetap memperhatikan dominasi

sebagai kawasan Pertanian.
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3. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang terruang pada butir 1

dan 2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan sektoral.

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan menjadi

lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk

pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas

pendukung kegiatan peternakan.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan darr energi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 51 huruf d, berupa kawasan pertambangan mineral

mineral terdiri atas :

a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam;

dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan.

(21 ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. kegiatan pertambangan mineral bukan logam di luar lokasi

sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 huruf a diizinkan dengan

mengacu pada ketentuan umum zonasi dan/ atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. diizinkan kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang mineral

bukan logam dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan;

c. di2inkan secara terbatas berupa kegiatan pertambangan yang berada

di sekitar area yang sudah tereksploitasi untuk pertambangan sejenis;

d. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan

rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan

terkait;

e. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk

pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi

terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang;

f. tidak diizinkan yaitu pengambilan bahan tambang pada lokasi yang

menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan

permukiman dan sistem jaringan prasarana;

g. diizinkan sarana prasarana sekurang-kurangnya, jaringan jalan dan

utilitas pendukung kawasan pertambangan; dan
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h. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan

pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri atas

a. kegiatan pertambangan batuan di luar lokasi sebagaimana tercantum

dalam Pasal 25 huruf b diizinkan dengan mengacu pada ketentuan

umum zonasi dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. diizinkan kegiatan penelitian, dan pemungutan hasil tambang batuan

dan pembangunan penunjang aktivitas pertambangan;

c. diizinkan bersyarat pembangunan yang bersifat perrnanen maupun non

permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak

berkaitan dengan pertambangan disekitarnya;

d. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan

rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan

terkait;

e. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk

pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi

terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang; dan

f. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan

pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5l huruf e, terdiri atas:

a. pemanfaatan yang diizinkan terdiri atas :

1. kegiatan kawasan peruntukan industri, kegiatan industri dan sentra

industri kecil dan menengah sesuai dengan zonasi masing-masing

diizinkan dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 6O% (enam

puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu) dar KDH

sekurang-kurangnya sebesar 2oo/o (d:ua puluh persen) dari luas persil

dan menyediakan sarana prasarana sekurang-kurangrrya yaitu jalur

pendekat t frontagel, nrang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau,

utilitas, prasarana lingkungan dan/ atau fasilitas penunj ang kawasan

peruntukan industri;
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2. pemanfaatarl ruang sebagaimana tertulis pada angka 1 disesuaikan

dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam

dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan

3. pemanfaatan ruang untuk sentra industri kecil dan menengah

sebagaimana terlulis pada butir I diizinkan pemanfaatannya dalam

kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas meliputi :

1. kegiatan perumahan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan KDB

paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak

sebesar 2,1 (dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya l0 % (sepuluh

persen) dari luas persil; dan

2. ke$atan perdagangan dan jasa dan sarana pelayanan umum dengan

perubahan paling banyak 20 o/o (dua puluh persen) dari blok kawasan

peruntukan industri dengan KDB paling banyak sebesar 6O % (enam

puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-

kurangnya 20 o/o (dua puluh persen) dari luas persil.

c. pemanfaatan diizinkan bersyarat, meliputi :

l. kegiatan perdagangan dan jasa skala menengah dan besar diizinkar

dengan syarat perubahan paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari

blok kawasan peruntukan industri dengan KDB paling banyak sebesar

6oolo (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat)

KDH sekurang-kurangnya 20 %o ldua puluh persen) dari luas persil;

2. kegjatan sarana pelayanan umum skala menengah dan besar diizinkan

dengan syarat perubahan paling banyak 20 o/o (dua puluh persen) dari

blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60 7o

(enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat) KDH

sekurang-kuran gnya 20 % (dua puluh persen) dari luas persil; dan

3. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada butir 1 dan

2 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

sektoral.

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa peruntukan lain selain kawasan

industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan

sebagai kawasan industri.



Pasal 57

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

pasal 51 hurrf f, terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan berupa pemanfaatan potensi alam, budaya

masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan

wisata buatan ;

b. pengembangan kegiatan pariwisata diarahkan agar tidak mengganggu

fungsi lindung serta mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup;

c. kawasan peruntukan pariwisata harus menyediakan fasilitas fisik

meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan

sampah , drainase dan saluran air limbah;

d. pemanfaatan diizinkan secara terbatas untuk pendirian bangunan

penunjang kegiatan pariwisata pada koridor jalur wisata utama mauPun

kawasan obyek wisata; dan

e. pemanfaatan yang tidak diizinkan berupa pendirian bangunan selain

yang dimaksud pada huruf d

Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud

dalam pasal 51 huruf g, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.

(2) ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi :

1.. semua jenis kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi dan

sedang dengan ketentuan KDB paling banyak sebesar 70 % (tujuh

puluh persen), KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu), luas

prasarana dan utilitas (jalan dan saluran) paling banyak 25 % (dua

puluh lima persen) dan luas sarana termasuk RTH bempa taman

sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) dari luas persil;

2. sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pejalan kaki' ruang

terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana

lingkungan dan fasilitas penunjang kawasan permukiman; dan
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3. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum yang

skala besar mengikuti ketentuan peraturan pen-rndang-

undanganharus menyediakan jalur pendekat $rontagel.
b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas meliputi :

1. kegiatan perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum,

perkantoran dengan perubahan paling banyak 2O o/o (dua puluh

persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling

banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4

(satu koma empat) KDH sekurang-kuralgnya 20 % (dua puluh

persen) dari luas persil; dan

2. kegSatan sentra industri kecil dan menengah diijinkan seara terbatas

dengan batasan tidak menganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling

banyak sebesar 70 % (tqjuh puluh persen), KLB paling banyak 2,1

(dua koma satu), KDH sekurang-kurangnya 20 o/o (dua puluh persen)

dari luas persil.

c. pemanflaatan diizinkan dengan syarat, meliputi :

1. kegiatan perdagangan dan jasa skala menengah dan besar diizinkan

dengan syarat perubahan maksimum 2O o/o {dua puluh persen) dari

blok peruntukan permukiman dengan KDB paling banyak sebesar 60

% (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4 (satu koma empat)

KDH sekurang-kurangnya 20 o/o (d:ua puluh persen) dari luas persil;

2. kegiatal sarEula pelayanan umum skala menengah dan besar

diizinkan dengan syarat melalsanakan pen)rusunan UKL-UPL,

melaksanakan ANDALALIN dengan perubahan paling banyak 20 %

(dua puluh persen) dari blok peruntukan permukimal dengan KDB

paling banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak

1,4 (satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh

persen) dari luas persil;

3. kawasan permukimanperkotaan yang bertampalan dengal kawasan

cagar budaya diizinkan dengan syarat sebagai penunjang wisata;

4. kawasan permukiman pekotaanyang bertampalan dengan kawasan

perikanan budidaya diizinkan dengan syarat tidak menganggu

sumber daya air dan tidak bersebelahan langsung dengan

perumahan;

5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan

pariwisata berupa pariwisata budaya berupa masjid, pura, klenteng,
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candi dan makam diizinkan dengan syarat mempertahankan fungsi

bangunan;

6. kawasan permukiman pekotaan yang bertampalan dengan kawasan

pertahanan dan keamanan sebagai penunjang kawasan petahanan

dan keamanan di kawasan permukiman perkotaan.

7. kegpatan usaha peternakan skala mikro, kecil dan menengah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat tidak

mengganggu fungsi permukiman dan mendapat persetujuan

lingkungan; dan

8. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada angka 1

sampai dengan angka 7 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan sektoral.

d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, berupa kegiatan kawasan

peruntukan industri skala besar.

(3) ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. pemanfaatan yang diizinkan meliputi :

1. semua jenis kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang dan

rendah termasuk sarana prasarana penunjangnya, RTH dengan

ketentuan KDB paling banyat< sebesar 70 % (h{uh puluh persen),

KLB paling banyak sebesar 2,1 (dua koma satu ), KDH sekurang-

kurangnya l0 % (sepuluh persen) dari luas persil; dan

2. sarana prasarana sekurang-kurangnya yaitu jalur pejalan kaki, ruang

terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, utilitas, prasarana

lingkungan dan fasilitas penunjang kawasan permukiman.

b. pemanfaatan diizinkan secara terbatas meliputi :

1. kegiatan perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umurn'

perkantoran dengan perubahan paling banyak 2O % (dua puluh

persen) dari blok peruntukan permukiman dengan KDB paling

banyak sebesar 60 % (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,4

(satu koma empat) KDH sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh

persen) dari luas Persil; dan

2. kegiatan sentra industri kecil dan menengah diijinkan seara terbatas

dengan batasan tidak menganggu lingkungan sekitarnya, KDB paling

banyak sebesar 7O % (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 2,1

(dua koma satu), KDH sekurang-kuran gnya 20 % (dua puluh persen)

dari luas persil.



c. pemanfaatan diizinkan dengan syarat, meliputi :

1. kawasan permukiman perdesaaa yang bertampalan dengal kawasan

cagar budaya diizinkan dengan syarat sebagai penunjang wisata;

2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan

perikanan budidaya diizinkan dengan syarat tidak menganggu

sumber daya air;

3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan

pariwisata budaya berupa masjid, pura, klenteng, candi dan makam

diizinkan dengan syarat mempertahankan fungsi bangunan; dan

4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan

pertahanan dan keamanan sebagai penunjang kawasan petahanan

dan keamanan di kawasan permukiman perdesaan ;

5. kegiatan usaha peternakan skala mikro, kecil dal menengah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan syarat tidak

mengganggu fungsi permukiman dan mendapat persetujuan

lingkungan; dan

6. pemanfaatan diizinkan secara bersyarat yang tertuang pada angka 1

sampai dengan angka 5 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan sektoral

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf h,

terdiri atas :

a. kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana

dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;

b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan secara bersyarat terdiri atas

pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diizinkan terdiri atas kegiatan selain sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b
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Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 6O

(l) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c
berupa kawasan rawan bencana terdiri atas :

a. kawasan rawan bencana bahaya bencana banjir;

b. kawasan rawal bencana bahaya cuaca ekstrim; dan

c. kawasan rawan bencana bahaya bencana longsor;

d. kawasan rawan bencana bahaya letusan gunung berapi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana banjir

sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. pemanfaatan ruang yang diizinkan berupa kegiatan dengan fungsi

lindung dan kegiatan dengan fungsi budidaya berupa hutan produksi

dan pertanian; dan

b. kegiatan yang diizinkan secara tertentu dan bersyarat sesuai ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. diizinkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan

pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya

di permukiman perkotaan yang luas antara lain sistem peringatan

dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan

lainnya;

2. diizir,kan bangunan pendukung pengembangan peternakan dengan

intensitas rendah;

3. diizinkan pengembangan permukiman dengan turut serta

memperhatikal sistem drainase sebagai upaya penanggulangan

banjir; dan

4. diizinkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh

bencana banjir dan tidak meningkatkan resiko banjir.

c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan dan penggunaan lahan yang

meningkatkan resiko bencana banjir; dan

d. ketentuan intensitas pemanfaatal ruang yang beresiko pada

peningkatan bencana banjir mengikuti ketentuan pada kawasan

lindung dan kawasan budidaya.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya cuaca ekstrim

sslagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
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a. rawan bencana puting beliung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. kegiatan yang diizinkan berupa pemanfaatan ruang dengan

mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan anc€unan bencana;

dan

2. kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan tertentu bempa

kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan

pemantauan ancarnan bencana dan kepenting€rn umum.

b. rawan bencana bahaya rawan bencana angin dengan ketentuan sebagai

berikut :

1. kegiatan yang diizinkan berupa pemanfaatan ruang dengan

mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

dan

2. keg1alan yang diizinkan secara secara terbatas dan tertentu berupa

kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan

pemantauart ancarnan bencana dan kepentingan umum.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana longsor

sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai

berikut;

a. Kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat

resiko tinggi, adalah sebagai berikut:

1. kawasan yang berpotensi longsor yang berada pada kelerengan

antara 2oo/o (dua puluh persen) sampai dengan 4O7o (empat puluh

persen) terdiri atas:

a) fungsi tidak berubah lhanya boleh diubah sebagai hutan lindung;

b) tidak layak untuk kegiatan pertambangan, industri, peternakan,

perikanan, dan pengembangan hunian/permukiman;

c) kegiatan lainnya: pariwisata terbatas, hutan produksi,

perkebunan, dan pertanian dengan persyaratan tertentu antara

lain memelihara kelestarian lingkungan, pemeliharaan vegetasi

dan pola tanam yang tepat, rekayasa teknis, kestabilan lereng,

drainase, dan sebagainya;

d) untuk kegiatan / kawasan yang tidak konsisten dalam

pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula

secara bertahap; dan

e) diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

yang ketat.
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2. kawasan berpotensi longsor yang berada pada kelerengan kurarg
dari 2Oo/o (dua puluh persen) terdiri atas:

a) diizinkan untuk hunian/ permukiman, pertambangan, dan

peternakan dengan syarat memenuhi ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan sektoral dan rekayasa teknis (memperkecil

lereng, jaringan transportasi yang mengikuti kontur dan sistem

drainase);

b) diizinkan untuk kegiatan hutan produksi, perkebunal dengan

persyaratan ketat dan pengawasan serta pengendalian yang ketat

berupa rekayasa teknis, penguatan lereng, pemilihan jenis

vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan serta kelestarian

lingkungan, dan untuk jenis kegiatan penelitian;

c) diizinkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan,

dengan persyaratan ketat berupa rekayasa teknis dan pemilihan

jenis vegetasi serta teknik pengelolaan;

d) diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat rekayasa

teknis dan jenis wisata air; dan

e) untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan

dikembalikal pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.

b. kawasan berpotensi longsor dengan dengan tingkat kerawanan / tingkat

resiko sedalg dan rendah, adalah sebagai berikut:

1. kawasan berpotensi longsor yang berada pada kelerengan lebih dari

4O% (empat puluh persen), terdiri atas:

a) tidat diizinkan untuk kegiatan industri, pertambangan, dan

pengembangan hunian / permukiman;

b) dapat untuk kegiatan pariwisata terbatas, dengan syarat

memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

sektoral dan rekayasa teknis (memperkecil lereng, jaringan

transportasi yang mengikuti kontur dan sistem drainase), jenis

wisata alam, pemilihan tanaman yang tepat, jenis wisata

pondokan, camping ground, dan pendaki gunung;

c) dapat untuk kegiatan dengan persyaratan pembangunan serta

pengawasan dan pengendalian yang ketat berupa rekayasa teknis,

pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan

kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang

tepat, untuk jenis kegiatan penelitian;
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d) kegiatan yarlg tidak konsisten dengan pemanfaatannya,

dikembalikal pada kondisi dan fungsi secara semula secara

bertahap; dan

e) tidak layak untuk kegiatan-kegiatan hunian/permukiman,

industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan, pertanian

pmgm, perikanan dan peternakan.

2. kawasan berpotensi longsor yang berada pada kelerengan kurang

dari 4Oo/o (empat puluh persen) terdiri atas:

a) diizinkan untuk kegiatan industri, pertambangan, dan

hunian/ permukiman dengan syarat memenuhi ketentuan dalam

peraturan perundang-r.rndangan sektora! rekayasa teknis

(memperkecil lereng, jaringan transportasi yang mengikuti kontur

dan sistem drainase), jenis wisata alam, pemilihan tanaman yang

tepat, jenis wisata pondokan dan camping ground;

b) untuk kegiatan pariwisata dengan persyaratan berupa rekayasa

teknis, jenis wisata alam, jenis usaha wisata pondokan dan

campirry ground;

c) diizinkan untuk kegiatan hutan produksi, perkebunan dengan

persyaratan serta pengawasan dan pengendalian ketat berupa

rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi

daerah resapan dan kelestarian lingkungan, untuk jenis kegiatan

penelitian;

d) untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan dengan

persyaratan rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi dan teknik

pengelolaan; dan

e) untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam

pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula

secara bertahap.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana bahaya bencana letusan

gunung berapi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diizinkan terdiri atas :

1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung ;

2. kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam;

3. kegiatan evakuasi bencana; dan

4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini.
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Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 61

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(2) huruf b dilalsanakan untuk memastikan :

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan

untuk rnemastikan kebenaran pernyataan maldiri yalg dibuat oleh

pelaku UMK.
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b. Kegiatan yang diizinkan dengan syarat terdiri atas:

1. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak

mengubah bentang alam dan/ atau tidak mengganggu Ekosistem

alami, dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana letusan

gunung berapi; dan

2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan

pendidikan, wisata alam, dan wisata minat khusus dengan tidak

mengubah bentang alam, tidak mengganggu Ekosistem alami,

dengan memperhatikan Peringatan Dini Bencana letusan gunung

berapi.

c. Kegiatan yang ditidak diizinkan terdiri atas :

1. Kegiatan yang mengubah bentang alam;

2. Ke$atan yang menganggu ekosistem alami;

3. Kegiatan yang merugikan daya resap tanah terhadap air;

4. Kegiatan permukiman;

5. Kegiatan yang mengaggu jalur evakuasi;

6. Kegiatan yang menanggu prasarana dan sarana pemantau dan

peringatan dini bencana letusan gunung berapi; dan

7. KegSatan membuang sampah, limbah dan/ atau kegiatan lain yang

menimbulkan polusi tanah dan sungai.

(6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.0OO, sebagaimana tercantum

pada Lampiran VI yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Daerah ini.



Pasal 64

(1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR oleh Menteri.

(2) Penilaian pelaksanaan ketentuan da-lam dokumen KKPR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bupati sesuai

kewenangannya.
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Pasal 62

(1) Penilaian kepatutran pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 61 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan

dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (U huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak

diterbitkannya KKPR.

(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana. dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil

pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR,

pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

(6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri

yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh

Kementerian/kmbaga dan / atau Perangkat Daerah.

(7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan yartg terh-lang dalam dokumen KKPR,

dilakukan pengenEran sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 63

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode

selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan dalam peraturan

perundangan-undangan.

Pasal 65

(l) Penilaian pcmenuhan prosedur perolehan KKpR sebagaimana dimalsud
dalam pasal 6l ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan
perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang_

undangan.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau
diperoleh dengan tidal< melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat
adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi
pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak
kepada Instansi Pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang
layak sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) sesuai ketentuan dalam
peraturan perundag-undangan.

Pasal 67

Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal

37 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan renc€rna struktur
Ruang dan rencana Pola Ruang.
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Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian
pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku uMK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan pasal 65 diatur sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang



Pasal 68

(1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan:

a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan rencara Struktur Ruang dan rencana pola Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian prograrn;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang.
(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf a dilakukan dengan penyandingan
pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola Ruang sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan
program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan

Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola Ruang.

Pasal 69

(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) berisikan:

a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan

rencana Struktur Ruang.

(2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencErna pola Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) berisikan:

a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan
rencana Pola Ruang.

(3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial
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Pasal 7O

(l) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 dan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana

dimal<sud dalam Pasal 67, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan

untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana

terfuang dalam rencana tata ruang.

(2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan dengan membatasi :

a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada wilayah tertentu yang
tidak sesuai dengan skenario perwqiudan rencaan tata ruang; dan

b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
(3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan pada:

a. mna kendali; atau

b. znna yang didorong.

(41 7-ona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupalan
zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan Ruang dan /atau dominasi
kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggr dan berpotensi
melampaui daya dukung dan daya tampung.

(51 Tnna yang didorong sebagaimana dimat<sud pada ayat (3) huruf b
merupalan zona konsentrasi kegiatan pemanfaatan Ruang dan/ atau
dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang
perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 71

Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7O ayat (3), dapat disusun perargkat Pengendalian pemanfaatan Ruang

Pasal 72

(1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan
terus menerus.

(2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1

(satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang.
(3) Pelalsanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan

lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan
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kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan rencana tata
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 sesuai

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Insentif dan D i sin se ntif

Pasal 75

(l) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimalsud dalam pasal 37
ayat {21 huruf c merupakan acuan beg pemerintah daerah dalam
pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(21 Insentif merupalan perangkat untuk memotivasi, mendorong,

memberikan daya tarik, dan/ atau memberikan percepatan terhadap

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang

perlu didorong pengembangannya.

(3) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/ atau memberikan

batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR

dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan.

Pasal 76

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan oleh

Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(21 Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

penanaman modal.
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Pasd 77

(l) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. penghargaan; dan/ atau
d. publikasi atau promosi daerah.

(2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/ atau
j. publikasi atau promosi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai talta coxa pemberian insentif diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

(l) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa pembatasan
penyediaan prasarana dan sarana.

(21 Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (l) dapat
diberikan dalam bentuk pembatasa-n penyediaan prasarana dan sarana.
a. pengenaan pajak dan/ atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/ atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Arahan Sanksi
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Pasal 8O

(1) Sanksi administratif sebagaislsl4 dimaksud dalam Pasal 79 ayat (11

dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan

Pemanfaatan Ruang dalam renc€ura tata ruang.

(21 Sanksi administratif selagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung

dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 8 1

(1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan
perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 12)

dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi:
a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang; dan/ atau
b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
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Pasal 79

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (21 huruf e

merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi

administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan

kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah

ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

(3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.

(4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

dengan keputusan bupati.

(6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat

dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan rrang dan perangkat

daerah yang mempunyai kewenangan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah maupun tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
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(2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi
administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi

akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa penutupan akses secara sementara maupun perrnanen.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 82

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif,

dibentuk Forum Penataaa Ruang.

(21 Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan

tokoh Masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas,

fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur dengan Peraturan

Menteri.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 83

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata

ruang;
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Bagian Kesatu
Hak Masyaraat



d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencarla tata ruang kepada pejabat berwenang;

dan

f. menqajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewaj iban Masyarakat

Pasal 84

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat

yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan

d' memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 85

(1) Pelaksanaan kewajiban masyaralat dalam penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan dengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan

ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangal.
(21 Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat

secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan

faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan
struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang
yang serasi, selaras, dan seimbang.
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Pasal 87

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunEln rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dapat berupa :

a. memberikan masukan mengenai :

1. persiapan penJrusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifftasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

sesarna unsur masyarakat dalam perencanaErn tata ruang.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 huruf b dapat beruPa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. keda sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau sesarna

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan mang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang

darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dall keamanan serta memelihara

dan meningkatl<an kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya

alam; dan
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Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 86

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain

melalui:

a. partisipasi dalam pen1rusunan rencana tata ruang;

b. parLisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.



f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan mang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Bentuk per:rn masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rrang

sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 86 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/ atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. pelaporan kepada instansi dan/ atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 90

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara

langsung dan/ atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

disampaikan kepada bupati.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat

disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9 I

Dalam rangka meningkatkan per€rn masyarakat, pemerintah daerah

membangun sistem informasi dan dokumentasi penata.an ruang yang dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 92

pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

(l) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a yang mengakibatkan

perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5O0.O00.O0O,0O (lima ratus juta

rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling

banyak Rp1.5OO.OOO.OO0,O0 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

kematiaN orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.00O.0OO.OO0,O0 (lima

miliar rupiah)

Pasal 94

(U Setiap orang yang mem€rnfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5OO.0O0.O0O,OO (lima ratus juta

rupiah).

(21 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.OOO.OOO.OO0,O0 (satu

miliar rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rpl.5O0.0OO.0OO,O0 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5'0OO.OO0.O0O,0O (lima

miliar rupiah)
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Pasal 95

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84

huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling banyak Rp5OO.OO0.O00,0O (lima ratus juta rupiah).

Pasal 96

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan denda pa.ling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 97

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemanfaatan ruang di daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawaszrn sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

(1) Setiap orang yang melalggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 ayat (1), ayat (21, Pasal 8O ayat (1) dan Pasal 81 ayat (Ll, ayat (21

dan ayat (3) dikenalan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. Penghentian Tetap Kegiatan;
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d. penghentian sementara pelayanan umum;

e. penutupan lokasi;

f. pencabutan izin;

g. pembatalan izin;

h. pembongkaran bangunan;

i. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau

j. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundangundangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 99

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

a. pen5 rsunan RDTR Kabupaten

b. penyusunan rencaia pembangunan jangka panjang daerah;

c. pen5rusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

d. pemanfaatan nrang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

kabupaten;

e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;

dan

f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 100

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk adalah

20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali I (satu) kali dalam 5

(lima) tahun.

t2l Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar dan/ atau perubahan batas teritorial wilayah

yang ditetapkan dengan peratur.ur pemndang-undangan, Rencana Tata

Ruang wilayah Kabupaten Nganjuk dapat ditinjau kembali lebih dari 1

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
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(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat l2l juga dilakukan

apabila te{adi pembahan kebljakan nasional dan strategi yang

mempengaruhi pemanfaata-n ruang kabupaten dan/ atau dinamika

internal wilayah.

(41 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Nganjuk tahun 2O2l-2O41 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta

yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan terhadap bagtan wilayah kabupaten yang kawasan

hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan

album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan

peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih

lanjut dengan Peraturan BuPati.

BABxIV
KETENTUAN PERALIHAN

/U 85

Pasal lOl
(l) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan

pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan rrang daerah yang telah ada

dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum

diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. persetujuan izin lokasi yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa

berlakunya;

b. persetujuan izin lokasi yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

l.untukyangbelumdilaksanakanpembangunannya,izrntersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah

ini;



2. untuk yang sudah dilaksanal<an pembangunannya, dilakukan

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan

perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan

berdasarkan Peraturan Daerah ini, izrn yang telah diterbitkan dapat

dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat

pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan rrang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan

dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan rrang yang sesuai dengan ketetenhran Peraturan Daerah

ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Forum Penataan Ruang yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan

tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum

Penataan Ruang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini mal<a Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2O1O-2O3O dinyatakan tidak berlaku lagi
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Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orEmg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam L,embaran Daerah Kabupaten
Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal I Desember 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd
MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETAzuS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1010

LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
UKUM

ANANG T SH M.Si
Pembina
NIP. 19660 to t99202 | ooL

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 192-2/2O2I

ttd

i

/ftl a7



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR2 TAHUN 2O2I

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2O2I _ 2041

I. UMUM

Ruang meliputi ruang daratan, rrang air dan ruang udara beserta

sumhr daya yang terkandung didalamnya sebagai tempat kehidupan

dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan

ruang dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup.

Ketersediaan ruang untuk memenuhi berbagai kegiatan dan

kelangsungan hidup perlu diatur pemanfaatannya berdasarkan besaran

kegiatan, fungsi kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika

lingkungan agar serasi, seimbang dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2OO7 ter:tang Penataan Ruang yang

diubah dengan Undang-undang Nomor ll Tahun 2020 sebagai landasan

hukum komprehensif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional

untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, perspektif

dan berkelanjutan yang mengamanatkan, agar disusun peraturan

sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan sesuai

dengan ketentuan undang-undang melalui penyusunan RTRW

Kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun sebagai perwujudan

harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan

ruang didaerah yang memadukan berbagai substansi yang disusun

dalam peraturan daerah.

Dalam peraturan daeralt ini diatur mengenai pengaturan penataan

ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanzran pemanfaatan ruang
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dan pelalsanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan

pemanfaatan ruang diselumh Kabupaten Nganjuk yang komprehensif

dan dapat diterapkan secara efektif.

II. PENJEI.A.SAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

l.
Cukup jelas.

2

Cukup jelas.

1

Cukup jelas.

4.

Cukup jelas.

5

Cukup jelas.

6.

Cukup jelas.

7.

Cukup jelas.

8.

Cukup jelas.

9.

Cukup jelas.

10.

Cukup jelas.

11.

Cukup jelas.

12.

Cukup jelas.

13.

Cukup jelas.

14.

Cukup jelas.

15.

Cukup jelas.

16.
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Cukup jelas.

17.

Cukup jelas.

18.

Cukup jelas.

19.

Cukup jelas.

20.

Cukup jelas.

21.

Cukup jelas.

22.

Cukup jelas.

23.

Cukup jelas.

24.

Cukup jelas.

25.

Cukup jelas.

26.

Cukup jelas.

27.

Cukup jelas.

28.

Cukup jelas.

29.

Cukup jelas.

30.

Cukup jelas.

31.

Cukup jelas.

32.

Cukup jelas.

JJ.

Cukup jelas.

34.

Cukup jelas.
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35.

Cukup jelas.

36.

Cukup jelas.

37.

Cukup jelas.

38.

Cukup jelas.

39.

Cukup jelas.

40.

Cukup jelas.

41.

Cukup jelas.

42.

Cukup jelas.

43.

Cukup jelas.

44.

Cukup jelas.

45.

Cukup jelas.

46.

Cukup jelas.

47.

Cukup jelas.

48.

Cukup jelas.

49.

Cukup jelas.

50.

Cukup jelas.

51.

Cukup jelas.

52.

Cukup jelas.

53.

& 91



Cukup jelas.

54.

Cukup jelas.

55.

Cukup jelas.

56.

Cukup jelas.

57.

Cukup jelas.

58.

Cukup jelas.

59.

Cukup jelas.

60.

Cukup jelas.

61.

Cukup jelas.

62.

Cukup jelas.

63.

Cukup jelas.

u.
Cukup jelas.

65.

Cukup jelas.

66.

Cukup jelas.

67.

Cukup jelas.

58.

KDB merupakan angka persentase perbandingan antara luas

seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan

luas lahan/ bidang tanah yang dikuasai. Jika suatu bangunan

dengan luas lahan yang dibangun sebesar 3OO m2 dan berada pada

kavling lahan seluas 1OOO m2, maka Koefisien Dasar Bangunan

(KDB) sebesar (3OO mz : 1OO0 m2) x lOOo/o = 3Oo/o
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Tujuan diberlakukannya KDB antara lain untuk menciptakan

Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kelestarian daerah resapErn

air, dan membatasi ketinggian bangunan maksimal yang boleh

didirikan.

Penghitungan KDB memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai

yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;

b. Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh

dinding yang tingginya lebih dari 1,2O m di atas lantai ruangan

tersebut dihitung penuh 100%;

c. Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yarrg

sisisisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari |,2O m di atas

lantai ruangan dihitung 507o, selama tidak melebihi 10% dari

luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang

ditetapkan;

d. Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih

dari 1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai

luas lantai;

e. Dalam perhitungan KDB luas tapak yang diperhitungkan adalah

yang dibelakang GSJ;

f. Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock),

perhitungan KDB adalah dihitung terhadap total seluruh lantai

dasar bangunan dalam kawasan tersebut terhadap total

keseluruhan luas kawasan.

Koefisien Lantai Bangunan merupakan perbaldingan antara jumlah

seluruh luas lantai bangunan dengan pada luas lahan/bidang

tanah yang dapat dibangun.

Imas hhan/BidanS Tanah YanS Dapat Dibantun
(Luas Bidan8 TarEh x KDB Maksimuml

KLB biasanya dinyatakan dalam angka seperti 1,5; 2 dan

sebagainya. Bila di dalam PBS tertera KLB = 2, maka total luas

bangr.rnan yang boleh didirikan maksimal 2 kali luas lahan yang

ada. Jika suatu bangunan dengan luas lahan yang dibangun

sebesar 20OO m2 dan berada pada kavling lahan seluas 1OO0 m2 ,

fu.
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maka Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar (2OOO mz : 1O0O m2)

=2.

70.

Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase

perbandingan arrtara luas selumh mang terbuka di luar bangunan

gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan

luas lahan / bidang tanah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang

dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

KDH ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata

ruang wilayah yang telah ditetapkan.KDH minimal 10olo pada

daerah sangat padat/padat. KDH ditetapkan meningkat setara

dengan naiknya ketinggian bangu.nan dan berkurang kepadatan

wilayah.KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap kelas

bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat

beberapa klas bangunan dan kawasan carnpuran.

Jika suatu bangunan dengan luas terbuka di luar bangunan

sebesar 300 mz dan berada pada kavtng lahan seluas 1OOO m2,

maka Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar (3O0 m2 : l0OO m2) x

lOOo/o = 3Oo/o.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan

ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan

datang.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan

arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan

penataan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk. Kebijakan penataan

ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

a. pedoman memformulasikan strategi penataan ruang wilayah

Kabupaten Nganjuk;

b. landasan untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah

Kabupaten Nganjuk;
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c. arahan pemanfaatan ruang dalam bentuk penlrusunErn indikasi

program utama implementasi RIRW Kabupaten Nganjuk; dan

d. penetapan ketentuan pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupalan penjabaran

kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-

langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

a. penjabaran pemanfaatan rencana struktur ruang, rencana pola

ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Nganjuk;

b. sebagai landasan penjabaran perumusan indikasi program

utama dalam RTRW Kabupaten Nganjuk;

c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian,

pengawasan, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk'

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran

sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasar€rna

wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasi

wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten

yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi

dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem

jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu

bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan jaringan

prasarana lainnya. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten

digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan

peletakan jaringan prasar€ula wilayah yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan pengembangan dan

pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah

kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana

struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional dan Rencana Tata Rua;rg Wilayah Provinsi yang

terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan'

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka

tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-

pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan
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oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan

transportasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Nama ruas jalan arteri primer didasarkan pada

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Pemmahan

Rakyat Nomor 248/ KPTS/ M / 20 1 5 tentang Penetapan

Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut

Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan

Kolektor Primer -1 (JKP- 1)

Huruf b

Nama Ruas Jalan kolektor primer didasarkan pada :

1.. Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor

L88l 128|[<PlSlOl3l2OL6 tentang Penentapan

Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan

Provinsi dan

2. Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor

188/2llK/4L7.O7312016 tentang Penentapan

Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten'

Huruf c

Nama Ruas jalan di dasarkan pada Surat Keputusan

Bupati Nganjuk Nomor l88l2l/Kl4l1'013/2016

tentang Penentapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan

KabuPaten.

Ayat (3)

Nama rras jalan tol didasarkan pada Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2O16 Tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional beserta perubahannya'

Ayat (4)

CukuP Jelas
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 1l
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi

lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya

memperhatikan pola rualg wilayah yang ditetapkan dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi.

Rencana pola ruang witayah kabupaten memuat rencana pola

ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional

dan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait dengan

wilayah Kabupaten yang bersangkutan

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
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Kawasan budidaya menggambarkal kegiatan dominan yang

berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih

dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam

kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan

industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di

kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasal budidaya dimaksudkan untuk memudahkan

pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan

sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan

mekanisme insentif, dan sebagainya. HaI ini didasarkan pada

pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang

kegiatan akan lebih elisien apabila kegiatan yang ditunjangnya

memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi

dalam penyediaan prasarana dan sarana. Pemntukan kawasal

budidaya disesuaikan dengaa kebijakan pembangunan yang ada.

Pasa722

kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berlokasi di

Kecamatan Rejoso digunakan untuk pembangunan Bendungal

Semantok berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.67O2 /MENLHK-

PKTL/REN/PLA.O|8|2O|9 tentang Penetapan Area Kerja Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangun€m Bendungan

Semantok pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama

Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Kabupaten Nganjuk, Provinsi

Jawa Timur seluas 428,17 (empat ratus dua puluh delapan dan

tujuh belas perseratus) hektar.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

PasaT 27

Cukup Jelas

Pasal 28
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Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 3O

Kawasan strategis merupalan kawasan yang di dalamnya

berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya

2. Kegpatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang

lainnya; dan

3. Peningkatan kesej ahteraan masyarakat.

Pasal 31

Kawasan Strategis Provinsi didasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Oll-2O31 dalam pasal 91

Kabupaten Nganjuk menyebutkan "Rencana pengembangan

kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e

meliputi rencana kawasan strategis yang berada dalam lingkup

Pemerintah Daerah Provinsi sebagai KSP, yakni WS Bengawan Solo

dan WS Brantas".

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasa] 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ketentuan umum zonasi merupakan ketentuan yang mengatur

pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun

untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata

ruang.
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Penyusunan ketentuan umum zonasi disusun berdasarkan rencana

rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang

berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang

berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang

memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasa] 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas
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Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasa] 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal72

Cukup Jelas

Pasal 73
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Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk
perizrnan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan znnasi,

sedangkan peneraFan insentif dan disinsentif secara bersamaal
diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam

skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang

yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara

bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling

berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang

penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada

daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam

hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai

imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata rrarrg.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan

untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang

melalui penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual

Kena Pajak INJI(P) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih

tinggr.

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasa-l 78

Cukup Jelas

Pasa779

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83
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Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 9O

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Je1as

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 10O

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas
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Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 23
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
202t-204L

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2O2I-2O4I

Salinan aslinya,
KUM

Pembina

($*mnr*
.II.r..xErlexu!ff'trt.lrl
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STRUKTUR RUANG

A
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PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR 1508 - 52
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PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR 1508 - 61
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A

fuG4!..ed@h46

r=E._ L_--=

rbr.-'-bb-b,

tid.Salinan se aslinya,
UKUM

frL

Pembina
NIP. 196 10 199202 1 001

(

t--

i]-.9

f

I

!

!



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR 1508 - 23
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PE"TA RENCANA STRUKTUR RUANG 2O2I-2O41 LEMBAR I5O8 - 24

aslinya,
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PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR 1508 - 33

Salinan aslinya,

Pembina
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PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR T5O8 - 21
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PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR I5O8 - 22
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PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 31
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LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG 2O2I-2O4I

Salinan aslinya,

ANG
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PETA RENCANA POLA RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR 1508 - 52

Salinan aslinya,
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PETA RENCANA POLA RUANG 2O2I.2O4L LEMBAR 1508 - 61
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PETA RENCANA POLA RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR 1508 - 23

Salinan aslinya
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PETA RENCANA POLA RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR 1508 -24
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PETA RENCANA POLA RUANG 2021-2041 LEMBAR 1508 - 33
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PETA RENCANA POL,A RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR 1508 - 21
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PETA RENCANA POLA RUANG 2O2I-2O4I LEMBAR I5O8 - 22
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PETA RENCANA POLA RUANG 2O2I.2O4I LEMBAR 1508 - 31

Salinan aslinya,
KUM
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LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2O2I
TENTANG RENCANA TATA RUANG WIL,AYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
202t-2041

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS TAHUN 2O2I-2O4I

PETA RENCANA
KAWASAN STRATEGIS
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LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2O2 1 -204 1

Tabel Indikasi Program Kegiatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2o2l- 2o4l

WAKTU PEI,AKSANAAN
IVII IIII

Tahun ke Tohun keTahun keTahun ke
1 16 \7 l8 t9 209 t0 1lI

Instansi PelaksanaSuaber
PendanaanLokasiProgram KegiatanNo Plograrn Utarna

RUANGSTRUKTURDANPERWUJU
Sistem FLrsat Permukiman1 . Persngkat

Da€rah
Peqgat!pu
Urug€n
PeEerintaharl
Bidang
Pfiencana€n
Pe@bangunan

. Perangkat
Daqah
Pengarlpu
Urusan
Peeerintahan
Bidang
Pekajaan
Umu6 dan
Penataan Ruang

APBD
Provinsi
Jawa Tisur
APBD Kab.

o Perkotaan Nganjuk
. Perkota.anTanjunganom;
. Perkotaan Kei'tosono; dan
. Perkotaan Rejoso.

Program
Pengembaagan
Perkotaan sebagai
Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) :

- PenJ rsunan
Rencana Detail
llata Rualg
Kawasan
Perkotaan.

Peq rsuna!
Retrcana Tata
Bangunq! dan
Lingkungan.

PeDatasn datt
pengeadalian
kegiats!
komcrsial/
p€f,dagangan,
mencakup
pertokoan, pusat
betanja, dan
sejenisnya.

a_Pengembalgan
sistem Pusat -
pusat Kegiatan
Perkotaan

. Perangkat
Daerah
Pengarxtpu
Urusan

APBD KabP€rkota.a.D Pace di Kecarnatatr
Pace;
Perkota,an Betbek di
Xecamatan dan

b

kecamatan

Program
PengeEbanga!
perkotaan ibukota

lL
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WAI(TU PET.AKSANAAN
1u ryIII

Tahun keTahun keTahun keTahun ke
l2 13 14 l5 t7a 9 II 2 3

lnstsnsi PelaksanaSuEber
PendanaanProgom KegiatanProgram UtaDa

Pcoerintahan
Bidang
Parcncanaan
PeEba[gunan

. PdangEat
Dacrah
PcagaEpu
UtuBan
PeoerintahaI!
Bidang
Pekrtjaan
UEuE dan
Penataart Ruang

Perkota,sn IaSkong di
Kecarnstan l,engkong.

Pusat Pelayanan
Ka$asar (PPK):
- Peoyusu[8r1

Pe[ctapao Batas
Fungsional
I(awasa!
P€rkotaan
(PPIo/pcDyusun
ar! Pcrda.

PenJ rsunart
Rencena Dctail
Tata Rtrang
KawasaI!
Perkotaan.

Penataan dan
pengcndalian
kegiatan
komer sial / perda

8anga,
Eeacakup
pertokoan, Putat
belarja, dan
s€jeoi$lya.

. Pef,angkat
Dacrah
Penga&pu
UruBart
P.oerintaharl
Bidang
Pcrcocanaan
Pcobanguna,

. Perangkst
Dacrah
Peogampu
Uruoan
PctBeritrtahan
Bidang
Pek6jaart
Uounr dan

APBD KabPcrkotaan Sawahar! di
Kecarratart Sawahan;
Perkotas! Ng.tos di
Kecaoatan Ngetos;
Perkotaan PraDbon di
KecaEatan PrarlboD;
Perkotaan NgrongSot di
Keca.Datan Ngrotrggot;
Perkotaa! Lrceret di
Rcc6.mata! IrCeIet:
Pcfkotaan Baron di Kecanatan
Baron;
Perkotaan Sukomoro di
Kecaeatal Sukoraoroi
Perkotaan BaSor di Kecamatall

hograE
Pcngcmbangan PPL:
- Penerapan Batas

F\rngsional
Sigtclr
Pcf,desaan

- Penyauaan Pulat
Pclayanan
LhgEungarr
Permukiman

- Pen]nrsunaD
KTP2D

" Pengcobargan
pusat pelaygnan
agrobisnis

eL

(
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Progrsm Utama Program l(egiatat Lkasl SuEb€i'
Perldanaan

Instsnsi Pelaksana

WAKTU PEI.A.KSANAAN

No
I II Il N

Tshun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke
I 3 5 8 9 t0 ll t2 l3 16 t7 l8 l9 20

Bagor;
PerkotaaD Wilsl8an di
I(ecaEatar wilanSan;
Pc!'kotaan Patianroq,o di
KecaroataD Patiartrowo;
Perkotaan GondanS di
Kecamatan GondanS;
Perkotasn Jatikalen di
Kecarlatan Jatikalelr; dan
Perkotaan NguIr di

Penstaan Ruang

xeca-datan N

SisteE J Tr6n
2.1.1 Sistem J J J
a. Pengembangan Pemelihsraan ruag

jalan art.ri priEer
Ruag jalan batas KabuPaten
Madiun-B8tas Kota Ngarjuk;
Jalan Gatot Subroto;
Jafan Lingkar Nganjuk;
Ruasjalan Batas l(ota
Nganjuk-Kcrtosno; dan
Ruag jalar Kertosonc Batas

. KeEentcrian
yant
EqEbida.ngi
Urusan
Pekcfjaan
Umum dan
P€oataan RuanS

Jaringan Jslan
umum

Kabu Jomb

2

pcngc@bant6n
jaringan jalan jslan
kolcldor prBer yang
sudah ada

ruas j6la! Batas Kabupaten
Nganjuk (SiePanS 4 Candi) -
Batas lkbupate! Kcdfi;
ruasjalan GuYanga! -
SiEpaDg Empat C6ndi
ruasja.tan Jctis -
Watud"andrIry;
rua8 jalen Tanjungtani-
Gondanglcgi;
ruas jalan Wamjayeng - Jetis;
dan
ruas jalan Waung -

APBD Provinsi
Jawa Timut
APBD Kab.

P€rangkat Daerah
Pengatnpu
Urusan
PeEerintahan
Bidang Pekerjaan
Uouo dan
Penata5t Ruang

RencaDa
pembangunan batu
jaringan jalan kolet(or
prir!€(

ruas jatan Batag Kabupaten
BojonegGo (Pajcald - Ngarjuk
(GuysngaD);
ruas batas kabupaten Kcdiri -
Magersari.
ruasjalan Matersari - Pogoh;
ruas jalal Pogoh - Selopuro;
ruasjalan Selopuno - Kepel;
ruasjalan KcPel - Bulak;
mas alan Bulak- Sidor

rcrangfai nacarr 
IPcngampu I

Urus6n
Pemerintaha!
Bidang Pekerjaan
UEum dan
Penataan Ruang

ftL
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APtsN

APtsD Provinsi
Jawa Timur
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No Program Utama Lokasi Sumber
Pendanaan lnstansi Petaksana

WAKTU PEL"A.KSANAAN
I IT IV

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahu ke
I 9 l0 11 12 l3 14 15 l6 17 I9 20

ruas j€.l€n Sidorqo - Proliman;
dan
mas jalan holimajr - Bendolo
- Bendolo [Batas Kab.Madiun).

Peningkat& tungsi
jaringan jalan kolekor
prirne!

. ruasjalai Gondang Kulon'
Ngujung;

. ruasjalanNgangkatan-
Gondatrg (uloo;

. ruas jal€n Ngujung -
l€ngkong;

. ruas jalan l,endkong-NgaseE;

. ruasjalarNgaseE-Mu[ung;

. Ruasda.lan KeEaduh-
L€nglong;

. Ruas jalan Banaran-K€rraduh;

. Jalan Gatot Subroto
(Kecaft atan Kertosono) ;

. Jslsn A Yari (Kecallatan
Kertosono)i

. ruasjalan Rejoso -
Ngangkatan; dan

. mas jalan Tamanan -
Rondokurling - Klangon (batas
I(abupatear Madiun).

APBD Kab. Pelangkat Daeratr
PeDgsmpu
Urusan
Pemerintshan
Bidang Pekerjaan
Umur! dart
Penatean Ruang

peBeliharaa! jalon
lokal pri.Eer yang
sudah ada

. Ruagjalan BanjaGsri -
Kurungrgo;

. Ruasiiqlan Banjarsari -
Kelutsn;

. Ruasiialafl Baron - Kwajon;

. Ruasjalan Berbel( - Kuncir;

. Ruas jalan Berbek - Ngl4er;

. Ruas jalarr CcfEe - Belbek;

. Ruasjalsn Gajahbelur - detis;

. Ruasjal8.nGareaan-Babadan;

. Ruasjalan Gebangkerep -
Kaloran;

. RuasdalanGebalgkelep-
Kaloran;

. Ruas jalan Gondangkulon-
Ngtuyu;

. Ruasdalan Jekek - Kemaduhi

. Ruasdalan Kandeg - Jekek;

. Ruasiialan Kandeg-
K€ndansan;

APBD Kab PeranSkat Daerah
Pengampu
Urusan
Pemerint€han
Bidang Pekedaan
Umum dqr
Penataan Ruang

hL
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Progrsm Kegiatan
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No Prograr! Utaraa Pro8ram (egiatan L.kasi Suaber
Pendana,an

Instansi Pelaksglra

WAKIU PELqI(SANAAN
I II III IV

Tahun ke Tshun ke Tahun ke Tahun ke
I 2 3 5 l0 ll t2 I3 l4 l5 t6 l7 la l9 20

. RuasjalalKudu-Tambak;

. Ruas jalan Kunci - Sidorqo;

. Ruas ja.lan lrceret-Berbek:

. Ruasdglan MuDgkuag -
Berbdk;

. RuasLiqlall Ngluyu - Bajang;

. Ruasdatan NgraEi -
Gondangkulon;

. Ruas jalan N8rotobot -
Ttobina[gun;

. RuasjalanPatihatr-cajah
Belur;

. Ruasjalan Semarding -
Berb€k;

. Ruasjalansidordo-Ngliman;

. Ruasjolan Siwalan - Sssahsr;

. Ruasjalai Tirtobinangun -
Begendeog;

. Ruasjalan Trayaog -Kelutan;

. RuasJalan warujaycng - JetiB;

. Ruasjalan War:ujaycng -
Trayang;

. Ruas ijalan Watudandang-
Kelutan; dsn

. Ruasdalan wilaDgan -
Boloo(Proliman).

Pcningkatsn tungsi
jaringan jalan tokal
primct

. Ruasjalan Baron - careEan;

. RuasjalaD Cajahbelor -
Watudandrng:

. Jalan Supriadi

. RuasjalanlGndet-DeDangan;

. RuasjalanKandcg-Jekck;

. Ruasjalan Kedunglo -
Tanjungtani;

. Ruasjslan Kclutan - Jabon;

. Ruasjala.a Kudu - NgrorDbot;

. Ruasjalan Kuncir - Pogoh;

. Ruasjalanl,oceret-Ngepeh;

. Ruasdalan Mangunsari -
Bdulan;

. RuasdslanNgepung-Babadan;

. Ruasjslan Ngrajeg - Ngujung;

. Ruas jalan Sekaran-Patihan;

. Ruas jalan Tamanan -

Perangkat Dacrsh
PengaDpu
Urusarr
Pemerintahan
Bidang Pckerjaan
UmuD dan
Pcnataa. Ruang

frL
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No. Prograo UtaEa Progr€.m Kegiatan l-okasi Sumber
Pendanaan

Instsnsi Peleksana

WAI{TU PEI-A.KSq.NAAN
I III

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke
6 7 8 10 l1

S€mbik€r@; dan
. Ruas jalan Tanjungrejo-

S€karan.
. Bukur-Pakucen; dan
. Kedung lngas-Kedung Mlaten.

Pembangunan jalan
lokal pri&er

ruas jalan Dukuhan'Tambak. APBD Kab Perangkat Daerah
Pengarl]pu
Urua€Jr
Pemerintsh6n
Bidang Pekedaan
Umum d6n
Penataan Ruans

b, Perigedbangan
jalan jalan tol

Pemeli}taraan jalan tol
yang suda hada

Ruas j6lEn tol ngawi -kertosono AmD Provinsi
Jawa TiErur

Perangkat Daerah
Pengampu
Urusan
PeEcrintahan
Bidang Pekerjaan
Umulq dan
Penataan Ruans

pembangunaD
jaringan jalan tol baru

Ruas jelan Kediri-Ngarjuk APBD Provinsi
Jaqra Timur

Perangkat Da€tah
Pengampu
Urusan
Pemerints}rarr
Bidang Pekerjaan
Umurn dan
Peoataal Ruans

PeEbangunan RtH
dan sistem drainas€
y€ng baik di*tiap
pembangunan jal€n

Seluruh kecamatan .Perangkat Da€rah
Pengaopu
Urusan
PeEerintahan
Bidang Pekerjaan
Uoum dsn
Penataan Ruang

.Pelangkat Da€rah
Pengarapu
UrusaI!
PeEerintahen
Bidang
Lingkungan
Hidup

I

c. Pengembangan
terminol
penumpang

OptiEalisasi dan
pemeliharaan terain€l
penumpang tipe B
yang 6udah ada
yaitu Termin€l Anjuk

a, Kecamatan NganjuL APBD Provinsi Perangkat Daerah
Penga!]pu
Urusan
Pemerintahan
Bidans

APBD Ksb-

It

lN
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Program Kegiatan Lokasi
Sumber

PendaJlosrt
Instansi Pelaksana

WAKTU PEI,AKSANAAN
I II ItI ry

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke
1 2 3 9 1t t2 l3 15 l6 L7 t8 l9 20

l,adang Perhubungan

OptiEalisasi dan
pemeLiharaan terEinal
penumpang tipe c
yang sudah ada

.Kecamata! Berbek;

.Kecamatan Condang,

.(ecamatan Sarvaha! dan

.Kecamatan Tartjunganom

Perangkat Daerah
Pengampu
Urus€n
Pemerifltaharr
Bidang
Perhubunsan

.Kecaraatan Kertosono,

.Kecamat€n t€kong,

.Keca.Eatan Pace,

.KecaDatan Rejoso , dan

.Kec€Eatah Nganjuk,

APBD Kab Perangkat Da€f,ah
Pengarrpu
Urusan
PeEerintahal
Bidarg
Perhubungan

d. Pengembangan
jembatan timbsng

ophmalisasi dan
pemeliharaan jembatan
timbang yang sudah ada

Kecamatan Bagor APBN KeDentria4
Pengampu
Urusan
Pemerintahan
Bidaflg
Perhu

Sistem J Kereta A
Pengctnbangan
Jaringar! Jalut
Kereta Api

Kecsrrratan Wilangan-Kecamatan
Bagor-Kecaraatan Nganjuk-
Kecamatan Sukomoro-Kecamatan
Taljunganom-Kecsaatan Baron-
Kecamatan Kc!'tosono.

APBN PT Kereta Api
Indonesia

b Pengeebangan dan
pemeliharaan fungsi
stasiun penumpang

. KecaEatan Ngatljuk,

. di perbataoan KecaEatan
Baron dart Kecamatan
Tanjunganom;

. KecsroatanKertosono,

. Kecamatan Ba8or,

. Kecamatan Sul<oEoro da! di

. Kecamatan Wilangan

APBN P,f Kereta Api
Lxdonesia

Sistem Jaringan Energi

3.1 Pengembangan Pembangunan dan
pemeliharaa! berupa

Kecamatan Kertosono-KecaDatsn
Baron-Koc€matan Tanjung Aooml

APBN Kemef,rterian
PengaI1rpu

frb

((

No. Program Utsma

APBD Kabb.

PeEbangunan baiu
terminsl penuEpang
tipe C

c.

a. Pembangunan dan
pemeliharaan jsriDgan
jalur keretr api umust
yaitu jaringan jalur
kereta api aotar kota
jalu genda yaitu
jaringaD jalur kereta
api antarkota jalur
gartda Surabaya-
Jembef,-Banyuwangi
dan Bangil-Malqng-
BlitEr-Kertosono

3 m

ttltt
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No Program Utama PrograD Kegiatan Lkasi Sumb€i'
Pelrdanaan

Instansi Pelaksgna

WAKTU PEI.A.KSANAAN
I II IV

Tahun ke Tahun ke Tahun ke T6hun ke
I 2 3 5 6 8 9 l0 I1 t2 t3 14 15 16 t7 IA 19 20

JAfi,lgan
infrastmldur dan
gas bumi

jaringan yatrg
menya.tutkan minyak dsn
gas bumi daii fasilitas
produksi-kilsng
pengolahE, yaitu yaitu
jalur ninyak dan gas
bumi

Kecamatsrt Sukomoro-Kecamatan
Ngs.ujuk-Kecsmatan Bagof-
Kecamatan wilangan-Kecamatatr
Rejoso-Kecamatan Ngondadg-
Kecamat€n Irngkong-Kecamatan
Jatikalen

Urus€rt
Pemerintahan
Bidang ESDM

3.2 Pelgembangan
jaringan
ketenagalistrikan
(infrstruktu!
pembangkitan
listr{k dan sa.rans
pendukung)

a. Optimalisasi dan
pemellharaan
Pc!trbangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA)

APBN Kementerian
Pengampu
Uruaan
Pemerintahan
BidanE ESDM

b. Optimslisasi dan
pcEeliharaafi
P.mbongkit Listrik
TenaSa Panas
Bumiy'Geothermal
(PLTP)

Kecalaatan Sawahan
Kecamatan Rejoso

APBN K€menterian
Pengalnpu
Urusan
Pemerintehan
Bidang ESDM

3.3 PeDgembangan
jaringan
ketenag8listrikan
(inftstrukur
penysluran
tenaga listrik dan
aarana
perdukung)

a. Optimalisasi dan
pcmeliharaan jaringan
txan$ si tenaga [strik
uotuk menyaluikan
tcnaga listrik antsr
sistema bcrupa SUTET

Kecamatan Ngronggot
Kecamatan Taqjunganom,
Kecamatan Sukomoro,
KecaEatan Nganjuk,
Kecamat€n Rejoso,
Keca.matan BaSor da,l
Kecalllatan Wilqnga!

.APBN

.APBD Prov
oSwasta (BUMN)

b Opumalisasi d€n
peoelihaaan jariDgan
tronsoisi tenaga Us$ik
untuk oenyalurkan
tctraga listrik antar
aistema berupa SUm

KecaEatan Prsrobon,
Kecamatan Pace,
I(ecamata'! Locoret,
KecaEatan Berbek dsn
Kecsmaten Sawahan.

rAPBN
. APBD Prov
.Swasta (BUMN)

KeEeoterian
PenBarrfpu
Urusan
Pemerintahan
Bidsng ESDM
Pef,anSkat
Daerah
PeDga4pu
Urusan
Pemerintahan
Bidarg ESDM
PLN

((

. Keca.matan Sawshan

. Kecematsn Loceret

. Kernenterian
PeDgaEpu
Urusan
PeEerintahan
Bidang ESDM

. Perangkat
Daerah
Pengaqpu
Urusan
PeEerintahan
Bidang ESDM

r PLN

ee



WAI{TU PEI-AKSANAAN
I II III IV

Tahun ke Tahuo ke Tehun ke Tehun ke
Plograrn Kegiatan l,okasi Sumber

Pendsnaan Instansi Pelaks€.na

3 5 6 7 8 9 l0 l1 l3 l6 l7

Program UtasrA

Kecafiratai Sawahan .APBN
.APBD Prov
oSwasta (BUMN)

Kementerian
Penga@pu
Urusan
Pemerintqhan
Bidang ESDM
Perangkat
Daerah
Pengampu
Urusan
Pemedntahan
Bidang ESDM
PLN

Optiraalisasi dan
pemeliharaan jaringan
distribusi tenaga listf,ik
berupa rencana
penEabaha! jaringan
baru SUTM

d. Optimalisasi dan
pemeuharaan jaringsn
distribusi tenaga lisEik
berupa jaringa! SUTR

OAPBN
.APBD Prov
. Swasta (BUMN)

Keme-nteden
Pengarrrpu
Urusan
Pemerintalan
Bidang ESDM
Persngkat
Daerah
Pengampu
Urusan
PeEerintdran
Bidang ESDM
PLN

Pengembanga,Igardu
induk Optimalisasi
dan pemeUharag!
gErdu indut list.r'ik
yang sudsi ada PLN

. I(ec&latan Berbek;

. Kecamatan Kertosono; dan

. Kecamatan Nganjuk

APBN KeEenterian
PeoSampu
Urusan
Pemerintahsrr
Bidang ESDM

4 Sistem Jaringan Telekomunikasi
Seluruh kecamata! Swsata Investor

/ swasta

a. Fengendalian BTS
yarg sudah eda

Swsata Investor
/ swasta

b Pembangunan
penarnbahar baru BTS

Seluruh kecamatai Investor
/ swasta

Sistem Ja.ringan Sumber Daya Air

lilr
IIITI

&

((

No.

S€luruh kec€.Illatsn

pembanguna! dan
peEcliharaa! jarintan
tetap

4.1 Pengsnlbangan
jarilgan tetap

4.2 Pengembangan
jarinSan bergerak

Seturuh kecadatan

Swsata

--f r, -T-16-'l
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WAKTU
ItrISumber

Pendenaan tnstansi Pelsksanat kasiProgrs.d KegiatanProgram UtaEa

Jawa Timur
APDB Kab

APBN
Provinsi

. Keoenterian
y8ll8
Ecrrbidangi
Uruo€n
Fek€rjaar!
UmuE dan
PeDataan
Ruang

. Pcrsrlgkat
Da€f,ah
Pengampu
Unrsan
Pc6erhtahan
Bidarg
PcLerjaar!
UEuE dan
Penataan

saluran prieer widas Utara di
Daerah Irigasi (D.l) Waduk
Bening;
saluran primer waruj a,'eng-
Kertosono (w-K) di Da€f,ah
Irigasi (D.l) Mrican Kiti;
saluran primc! Ngudika! Kiri
dan Ngudikan Karan di
Daerah IriSaBi (D.I) waduk
BeninS; dan
saluran priEe! Butakdojo di
Daetah Irigasi (D.l) Bulalmojo

Optimalisasi dan
pelrleliharaan
jaringan irigasi
primer

a,

. Kca€ntcrian
yaDS
!ociabidanEj
Urusa.r!
Pckerjaan
Umu6 dan
Pcoatqan
Ruaag

Pcngaqpu
Urusan
Pceerintaharl
Bidang
Pc&erjaan
UEuo dan
Penataar

Perangkat
Daerai

APtsN
APtsD Provilsi

Jarpa TiEu-r
APDB Kab

Seluruh kecamatanOptiDalisasi dan
pem.liharaan
jaringar! irigasi
sekundcf,

. Kcm€oterian
yalg
Ecebidangi
Urusal!
Pckcrjaan
Ur'luE dan
Pcaataan
Ruang

. APBN

. APBD
Provinsi
Jawa TiEur

r APDB Xab

Seluruh kecamalan
petreliharaan
jarintao irigasi tersier

c. Optimalisasi

5.1 Pengcmbangatt
sisteB jaringan
Iriqasi

E -EEE i'EIETEIITILTTTIUITTITEIIEIEI ITE
-L
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No. Progam Utgrra Program Kegiatan lrkasi Sumb€r
Pendanaan

lnstqnsi Pelaksatra

WAI(TU PET.A.KSANAAN
I III lv

Tahun ke Tahun ke Tahufl ke Tahun ke
7 8 g l0 tl 1S l6 t7 l8 l9 20

Daerah
Peluampu
Urusan
PeEerintalan
Bidang
Pekerjaan
UEuE dan
PeDataan
Ruanc

5.2 PeDgembangan
sisteB jaringal
Irigas

Pengendalian baDjir
dengan cara oorEalisasi
benduugan

B.ndungsn Scoantok
KccaEata.n Rqoso,
BcndungaD Margopatut di
Ifucarlata.o Sawahal,
Dal! Kuncit Kecamatan Ngeto3,
dart
Dar! Malangsari Kecaeatsn
Tdrjung6[oE.

APDB Kab
Investor

. PGrarukat
Daerah
Pcagaepu
Un-rsen
PeEerintalran
Bid8n8
Pclretjaa,l
UEum darl
PeDataan
Ruang $wssta

. Ma,syarakat

5.3 Pengcmbongan
bangunan
sumbe! daya air

Peobartgunan dan
peloeliharaan
bendungan

BendungaD ScEantok di
Kecarratan Rejcao;
Bcndungan Margopatut di
Kacamatan Sawahan

APBN Keoerlt€riar yang
ll1elllbids'lgi
Urusan Pekcrjaan
UmuB daD
PenataaD Rua!8

Optimalisasi datl
pcloeliharean exnbuDg
yang Budah ada

eEbung Kulak Sccang, €otbung
Gondang (Fojok Dua) dan
smbung Joho, di Kecamatan
Pace;
embung Oro-oro OEbo dan
cDung Suru di Kecarlatan
Ng.tos;
cmbung Bqiulan di IGca.matan
Loceret;
eEbun8 Estu Mulyo, .obun8
Suwaru dan elrbung Klot!88ean
di Kecsfiatan Sawahan.
embung Teapuran dan orbunS
Bajsng di Keca.Batan Ngluyu;
dan
embung Bangle di Kecaoatarl
L.ngkong; dan
eabung Sumb.(urip di
Ifucamatan Berbek

APBN Kem€oterisn yang
Eembidangi
Urusan F6kcdagn
Umum dan
Penataan Ruang

((
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((

PEI.A.Kgq.NAAN
I II II ru

Tel.un ke Tshun ke Tslun ke Tahun ke
hograE Kegiatan l,okasi Sumber

Pendanaan Instarsi Pelaks€na

I IO 11

No. PrograE Ut&na

t2 13 14 l5 lq 20

Optirlralisasi dan
pemeliharaan waduk
yang sudah ada

. waduk Mbah lrun atau
Pohsalak, waduk SuEber Suko
di KecamatEn Ba8or;

. saduk Sutlb€t'kepuh, waduk
Sumbersono dan waduk lrgawe
di Kecamat n lcngkong;

. waduk KedungsenSon dan
waduk Sumberagung di
KecaEatrn Gondang:

. waduk Perning di Kecafiatan
Jatikal€o; dan

. waduk Manggarejo di
Kccamatafl Wilangan.

APBN KeEef,rterian yang
metnbidsngi
Urusan Pekerjasn
Umum darr
PellratE-sn Ruang

6 sistem Jaringan Prasarana tainnya

. Kabupaten/Kota
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Jombang;

. Kabupaten Madiun
Kabupaten Ngsnjuk

. I(abupaten Nganjuk
Kabupaten Jombang

darl

d6n

KedAi,
dan

6.1 Peng€mbangao
SisteE
Penyediaa! Air
Minum (SPAM)

a. SisteE Penyedia.an Air
Minum regional lintas
kabupater/kota
terdiri atas :

1, SisteE Peuyediaan
Air Minum Regioral
Klaster Begar
Eerupak€n SPAM
Regional Lintas
Tengah
Eetllanfaatkan
Sungai Br€ntas

2, Sistem Penyediaao
Air MinuD Regioaal
Xlaster Kecil terdiri
atas :

a) Kabupaten
Madiun
IGbupaten
Nganjuk; dan

b) Ikbupaten
Kediri
I(abupaten
Nganjuk
I(abupaten
Jo0bans.

. APBN

. APtsD Prov
r KPBU

. Kementeriarr
PeEgalrpu
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pekedaan
UEum dan
Pe!atsan
Ruang

. Perangkat
Daerah
Peugampu
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pekedaan
UEuE da!
Peoataan
Ruang

. Swasta

. Masysrakat

III:IIIIIIIII
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WAXTU PELAKSANAAN
III NI II

Tahun ke Tahun ke T6hun keTahun ke
II t2 l3 l4 t5 t7 la l9 20I 2 3 4 5 6 7 a I

Sumb€r
Pendanasnt kasiPrograE Kegiatan

. P.r€ngkat
Dalrah
PcIrtarrlpu
Urusan
Pcmerintaha!
Bidsng
Pd<€da.8rr
UEuE dan
P"DataEn
Ruang

. Sc,asta

. Mas)€r8lqt

APDB KAb
Investor

KecaDatat wilqngart,
KecamataD Ngeto8,
Keca.Batan Jatikalcn,
Kecarratan Rejoso,
KecaDatan lrugkoog,
Kecamatar Sax,ahan,
KecaDatan Gondqog,
KecaEatan Nglu,'u,
KecaBatan Bogor,
Kecamatan Berbek,
KecaDataS Pace,
Kecarratar! lrceret,
KecaEatan SukoBoro dan
Kecamatan N

SistcE Penyediaan Air
Minura dela$
labupatear te.diri atas

Pelabangunan dan
pcmeliharaan
jaringan perpipaan
SPAM berupa uDit
air bau, unit
produksi, unit
distribusi dan unlt
pelayanan

APDB Kab
lnvestor

Pc(angkat
Daffah
Pcogaqpu
Urusa!
Pcmerintahan
Bidang
Pe.ketjaarr
UEuD daa
Pe!ataan
Ruang
Sc,Bata
M

Keca.Eatao lrceret,
KecaEatan Ngetos,
Kecamatan Bcrbek,
Kecamatan Tanjunganom,
KecaDatan Ngatrjuk,
Keca.Eatan Bqron,
Keca$atar! Kcrtosono,
Kecs.oatan Ba8or,
Kecamatrn Wila[gan,
Kecarlata, Jatikalen dan
Kecaeatan t elgkong..

Optimalisq8i dan
pemcliharaan jaiingan
non perpipaan berupa
surDur poEpa

No Prograrn Utama

Pcf,angkat
Daerah
Pcngaqpu
Urusan
Pcoerintahan
Bid6ng
Pc.kcrjaan
UBu& dan
Peuataan
Ruang
Perangkat
Daerah
PeDgaEpu
Urusan

APDB Kab
lnvesto!

l(ecaEatan PaceOptimalisasi dan
pemeliharaan sistem
pengelolaan air limbah
dome8tik yaitu IPA.L

6.2 PengcEbangan
Sisteo.
Peng€lolaan Air
LiEbah (SPAL)

b9
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WAXTU PELAKSANAAN
NIII

Tahun ke Tahun keTahun ke Tahun ke
I 17 l8 l9 205 8 l0 II t2 t3 l4 I

Instansi tblaksana

I

Sumbef,
PeDdsnaanLokasiProgalf, KegiatanProgram UtamaNo

Pemerintahan
Bidqng
LingkunSan
Hidup
Investor

M akat

DiDas
LingkuDgan
Hidup
Investor

. APtsD
I(abupaten

. Swasta

. Masyatalat

Kecamatan PrambonpcngcobangaD dan
peEelihaiaan Tetnpat
Petttolah€.D
SsDpahTcrpadu
(TPS[)

P6angkat
Daerah
P"ngaDpu
Urusan
PeEerintahs!
Bidang
Lin*ungan
Hidup
Inveator
M

r APBD
Kabupaten

. Swa8ta

. Masyaral€t

Kecsroatan Nganjuk
KecamatA! PaCe.

Kecsroatan Berbck. dan
Kecaraatar Kertosono

p€nge@banSan dan
pembangunan TeBpat
Peolosesan Akhir
(TPA)

. APtsD
Kabupaten

. Sqra8ta

. MasyaralGt

Pcrantkat
Darrah
Pcngaqpu
Urusan
Pcm€r:i!taban
BidaDg
lingkungan
Hidup
lnvcstor
M

IGcematan Pra.lrrbon
Kecamata! Ngsrljul
Kecaoatan Pace,
KecaEatafl Bcrbck. dan
Keca,3atllr Kertosooo

Ptogram pcnyusunan
Rcncana Induk
Pef,sarapahan

6.3 Pengcmbaigai
SlstcE Jaringa!
PersaEpahan

. Diras
Pcrslgkat
Daerah
Pengampu
Unrsan
Paaerintahan
Bid-arg
Pclrajaan
UeuE daD
Peneteen
Ruang

. Prrangkat
Daef,ah

S€luruh kecamata!Penyediaan penunjuk
arah jalur cvakuasi

6.4 Peng€@banga!
sist.D jariDSsn

evakuasi

z

I
I

fr"

((
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Pendanaan

Instansi Pelaksana

WA(TU PEI,AI{SANAAN
I II III IV

Tahun ke Tahun ke Tehun ke Tahun ke
2 3 5 6 7 a 9 10 ll t2 13 t5 l6 17 l8 l9 20

Pcoga.qpu
Urusan
Peoerintaltan
Bidang
KebeDcartaan

b Penyedian tempat
evakuasi bencana
(ruan8 terbuka
ataupun dalarxlb€ntuk
banguna[l

Kecanatan Be8qr,
Kecarlatan Bctbek,
Kecamatan Goddang,
Kecamatan Kertosono,
Keca.datan lzngkong,
KecaDatan tDceret,
Kecsmata$ Nganjuk,
Kecamatan Pacc dan
KecaEatar hambon.

. APBD
Kabupaten

. P.rangkat
Daerah
PG6gaDpu
Urusan
Pemerintahan
Bidang
Pe*eqiaan
Ueuo dan
P"nat an
Ruang

. PqaagEat
Daerah
Penga4pu
Urusan
Pemedtrtrlran
Bidarlg
Kebencanaar

B PERWI]JUDAN POIA RUANG

I Kawasan Lindung

l(awasan yang
Demb?rikan
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahaffrya

a. Peoantapan dah
idcndnkasi batas
peruutukan karrassn
hutan linduDg

b. PenScrlbangartjenis
tanaEsn lindung dan
reboisasi

c. Pengendslian dan
pencegshan 6l i
fungsi hutan lindulg

d. Penyusunan
ketcDtuan dan
prasayarat
littgkunggn hidup

Kecamata! Gondarg,
trecamatan Jadkalen,
Kecamat!! l,cngkons,
KecaEatan bceret,
Kecamatan Ngdtos,
Kecr.aatsn NSluyu,
KecaDatan Pace,
trecaEatan Rejoso, d8n
KecemetEn SawahaD.

APBN . K€oetrian
PetrgaEpu
uruaan
Pamerint han
Bidattg
Lingkungan
Hidup dan
Kchutanarl

. Balai
P€ogclol,aan
Daef,ah Altsn
Sungai dall
Hutan LiDdung

a. Pencntapan lokasi,
ideotifkasi dan
Pereucatraan
Pengendalian dan
pencegahan ahli

b

Seluruh Kecarlatan . Kc@eEian
Peogaqpu
ufuaan
Pcrrcdrrtahan
Bidanr

((

No.

APBN
APDB Kab

1.2. I(Awasan
P.!'lindungan
S€tempat

fi

ft?,



WAI(TU PELA(SANAAN
IVIllI II

Tahun ke Tahul keTahun keTahun ke
15 l6 l7 18 1g 2aa l0 tl L2 I3 5

Instansi PelaksanaSumber
PeDdansatrLokasiProgram KegiatanPrograE Utama

Pc&ajaan
UEuE dan
Pcoataan
Ruarrg

o Pcrangkat
Daerah
Pcogatlpu
Urusan
Pcoerintahan
Bidang
P.rk6jaan
Umum dan
Fenataan
Ruang

fungsi kawasa
perlindungan
sctetoPat

c. PclsctBbangan jeois
tEnarlan lindung dan
penydiaan sarana
dao prasaana pada
kawasan
perlindungar
s€teoPat

d. Penyusunan
ketentuan dan
Prasayarat
lingkungan hidup

Perangkat Daersh
PengaEpu Urusan
Pemerintahan
Bida.ug
Kepaiiwisataan,

Kebudayaan
a8a dan
udaan,

APBD KabSitus MakaDr Pakuncen, situs
Masjid Baitr[ RohDan
Pakuncen dai Situs Masjid
Kuno Darussalar! di
KecaEatatr PatiaDtowo ;

Situs makam Kanj.lg Djimat
dalr situs Masjid Bcsar Al
Mubalok di Kecdratarr
berbek;
Situs m6kae Ki Agdrg
NgaliDaD di Kecamatan
Sai,ahan;
Situs Maqiid Besar Xauman
KertoBono di Kecg.uratan
K€rtoaono;
Situs Makar! Nduro Prarlboo
di KecaDatan PraEbon;
Situs Makam Syeh Sulultlri di
Kecamata! WilsDgan;
Situs Makan Hargo Jali di
Kecaloatal Ta4junganoE;
Situs Caodi Ngetos di
KecamataD Ngetos; dan
Situs Candr lrr di Keca.matan
lrcetet

a. Pcnctapan lokasi,
identifkasi dan
percncaraan
kawasan cagar
budaya

b. Pengcndalian dqn
pcncegahan ahli tuasi
kawasan cagar
budaya

c. Pcngembangan
Darqi€rlcD
perlindung8n dan
aarana praaErana
pada kawasan cagar
budaya

d. PcDyusunan
ketcotuatr dan
pragayafatsn
lirgkungan hidup

1.3. I(awasan Cetar
Budaya

Kawasan a2 . KcoeEian
Pengaopu
UrusaD
Pelaerhta.ban

APBN. Keca.matan Ba8or,
. Kecsraatan B6bek,
. Kecamatan Gonda!8,

Penetapan dan
ideltifikasi batrs
peruntukon jenis
kswessn hutan

l Kawasan Hutan
Produt{si

/9a

((

No.

a.

t 'T, t-i:41
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Pendanaa!

Instsnsi Pelaksana

WAKTU PEI,AI(SANAAN

No
I II III IV

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke
2 3 5 6 7 a l0 1l t2 l3 I4 l5 17 t8 19 20

produksi
b. Pengcobangatl,

rcboisasi dan
divcrsifikasi jenis
tsraEan produksi

c. Pencatapan lokasi
dan pcngembangan
Pengelotaan hutan
bersama masyarakat;
da!

d. MenJ rsuD ketentuan
dan prasayarat

hidu

Kecarlatan Jadkalc!,
(ecamatatr LngkoDS,
KccaDatan Loceret,
KecaEatatr Ngctos,
KecaEatE t Nglulru,
Kccomatan Pacl,
Kecamatan Rcjoso,
Kecallatan Sawahan, dan
Kcceoatan Wilangan.

Bidartg
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

. Belai
Pcgelolaan
Daerah Alirar!
S\rngai dan
Hutan Lindung

2. Kawasan
Perkebunan
Rakyat

Penetapan lokasi,
idc-ntifikasi batss dan
potenai serta perencanaEn
pengeEbangaD kawasan
perkebunan

KccaEatar Berbek,
Kecarratan Loceret,
KecaDatar Ng6tos,
Kecarnatan Ngluyu ,

Kecarlatan Pace,
Kecamatan Rejoso dan
Kecarnata! Sawahan

APBD I(ab . Pctangkat
Daerah
Pcoger!pu
Urusan
PeEerintahan
Bidang
Pcrtanian

3. Kawasan Pertanian

-rerwujudan
kas,agan tanarnan
pangan

Penentapan lokasi,
identifikasi batas dan
potcnsi s€rta
percdcanasn
Pent€mbangsrr
p€i'unhrkan tallaltlan
pallgan

Seluruh kecsmatar APBD Kab Perangkat Da€t:ah
PenSaEpu
Urusa.tl
Pemerintahatt
Bidang Pertaria!

Penetapan kawa8art
peftalion pangon
b€f,kelanjutan (KP2B)

Kec€Eatan Bs8or,
Kecamatan Baion,
KecaDatan B(rbck,
Kecsroata, Goldang,
KccsEatan Jadkg.l"!,
KcclEatllr KdtoEono,
KecaEatrn lrngkottt,
Kecarlatan Irceret,
Kecamata! Ngaljuk,
K€ca.Eata! Ntetos,
KecsEats! Ngronggot,
Kecamatan Pace,
Keca'loatan Patianrowo,
Kecaraatan Prambon

APBD Kab Pers,tgBat Da€r9h
Pengampu
Urusan
PeEerilrtahan
Bidang Pertsnia!

e"

((
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Tahun keTahun keTahun keT6hun ke
ta l9 20ll l2 l3 '14 l5 l75 7 a 9 l0I 2 3

Instansi PelaksanaSuEber
PendalaanLokasiProgam KegiatanI,rograrl UtamaNo.

Kecamata, Rejoao,
Kecarratar Sawahan,
KecaEatan SukoEoro,
KecaEata! Ta4iun8aooE,
Kecamatan Ngluyu, dan
I(ecematan

PersnSkat Dg€rah
PeriSampu
UruSan
PeEerintahan
Bidang Peftania[

APBD KabSeluruh kec€matanPcmbangunan
tanaEan pangan
dianhkan untuk
swaseobada psngsn,
0eoingkatkalt
pendapaten,
k.€ahterasn, tara,
hidup p€tani,
meEperbaiki dsajat
mutu konsuogi
dasyarakat yang
berimb

Frerangkat Daerah
Pengar!pu
Urusalr
Pcmerintahan
BidanP Pertalian

APBD KabSeluruh kecamatanPqniogkatai kapasitas
produktivitas
p6tarrian sustainable

APBD KabSeluruh Keca$atan

APBD Kab

4. Kawasan PertaEbangan dan eners

Pertanian

Penenian

Peningkatai dan
peluang ckstcnsifikasi

Peogcr!bangarl
tanaDan/ koooditi
unggulan

Keca,3atan Bcrbek,
KecaEatan Jatiks.lcn,
Kecarlata! l,ocerct
KecaDatan Pacc
KecaDatan Patianrowo

b. Pentrujudan
Kawasan
Petefnakan

Penetapan arahan
lokasi peruDtukan
penge@banaSan
produksi peternakan

PelanSkat Daerah
Pet!gampu
Urus€n
Pertrcrintahan

Perargkat Dacrah
Pcttgampu
Uruaan
Pcoerintahan
Bidang Pertaniart

Perangkat Daerah
Perrgatnpu
Urusan
PemerintahaJr

KeEentria!
PenSalopu
Urusan
Pemerintahan

oAPBN
. APBD Prov

Keca,lratan Berbd<,
Keca.Eatan t-ceret,
Kecarlatan Ngetos, dan
Kecamatsn Sar lahan

Peolmsuna.tr
Eastorplan/ Rcncana
lnduk Kawason
Pertalobangan @inqIal

i Pcrwujuaan
kawasarl
ptrtaEbanga!

ll
Tlt

frL
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APBD KabSeluluh Kecanatan
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WAKTU PEI.AKSANAAN
IV1I IIII

Tahun keTahun keTahun keTahun ke
t2 l3 l5 l6 t7 I I7 8 9 I2 3

lnstansi PelaksanaSuEber
Pendana6nIokasiProgram l(egiatan

Bidang ESDM
Pcrangkat
Daerah
Pc!garlpu
Urusan
PcEerintahan
Bidang ESDM

bukan logs.E
P€ngendalian,
pengelolaan dan
pemoifaatan hasil
pstambangan mtreral
bukan log8.E
I(onscrvasi dan
perlindunSan

Eineral Yaitu
kerllasan
pedarlbangan
miaeral butan
logsm

. KcEentrian
Pcrtgampu
Urusan
PcEerintahai
Bidang ESDM

. Perangkat
Daerah
Pcnga.qpu
Urusan
P"merintahatr
Bidang ESDM

APBD Prov
rAPBNKecoEatan Ba8or,

KecaDatan Befbct,
Kecarrtatan Jatikalen,
KecaEatsn L,€ngkon8,
Kec€matsn l.occret;
K.cematsn Pace: dan
K€caloat.sn Wllangan

Penyusunan
Bastcrlrlan / Rclcana
loduk l(awas€n
Pcrtambangan batuan
Pengendalian,
pcngdolaan dan
peloartaatan hasil
pertambarl8an batusn
Kons€rvaai dan
palindunSan
lingkungan

U. Rer"u3uaan
kawasan
pertsmbangan
mineral Yaitu
kawasan
peTlrntukan

PeftarEbanga!
batuan

Perangkat Daetah
Pengampu
Urugall
Pemcrintahan
Bidang
Perindustrian dan
Perdagangan

APBD KabKec€matan Bg8or,
Kecamatan Baron,
Kecamatan B!f,bek,
Kecarratsn Oondang,
KecaBatsn Jatikalcn,
f€canratan Kortosono,
Kccarnabo t ngkong,
KecaEatan lpceret,
KecaEatan Nganjuk,
KecoEatan Ngronggot,
Kecsmatalr Pace.
KecaDatan Patiaorowo,
Keca.Eatan Prarlbon,
KecaDatsn Rq,oso,
Keca.Eatsn Sukotnoro,
KecaEatan Tanjungano6 dan
Kecamat n W

fenetapan totasi dan
idcntiEkasi lohan
kawasatr peruntukan
iadustri
Penyusunan RcncsD.a
Iflduk/ Masterplan
kawasan pcrunnrkan
industri

.5. Kawasan
penrnhrkan
Indust i

.6. Perwujudan Kqwasan Pariwisata

P€f,a[gkat Daerah
PenSarapu
Urugan
Pemerintahan

APBD KabAir terjun Sedudo, s'isata Wahr
I^aersng, agrowisata lingksr
Gunung Wilis, air terjun watu

air t n BanLum

PcngeEbargan dar
pembangunan lokasi
pariq'isata slao

a. Perwujudan
PC.rrSclnbs!8an
lrkasi Pariwisata
Alam

/7,
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IVII IltI

Tahun keTahun keTahun keTahun ke
ll t2 13 l4 l5 l6 l77 8 9 lI 2 3

Instansi PelaksatraSumber
Pendanaantokasi

No Prograrn Utama

BidanS
IGpariwisataan,
Kep€oudaan ,
Olaira8a dan
IGbudayaan

Anjlok, an terjun Selo kter,
wisata sgroforestry, u'isata
alam Wattt Belah, air terjun
Singolrro6o, air t qun
Gedanga[, kebun Bant,
(Agowisata Galtcr), embung
estumulyo, Bukit tlrsiDg8sharr
Jend. SudirEaD (BPJS), wisata
hutan Be.mbu, bukit batu
Songgong, Petungulung T\rbin8
Adventure dan Gua Ndal€o
Kebunagung di Kecaeatari
Sawaha[;
Air Mera.lobat Roro Kuning, air
terjun Pring Jowo, P€odakian
Sekartaji, air terjun Coban
Unut, peEandian Sri TanjunS
Wisata Tifla, wisata Jolotundo'
Gua Alap-alap dan Bukit Gua
DaIi SuEber KlaDPok di
Kecamatan Irceret;
Air Terjun NSebl@g di
Kecqsatan Jadkalca:
Grojogan Dhuwur sumbermiri
di KecaDatai LsrSkong.
wisata bukit Salju , suEb"r
oata air Banlru Torro, air
t riur! Coban Tletes dan air
ter]un $rmb€!' Manik di
Keca$atan Ngctos;
Cua MarSo Tresxro da[ wisata
watu Gandul di KecaEatal
Ngluyu;
Cua da! CrojoSsr! Putri ayu d1

(ecamatat! Rcjoso; dan
Irkasi pariwisata wisata alaD
lainnya Yang terdaPat di
seluruh kecamatan

Pcrangkat Daersh
PenggEpu
Urugalr
PeEcfintaben
Bidang
Kspariwisataan,
Kepcmudaan ,

APBD KabUat<am Xanjeog DjiDat dan
Masjid Al-ArfiYYah di Kecadata
Berbek;
Petilasan Gqiah Mada di
Kcca.Batan Kertosono;
Candi tor, Eonume.r! DR.
Soetomo a Kerta Bhuwana

PenSeobalgan dan
pemeliharaaa lokasi
pariwisata budaya

Perwujudatr
pengeobangan
l,okasi Parwisiata
Budaya

b

/?L

(

Progra.B Kegiatrn
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TahunInstansi PelaksalraSumber
PcndanasnLokasiProgram KegiatanNo. Progralr Utarla

Kebudayaan
danGiri wilis, monuEen Pan8litra

B€sar Jeard€rsl Sudirman ddr
Gua Romusha di Keca.Datan
Loc€ret;
Gedung Juaag 45, klenteDg
Hok Yoe Kiong dan mu6eum
Anjuk l,adang di Kecamatan
Nganjuk;
Maka.B Kyai PolenE, p€rtapadt
Argojali, EakaE Suran N8atas
Angi., kaDpung Mangga,
candi Ngetos dan MakaE Para
Aulia Ngcto8 di Kecamatan
Ngetos;
MakaD Sono Gcdong dan
maftaro Rajec Wesi di
KecaDat Il Nguyu;
Makam Ny1 Aaeng Sep€t dan
maka.rtt Sentono Kacek di
Keca.Bata' Pace;
Petilasan Kadipaten Poso[o,
makae TuEenSSung Kopelr
dan Masjid Pakunce0
Kecarrratan Patianrowo ;

Situs condrogeni, makam Ki
Agcng Ngalirlan, makam
Gedhong Wets8, petilasan
watu Bantcng, makatn Eyar8
Kabul Misuwur, p€rtapaan
Sadepok dan Makam Mentctri
Supeno di Kecamata!
Sawahan;
MakaE Keniten dat!
padepoka! Langen Tayub di
Kecamatan TaojuDgatrom ; dan
Mak€m Sulukhi di

Perangkat
Pengampu
Urusan
PeEerintahan
Bidang
I(epariwisataan
Kepamudaan

APBD Kab&luruh keca$atanPeBbongunan dan
peEelihaaan lokasi
pariwisata buatan

pengearbangan
lrkasi Pal.l isiata
buatan

c.
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WAKTU PEI,TKSANAAN
IVIIII n

Tshun keTahun keTahun keTahun ke
l9 20t6 t7l1 t2 t3 l57 I l0I 2 3

Instansi PelaksansSumb€r
Pend6naanNo Prograr! Utarna Program Kegiatan Lokasi

PctsrlEkst Dacrah
PcogaDpu
Urusan
PeEeriotaharl
Bidang
Kepariwisataan,
IGp€.oudaan ,

Olahraga dan
Kebu

Seluruh kecanratan

7. I(awasan Permukiman

an
an dan

Pcrangkat Daerah
PenSanrpu Urusan
Pemerintahan
Bidang Pcf,umahan

, Kawasan

APBD KabPengembangen
kawasan
perEukiEan
peakot an

a. PenJ rsuoan Eastcf,
plan/ renc€na ilduk
kawasan perrrukimsl
pcrkotaan

Seluruh kecamata,

Perangkat Da6ah
Pengampu
Uruaan
Pemc.inbhan
Bidang
Pcru.mahan
Rakyat, Kax,asan
PcrEukiElan da!
Pertanaharr

APBD KabPen)rugunan Eaater
plan/rencsna induk
kawasan perEukiman
pcrdeaaan

S€luruh kecamatanb. Peng€rlbangan
kawasan
P€!'EukiEan
pcrkot a.o

Pcrangkat Dacrah
Pengampu
Urugan
PeEcrintahsn
Bida!g
Peruoahart
Rakyat, Kawasan
PerEukiEalr dan
PertanahS!

APBD KabRcncaI!a
peng€rDbaDgan dan
pentrAkatan jaringan
s€rana dan praaarana
dasar

S€luruh kecarnatan

Perangkat Daer8h
Perltalrrpu
Urusar
Pemerintahart

APBD Kab

kearifan lokal

Program lingkungan
s€hat di kau,asan
permukillalr berbasis

/*"

Kebudayaan

Pcmbangunan
Infrastruktur
Penunjang pada
IGwa8an Pariwisata

APBD Kab



)

WAKTU PETAKSANAAN
IVIltIII

Tahun keTahun k€Tahun keT6hun ke lgt7I 15 l6ll t27 83 5I

Instansi PelsksanaSullber
PendanaenNo Progrartr Utama hograr! Kegiatan

Bidang
Peruoahan
Rakyat, Kawasan
PcrDukiEan dan
Pertanahan

berwawasan
lingkungan

Perangkat Daerah
Pengampu
UruSan
PcEcrintahao
Bidarg
Pe!'uEahan
Rakyat, IGwasan
PerEukiEar dan
Pertanahan

APBD KabIdcntifikaai da!
invcntar:isasi untu.k
kegiatan pcnataan dsn
relokasi p.fDukiman
yarg berads pada zona
bencea, kalrasa!
peya!98a, da8
kawasan lindunS perlu
sag.ra dilakukan
untuk Ecoberikan
keamanan pada
Easyorakat yanS
tiog8al pada kalrasan
terscbut darr untuk
E.nguangi tetjadinya
konllik pcBarfaatarr
ru

. Kelrentriqn
Pertahanan
dsn kea.Eonan

. Msrkas Besar
TNI

APtsN
APBD Prov
APBD Kab
Swasta/BUMN

Pengcmbangan karrasan
Kodih

Kecamatan Nganjuk8. K-ewesaIr

Pertahanan dan
Kcarranan

C Perwujudan IGwaBan Strategis l(abupateo

. Pcrangkat
Darrah
Pengaqpu
Uruaan
Pcr[crintahan
Bidsog
Pe.L.rjaan
UrnuE daD
Penataa!
Ruang

. P6angkat
Dacr:eh
Pcag€qpu
Urusa!
PeE.riDtaha!

.APBD KabKeca.Eatsn Sawahan;
Kecamatan Ngetos;
Kecarlatan lrceret; dan
KecaEatan Berbck

l.l Kawasan Slrategis
Bidang EkonoBi

PengeEbangan
kawasan sgropolitsn
selinSkar wilis

)

Lokasi

a.

/r"



WA(TU PEI-A.KSANAAN
IVNIIII

Tahun keTaiun keTahun keTahun ke l917l5 16t2 I9 10 1l5 7I 2 3

Instansi PelaksanaSumb€r
PendalaantnkasiProgram Utama PrograE Kegiata!

Pertanian

. PqanEkat
Da€rah
Pe!ga!!pu
Urusan
PcEerintahan
Bidang
Pc&ajaan
UouE dan
Pcoataan
RuanS

. Pcranskat
Daef,ah
PcDgaEpu
Urusan
PeDerintahan
Bidang
Pcf,tanian

. Pqanskat
DaE'ah
PcagaEpu
Ut"usaIr
P.merintahsn
Bidang
Pc&cfjaan
Ut'luo dan
Pc[ataan
Ruang

. Pcrai8kat
Dacrah
Pc,lgaEpu
Urusan
PeEerintahan
Bidang
Pcrindusu:iart
da!

.APBD KabPengembang€n
kewessn industrii

c

. Pcrangkat
Dacf,ah
Pergarqpu
Urusa!
Peoerintahan
Bidang
Pcreocanaart

APBD KabKecar:Eatar RejoaoPengembanSan
kawasan pariwisata
Bendungan S€mantok

d

))

No.

b. PenSernbangan
kawasan agropolitarl

. Kecallatan Sukomoro,

. KecaDatan Ba8or,

. KecaEatan Rcjoso dan

. Keca.Eatan Gondang.

. Kecalnatan JadkaleD,
r Kecafiatan l,engkont,
. KecaEatan Rejoso,
. Kecamatan Nganjuk, dan
. Keca.BataJcSukomoro,

:71

&
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No. ProgIaIn Utama hogrsrn Kegiatan L-okasi
SuEb€r

Pendansan
Instansi Pelaksana

II III Iv
Tahun ke Tahun ke Tahun ke

ll213l4 6l7l6l9lr0 rt I12 l13 l14 l13
P.Ebangunan

. Pc(dlSkat
Daerah
Petrga.qpu
Urusan
PcDerintahan
Bidang
Pcrindu stria!
d8n
P€rda*ansaa

e. Pengemb6nSan
kawasan minapolitan

Kecaraatan Ts4junganoE,
Kecamatan Ngronggot,
Kecadatan PraEbolr,
KecamataD Rejoso dan
KecaEata! Sawaha!

.APBD Kab . Faargkat
Datreh
PcogaEpu
UrusaD
PcE€!.intahan
Bidaog
Kctqhar[
Palgan dan
Pcrikala!

f. l(awasan ekonomi
cepat tuabuh

Kecamatan Pace .APBD Kab . Pcf,artgkat
Daerah
PctrgsEpu
Urusan
PcEerintahan
Bidang
Pekerjaan
UBUE dan
PcDataan
Rranq

Sumber : Hasil Rencana

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG SH. M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1001

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

ttd
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WAK .NAAN

I
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LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2TAHUN2O21
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2021-2041

Ketentuan Umum Zonasi Kabu N uk
Ketentuan Umum Zonasi

KeteranganSarana
Prasarana

Ketentuan Urnum Kegiatan

Tidak DiizinkanbersyaratDiizinkan

Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

A. KE"TENTUAN UMUM ZONASI SISTEM PUSAT PBRMUKIMAN
pemanfaatan ruang
yang menyebabkan
gangguan terhadaP
b€rfungsinya sistem
perkotaan dan
jaringan prasarana

pembatasan
intensitas
pemanfaatan ruang
agar tidak
mengganggu fungsi
sistem perkotaan
dan jaringan
prasarana

pembatasan
intensitas
pemanfaat€n ruang
agar tidak
mengganggu fungbi
sistem perkotaan dan
jaringan prasarana

A. 1 Pusat Kegiatan
Irkal

pcmanfaatan ruang
yang menyebabkan
gangguan terhadap
berfungsinya pusat
permukiman dan
jaringan prasarana

pembatasan
intensitas
pemanfaatan ruang
agar tidak
mengganggu fungsi
pusat permukiman

pembatasan
intensitas
pemanfaatan ruang
ageJ. tidak
meogganggu fungsi
pusat permukiman

kegiatan berskala
kecamatan yang
didukung dengan
fasilitas infrastruktur
yang sesuai dengan
kegiatan yang

A.2 Pusat PeLayanan
Kawasan

pemanfaatan ruang
yang menyebabkan
gangguan terhadaP
berfungsinya pusat
permukiman dart
jaringan prasarana

pembatasan
intensitas
pemanfaatan ruang
agar tidak
mengganggu fungsi
pusat permukiman

pembatasan
intensitas
pemanfaatan ruang
agar tidak
mengganggu fungsi
pusat p€rmukiman

kegiatan berskala
antar desa yang
didukung dengan
fasilitas infrastruktur
yang sesuai dengan
kegiatsn yang
d anln

A.3. Pusat Pelayanan
Lingkungan

B. KE"TENTUAN UMUM ZONASI SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

frL

))

Terbatas

kegiatan ekonomi
berskala kabupaten
atau beberapa
kecamatan yang
didukung dengan
fasilitas infrastruktur
perkotaan yang
sesuai dengan
kegiatan ekonomi
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Ketentuan Umum Zonasi
KeteranganSarana

Prasarana
Ketentuan Umum Kegiatan

bersyaratTerbatas

Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

sarana
Prasaxana
sekurang-
kurangnya
jalur pejalan
kaki,
peneranSan
jalan umum
(PJU), RTH,
rambu-rambu
lalu lintas dna
reklame sesusai
ketentuan Yang
berlaku

pemanfaatan yang
tidak diperbolehkan
bcrupa semua
pemanfaatan pada
zona inti, kecuali
untuk Pergerakan
orang/barang dan
kendaraan.

pemanfaatan
yang diizinkan
untuk
pemanfaatan
ruang dengan
intensitas
rendah dan
sedang yang
dibatasi alses
langsungnya
dengan jarak
sekurang-
kurangnya antar
jalan
masuk/akses
langsung
sekurang-
kurangnya 500
meter; dan
pemalfaatan
ruang dengan
intensitas sedang
dan tinggi
dengal syarat
tidak berdampak
langsung
terhadap
hambatan
samping lalu
lintas sepanjang
jalan arteri
primer dengan
wajib
menyediakan

a

b

Iambatalur

B. 1 Jalan Arteri Primer Jalan Arteri Primer
yang selanjutnya
disingkat JAP
adalah jalan yang
menghubungkan
secara berdaya guna
antar-pusat
kegiatan nasional
atau antara pusat
kegiatan naeional
dengan pusat
kegiatan wilayah.

pemanfaatan
diizinkan secara
terbatas untuk
peletakan jaringan
utilitas a€cara
paralel dengan tidak
saling mengganggu
fungsi antar
prasarana

ftL

Tidak Diizinkan
DiDinkan
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nasrZoumUtuan mtenKe
KeteranganSarana

Prasarana
Ketentuan Urnum Kegiatan

Tidak Diizinkanbersyarat
Diizinkan

na Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

Wntage roadl
sarana
prasarana
sekurang-
kurangnya
jalur pejalan
kaki,
penerangan
jalan umum
(PJU), rrTH,
rambu-rambu
lalu lintas dna
reklame sesusai
ketentuan Yang
berlaku

a. tidak diizinkan
pemanfaatan
ruang yang
melanggar
sempadan jala.
pada fungsi
arteri, kolektor,
lokal dan jalan
lingkungan;

b. tidak diizinkan
alih fungsi
lindung di
sepanjang bahu
jalan arteri,
kolektor, dan
lokal; dan

c. tidak diizinkan
pendirian
bangunan liar
Pada semPadan
jalan.

a. pembatasan
pengembangan
pemanfaatan liahan
di sepanjang
koridor jalan
kolektor untuk
kegiatan skala
kecamatan dan
atau lebih rendah;

b. pembatasan
terhadap
bangunan dengan
penetapan garis
sempadan
bangunan Yang
terletak ditePi
jalan kolektor;

c. pembatasan ahli
fungsi lahan
berfungsi budidaYa
di sepanjang jalan
kolektor;

d.diizinka! dengan
syarat
pembangunan
jembatan dan
Sorong-gorong
sekurang-
kurangnya sarna
dengan ruang
manfaat jalan;dan

e.ketentuan garis
se

pemanfaatan
lahan untuk
kegiatan skala
provinsi dan
kabupaten dan
untuk prasarana
pergerakan yang
menghubungkan
antar pusat-Pusat
kegiatan dan
kegiatan
pems.sangan
infrastruktur
jaringan listrik
dan komunikasi
dengan
memperhatikan
ketentuan
sempadan jalan
untuk
pcngembangan
jaringan jalan
kolektor
sebagatnana
dimaksud huruf a
maka tidak
dilakukan dengan
membuat
perlintasan
sebidang dengan
jalur kereta api
dan bila

a

b

di lukan

8.2 Jalan Kolektor
Primer

fttz

Terbatas



nasr7numUtuan mtenKe
KeteranganSarana

Prasarana
Ketentuan Urnum Kegiatan

Tidak Diizinkanb€rsyaratTerbatasDiizinkan

Deskripsi
Zona Berdasarkan

Pusat Kegratan
Kabupaten

bangunan
peraturan
perr.rndang-
undangan.

sesualperlintasan kereta
api maka dibuat
tidak perlintasan
sebidang

Sarana
prasarana
sekurang-
kurangnya
jalur pejalan
kaki,
penerangan
jalan umum
(PJU), RTH,
rambu-rambu
Ialu lintas dna
reklame sesusai
ketentuan Yang
berlaku

pelarangan alih
fungsi lahan yang
berfungsi lindung di
sepanjang jalan
lokal primer.

pemanfaatan ruang
dengan intensitas
s€dang dan tinggi
dengan syarat tidak
berdampak langsung
terhadap harnbatan
samping lalu lintas
sepanjang jalan
lokal primer dengan
wajib menyediakan
jalur lambat
(frontage road);

a. pembatasam
terhadap
bangunan dengan
penentapan garis
sempadan
bangunan yang
terletak ditepi
jalan lokal primer;
dan

b. pembatasan alih
fungsi lahan
berfungsi
budidaya di
sepanjang jalan
lokal primer; dan

c. ketentuan garis
sempadan
bangunan sebesar
% rumiia +1.

diizinkan untuk
prasarana
pergerakan yang
menghubungkan
antar pusat-pusat
kegiatan;
diizinkan
pemanfaatan
lahan di
sepanjang koridor
jalan lokal primer
untuk kegiatan
skala kabupaten
dan kecamatan;
dan
diizinkan
pemanfaatan begi
pergerakan lokal
dengan tidak
mengurangi
fungsi pergerakan
antar pusat-Pusat
kegiatan dalam
wilayah tersebut
untuk
pengembangan
jaringan jalan
lokal primer

b

c

d

SC

B.3 Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Primer
yang selanjutnya
disingkat JLP
adalah jalan yang
menghubungkan
secara berdaya guna
pusat kegiatan
nasional dengan
pusat kegiatan
lingkungan, pusat
kegiatan wilayah
dengan pusat
kegiatan
lingkungan,
antaipusat kegiatan
lokal, atau pusat
kegiatan lokal
dengan pusat
kegiatan
lingkungan, serta
antErpusat kegiatan
lingkungan.

lrb

))
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naslZoumUtuan mKeten
KeteranganSarana

Prasarana
Ketentuan Umum Kegiatan

Tidak DiDinkanbersyaratTerbatasDiizinkan

Deskripsi
Zona Berdasarkan

Pusat Kegiatan
Kabupaten

dimaksud huruf a
maka tidak
dilakukan dengan
membuat
perlintasan
sebidang dengan
jalur kereta api
dan bila
diperlukan
perlintasan kereta
api maka dibuat
tidal p€rlintasan
se

pcmanfaatan yang
tidak diperbolehkan
berupa semua
pe runtukan kecuali
yang dtjinkan dan
terbatas

a. peletakan jaringan
utilitas secara
paralel dengan
tidak saling
rnengganggu fungsi
antarprasarana;
dan

b. disediakan
sempadan jalan
selebar 6O m (enam
puluh meter) di
masing-masing tePi
kanan dan kiri
jalan untuk
penerapan green
roads.

pemanfaatan yang
diperbolehkan untuk
rpemanfaatan
kawasan ruang
terbuka hijau berupa
jalur hijau jalan,
jalur pengaman dan
rest area sesuai
ketentuan yang
berlaku;

B.4 Jalan Tol

8.6 Terminal
a,

uhdua

RTH
paling
sedikit 20

yangkegiatan
mengganSgu
keamanan
keselamatan

dan
lalu

selain

pada
inkan

kegiatan
sebagaimana
dimaksud
klausal

a

dalam

terletak
dalam jaringan
trayek antar kota

a. Terminal Tipe B

ly
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Ketentuan Umum Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan Sarana

Prasarana Keterangan

Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

Diizinkan Terbatas bersyarat Tidak Diizinkan
terletak di

jalan arteri atau
kolektor dengan
kelas jalan
sekurang-
kurangnya kelas
IIIB;

pemanfaata
n yang diizinkan
kegiatan
penunjang
operasional dan
pengembangan
kawasan termina_l
tipe B,
penyediaan
fasilitas utama
term.inal seperti
jalur
pemberangkatan
kendaraan
umurn, jalur
kedatangan
kendaraan
umum, tempat
parkir kendaraan
Umurn selama
menunggu
keberangkatan,
termasuk di
dalamnya tempat
tungu dan
tempat istirahat
kendaraan
umum nan

yang tidak
mengganggu
keamanan dan
keselamatan latu
lintas dan angkutan
jalan serta fungsi
kawasan di sekitar
terminal penumpang
tipe B

lintas dan angkutan
jalan serta fungsi
kawasan di sekitar
terminal tipe B

persen) dari
zona
pengembang
an untuk
menjaga
kelancaran
operasional
tenninal,
keamanan
dan
keselamatam
lalu lintas
dan
angkutan
jalan; dan

penyed
iaan
prasarana
dan sarana
akses jalan
maguk atanrr
jalan keluar
ke dan dari
terminal
dengan jarak
paling
sedikit 3O
(tiga puluh)
meter
dihitung dari
jalan ke
pintu keluar
atau pintu
masuk
tenninal

b

TL

b.
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Ketentuan Umum Zonasi
Sarana

Prasarana
KeteranganKetentuan Umum Kegiatan

bersyarat Tidak Diizinkal

Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

Diizinkan Terbatas

kantor terminal;
dan tempat
tunggu
penumpang
dan/atau
pengantar,
penyediaan
fasilitas
penunjang
terminal seperti
kamar kecil/ toilet,
tempat
peribadatan,
kios/ kantin,
mangpengobatan,
ruang informasi
dan pengaduan,
telepon umum,
tempat penitipan

dan taman
kegiatan yang
mengganggu
keamanan dan
keselamatan lalu
lintas dan angkutan
jalan serta fungsi
kawasan di sekitar
terminal
penumpang tipe C

termin
al tipe C
dilengkapi
dengan RTH
paling
sedikit 20%o

(dua puluh
persen) dari
7,ODa
pengembang
an untuk
menjaga
kelancaran

a

nal

b. Terminal Tipe C terletak
dalam jaringan
trayek aflgkutan
perkotaan atau
angkutan
perdesaan;

terletak di
jalan kolektor
atau lokal dengan
kelas jalan paling
tinggi kelas IIIA;

pemanfaata
n yang diizinkan

a.

b

c

meli ti tan

pemanfaatan yang
diizinkan sacara ber
syarat meliputi
kegiatan selain
sebagaimana
dimaksud pada
klausal diizinkan
yang tidak
menggang8u
keamanan dan
keselamatan lalu
lintas dan angkutan
jalan serta fungsi
kawasan di sekitar

f"
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Ketentuan Umum Zonasi

KeteranganSarana
Prasarana

Ketentuan Umum Kegiatan

Tidak Diizinkan

Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten Terbatas bersyarat
Deskripsi

Diizinkan
terminal,
keamanan
dan

kesela
matan lalu
lintas dan
angkutan
jalan

b

penunJang
operasional dan
pengembangan
kawasan terminal
penumpang tipe
C, penyediaan
fasilitas utama
terminal seperti
jalur
pemberangkatan
kendaraan
umum, jalur
kedatangan
kendaraan
umum, tempat
parkir kendaraan
umum selama
menunggu
keberangkatan,
termasuk di
dalamnya tempat
tunggu dan
tempat istirahat
kendaraan
umum, bangunan
kantor terminal;
dan tempat
tunggu
penumpang
dan/atau
pengantar,
penyediaan
fasilitas
penunjang
terminal

ftl-

terminal penumpang
tipe C
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Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

Ketentuan Umum Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan Sarana

Prasarana
Keterangan

Diizinkan Terbatas Tidak Diizinkan

kamar kecil/toilet,
tempat
peribadatan,
kios/kantin,
ruang
pengobatan,
ruang infonnasi
dan pengaduan,
telepon umum,
tempat penitipan
barang dan taman

8.7 Jembatan Timbang Pemanfaatan yang
diizinkan yaitu
:jembatan timbang
dan sarana
prasarana
pendukungnya

Pemanfaatan yang
diizinkan secara
bersyarat meliputi
pemanfaatan
kegiatan selain pada
kawasan jembatan
timbang dengan
syarat tidak
menganggu
operasional jembatan
timbans

Pemanfaatan yang
tidak diizinkan
meliputi semua
pemanfaatan
kegiatan yang dapat
menganggu kegiatan
opersional jembatan
timbang

B.8 Jaringan Jalur
Kereta Api

pemanfaatan yang
diperbolehkan untuk
jalur kereta api dan
pemanfaatan rlang
di sepanjang sisi
jalur kereta api
dilakukan dengan
tingkat intensitas
menengah hingga
tinggi yang
kecenderungan
pengerribangan

a. pembatasan
pemanfaatan
ruang yang peka
terhadap dampak
lingkungan
akibat lalu lintas
kereta api di
sepanjang jalur
kereta api; dan

b. pembatasan
juinlah
perlintasan

pemanfaatan ruang
pengawasan jalur
kereta api yang
dapat mengganggu
kepentingan operasi
dan keselamatan
transportasi
perkeretaapian.

sarana
parasarana
sekurang-
kurangnya
berupa jalan
inspeksi untuk
mengecek
keamanan rel
dan kereta .

penetapan garis
sempadan
bangunan di sisi
ja-ringan jalur
kereta api dengan
memperhatikan
dampalc
lingkungan dan
kebutuhan
pengembangan
jaringan jalur
kereta api.

&.

bersyarat
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Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

Ketentuan Umum Zonasi
Ketentuan Umum Kegiatan Sarana

Prasarana
Keterarrgan

Diizinkan Terbatas bersyarat Tidak Diizinkan

ruzrngnya dibatasi; sebidang antara
jaringan jalur
kereta api dan
jalan.

B.9 Jat-ingan Stasiun
Kereta Api

pemanfaatan yang
diizinkan meliputi
kegiatan operasional,
penunjang
operasional, dan
pengembangan
stasiun kereta api

pemanfaatan yang
diizinkan secara
bersyarat meliputi
kegiatan selain
sebagaimana
dimaksud dalam
huruf a yang tidak
menggangu
keamanan dan
keselamatan operasi
kereta api, serta
fungsi stasiun kereta
api

C. KETENTUAN UMUM ZONASI SISTEM JARINGAN ENERGI
C.l Ketentuan Umum

Zonasi Jaringan
Infrastruktur
Minyak dan Gas
Bumi

pemanfaata! yang
diizinkaa meliputi
kegiatan operasional
dan kegiatan
penunjang jaringan
pipa minyak dan gas
bumi

pemarrfaatan yang
tidak diizinkan
meliputi kegiatan
yang membahayakan
instalasi jaringan
pipa minyak dan gas
bumi, dan
mengganggu fungsi
jaringan pipa minyak
dan gas bumi

untuk jaringan
gas sarana
prasarana
sekurang-
kurangnya
berupa jdan
inspeksi untuk
mengecek
keamanan pipa
gas.

- ketentuafl umum
zonasi

ketentuan umum
zonasi infrastruktur

/"

C.2 Ketentuan umum
zonasi jaringan
infrastruktur
ketenasalistrikan
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infrastruktur
pembangkitan
tenaga listrik dan
sarana pendukung

pembangkitan tenaga
listrik dan sarana
pendukung
disesuaikan dengan
karal<ter masing-
masing pembangkit
tenaga listrik yang
meliputi PLTA dan
PLTP sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan

- ketentuan umum
zonasi
infrastruktur
penyaluran tenaga
listrik dan sarana
pendukung

Pemanaatan yang
diizinkan meliputi
kegiatan
pembangunan
prasalana dan
kegiatan
pembangunan
prasarana penunjang
jaringan transmisi
tenaga listrik

Pemanfaatan yang
diizinkan sacara
bersyarat meliputi
kegiatan
penghijauan,
pemakaman,
pertanian,
perparkiran, serta
kegiatan lain yang
bersifat sementara
dan tidak
mengganggu fungsi
jaringan transmisi
tenaga listrik

Pemanfaatan yang
tidak diizinkan
meliputi kegiatan
selain sebagaimana
dimaksud pada
klausal diijinkan
dan bersyarat yang
menimbulkan
bahaya kebakaran
dan mengganggu
fungsi jaringan
transmisi tenaga
listrik

D KE"TENTUAN UMUM ZONASI SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
D. 1 Ketentuan Urnum

Zonasi Jaringan
Tetap

Pemanfaatan yang
diizinkan meliputi
kegiatan operasional
dan kegiatan
penunjang jaringan
tetap

Pemanfaatan yang
diizinkan secara
bersyarat kegiatan
selain sebagaimana
dimaksud dalam
huruf a yang aman
bagi Ljaringan tetap

Pemanfaatan yang
tidal< diizinkan
meliputi kegiatan
yang
membahayakan
jaringan tetap dan
mengqanggu fungsi

sarana
Prasaxana
sekurang-
kurangnya
berupa jdan
inspeksi untuk
mengontrol

ketentuan lain
berupa ketentuan
khusus terdiri
ataa:
- pembuatan

jaringan kabel
yang melintasi

/L
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kondisi tower tanah miliki
atau dikuasai
pemerijltah
mengarahkan
penggunaan
menara
telekomunikas
i bersamai dan
p€ngembanga
n jaringan
baru atau
pengganti
lama pada
pusat sistem
pelayanan dan
ruas-ruas
jalan utama
diarahkan
dengan sistem
jaringan
bawah tanah
atau jar-ingan
t€npa kabel,
pembangunan
jaringan
telekomunikas
i harus
mengacu pada
rencana pola
ruang dan
arah
perkembangan

dan
menggang8u
jaringan tetap

tidak
fungsi

jaringan tetap

D.2 Ketentuan Urnum Pemanfaataa yang Pemanfaatan Pemanfaatan yang jalan inspeksi ketentuan lain

tb
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diizinkan meliputi
kegiatan operasional
dan kegiatan
penunjang jaringan
bergerak

diizinkan secara
bersyarat yaitu
pemanfaatan ruang
udara yang
digunakart untuk
penempatan menara
pemancar
telekomunikasi
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan

tida-k diizinkan yaitu
pendirian bangunan
di sekitar menara
telekomunikasi atau
tower dalam radius
bahaya keamanan
dan keselamatan
sesua,i ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

untuk
mengontrol
kondisi tower

berupa ketentuan
khusus terdiri
atas:
- menemPatkan

sempadan
menara
telekomunikas
i;dan

- penempatan
menara
telekomunikas
i atau tower
wajib
memperhatika
n keamanan,
keselamatan
umum, dan
estetika
lingkungan
serta
diarahkan
memanfaatka
n tower secara
terpadu pada
lokasi yang
telah
ditentukan;
dan

- Pembangunan
sistem
prasarana
telekomunikas
i baik di
perkotaan
mau di

e2

Zonasi Jaringan
Bergerak
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perdesaan,
dengan target
cakrpan
seluruh
wilayah
Kabupaten
dilaksanakan
sesuai
ketentuan
dalam
peraturan
perundang-
und

E. KETENTUAN IIMUM ZONASI SISTEM SUMBER DAYA AIR
E.I ketentuan umum
zonasi sistem jaringan
irigasi

Pemanfaatan yang
diizinkan meliputi
kegiatan
mempertegas sistem
jaringan yang
berfungsi sebagai
primer, sekunder
dan tersier

a. pengembangan
kawasan
terbangun yang
di dalamnya
terdapat jaringan
irigasi, yang
dilakukan
dengan
menyediakan
sempadan
jaringan irigasi
paling sedikit 2
(dua) meter di
kiri dan kanan
saluran; dan

b. pembanglnan
prasarana
Pendukung
irigasi seperti
pos pantau,

pemnafaatan yang
tidak diizinkan
meliputi kegiatan
selain sebagaimana
dimaksud pada
klausal diijinkan
dan didinkan
bersyarat

a. rehabilitasi,
Pemeliharaan,
dan
peningkatan
jaringan irigasi
yang ada; dan

b. membatasi
konversi alih
fungsi sawah
irigasi teknis
dan setengah
teknis menjadi
kegiatan
budidaya
lainnya

&
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pintu air,
bangunan bag
dan bangunan
lainnya
nengikuti
ketentuan teknis

berlakuE.2 Ketentuan umum
zonasi untuk sistem
pengendali banjir

a. normalisasi
sungai secara
berkelanjutan;

b. pengembangan
bangunan
penahan banjir;
dan

c. pengembangan
informasi
kawasan rawan
banjir.

kegiatan selain yang
dimalsud pada
klausal diijinkan
diperbolehkan
dengan syarat tidak
mengganggu sistem
prasarana
pengendalian daya
rusak air

Pemanfaatan yang
tidak diizinkan
membangun pada
kawasan resapan
air dan tangkapan
air hujan

pengendalian
kawasan
sempadan sungai

E.3 Ketentuan umum
zonasi bangunan
sumber daya air

Pemanfaatan yang
diizinkan meliputi
kegiatan
pembangunan
bangunan
penganibilan dan
pembuangan air,
kegiatan
pengamanall
bendungan, embung,
waduk dan kegiatan
penghijauan
kawasan tangkapan
air

Pemamfaatan yang
diizinkan secara
bersyarat meliputi
kegiatan selain
sebagaimana
dimaksud pada
huruf a yang tidak
mengganggu fungsi
konservasi sumber
daya air,
pendayagunaan
sumber daya air, dan
pengendalian daya
rusak air dan fungsi
sistem jaringan
sumber dava air

Pemanfaatan yang
tidak diizinkan
kegiatan yang tidak
diperbolehkan
metputi kegiatan
yang menggangu
fungsi sungai,
bendungan,
embung, waduk dan
cekungan air tanah
sebaga.i sumber air
s€lta jaringan
irigasi, dan sistem
pengendalian banjir
seb^gai prasarana
sumber daya aif

/1,,
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F, KE"IENTUAN UMUM ZONASI SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINI{YA
kegiatan
pembangunan dan
pemeliharaan
jaringan

a. mendirikan
bangunan di
atas jaringan
pipa induk;

b. mendirikan
bangunan di
semPadan
sungai dan
sempadan
waduk.

c. Membangun
instalansi
pongolahan air
minum langsung
pada sumber air
baku.

sarana
pa.rasarana
sekurang-
kurangnya
berupa jdan
inspeksi untuk
pipa jaringan
air minum

F.2 Kawasan Sekitar
Prasarana
Pengelolaan Air
Limbah (SPAL)

kegiatan pengelolaan
limbah dan
pemilihan lokasi
untuk prasarana
pengelolaan air
limbah harus sesuai
dengan daya dukung
lingkungan.

penetapan batas
kawasan pengolahan
limbah dengan
kawasan
permukiman.

mendirikan
bangunan diatas
jaringan air limbah

sarana
parasarana
sekurang-
kurangnya
berupa jaringan
jalan, jaringan
listrik dan
rambu-rambu
lalu lintas.

P"

F. 1 Kawasan Sekitar
Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)
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F.3 Kawasan Sekitar
Prasarana
Percampahan

kegiatan untuk
inovasi teknologi
pengelolaan sampah
termasuk di
dalamnya kegiatan
daur ulang sampah,
pengguna.rn
teknologi energi dan
pemanfaatan urisata,
edukasi sepanjang
tidak merusak
lingkungan dan
bentang alam
maupun perairan
setempat dan
penyediaan
prasarana penunjang
pengelolaan sampah

berupa
pembangunan
p€rmukiman pada
kawasan sekitar
Tempat Pemrosesan
Akhir;

a. pondirian
bangunan
menghalangi
atau berpotensi
menghambat
jaringan
persamapahan;

b. Tempat
Pemrosesan
Akhir dan
Tompat
Pengelolaan
Sampah Terpadu
berdekatan
dengal kawasan
permukiman.

serana
parasaraJla
sekurang-
kurangrrya
berupa jaringan
jalan dan
rambu-rambu
lalu lfurtas.

F.4 Kawasan Sistem
Jaringan Evakuasi

sesuat
peruntukan
dasarnya
menunjang
ruang
bencana;

dengan

yang
untuk

evakuasi

fasilitas umum yang
menunjang pelayanan
kebencanaan.

semua kegiatan
yang tidak
menunjang fungsi
kebencanaan.

sarana
prasarana
sekurang-
kurangnya
jalur pejalan
kaki,
penerangan
jalan umum
(PJU), RTH,
rambu-rambu
lalu lintas dna
reklame sesusai
ketentuan yang
berlaku

G. KETENTUAN UMUM ZONASI KAWASAN LINDUNG
G.1 Kawasan yang Hutan Lindung a. pemanfaatan seluruh kegiatan

tu,

)

Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten



))

Ketentuan Umum Zonasi
Ketentuan Urnum Kegiatan Sarana

Prasarana
Keterangan

Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

Diizinkan Terbatas bersyarat Tidak DiDinkan

meberikan
perlindungan
terhadap kawasan
bawahannya
(Hutan Lindung)

adalah Kawasarr
Hutan yang
mempunyai fungsi
pokok sebaga.i
perlindungan sistem
penyangga
kehidupan untuk
mengatur tata air,
mencegah
banjir,mengendalika
n erosi, mencegah
intrusi air laut, dan
memelihara
kesuburan tanah.

ruang untuk
wisata alam
tanpa
mengurangi
fungsi lindung;

b. ketentuan
pelarangan
seluruh kegiatan
yang berpotensi
mengurangi
fungsi lindung;

c. pemanfaatan
rrang untuk
kawasan
budidaya hanya
diizinkan bagr
penduduk asli
dengan luasan
tetap, tidak
mengurangi
fungsi lindung
kawasan, dan di
bawah
pengawasan
ketat;

d. pemanfaatan
ruang kawasan
untuk kawasan
pertahanan dan
keamanan yaitu
berupa kegiatan
latihan militer
tanpa
mengurangi

kawasan

yang berpotensi
mengurangi fungsi
lindung;

ftL
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Keterangan

Diizinkan

hutan dan
tutupan vegetasi;
dan

e. penggunaan
hutan lindung
untuk
kepentingan
pembangunan di
luar kegiatan
kehutanan hanya
dapat dilakukan
untuk kegiatan
yang mempunyai
tujuan strategis
yang tidak dapat
dielalkan yang
diperoleh meLalui:
1. persetujuan

penSgunaan
kawasan
hutan;

2. frersetduan
kedasama;

3. persetujuan
pelaksanaan
kegiatan
suwei; dan

4. berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-



)

Zona Berdasarkan
Pusat Kegiatan

Kabupaten
Deskripsi

Ketentuan Umum Zonasi
Ketentuan Urnum Kegiatan Sarana

Prasarana
Keterangan

Diizinkan Terbatas bersyarat Tidak Diizinkan

G.2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kegiatan sempadan/
penyangga berupa
semua kegiatan non
terbangun dengan
ketentuan KDB
paling banyak
sebesar 5 % [ima)persen, KLB
maksimum 0,05 (nol
koma nol lima), KDH
sekurang-kuraagnya
90 o/o (sembilan
puluh) persen dari
luas persil.

berupa kawasan
pertanian tanaman
pangan, peternakan
dan kawasan
perikanan budidaya
diijinkan secara
terbatas dengan
batasan fungsinya
saling melengkapi dan
perubahan paling
banyak subzona
adalah 25 Yo (dua
puluh lima) persen

kegiatan dan
bangunan pada
kawasan
perlindungan
setempat berupa
bangunan sempadan
serta lokasi kawasan
parivrisata yang
berkaitan dengan
fungsi lintkungan
diizinkan dengan
syarat sesuai
ketentuan dalam
peraturan
perundang-
undangan.

a. kawasan
permukiman;
dan

b. kawasan
industri.

sarana
prasarana
sekurang-
kurangnya
berupa RTH dan
jalan inpeksi.

G.3 Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Cagar Budaya pemanfaatan mang

untuk penelitian,
pendidikan,
pariwisata dan
atraksi budaya

kegiatan
kawasan
budaya

penunJang
wisata

kegiatan-kegiatan
dan pendirian
bangunan yang
tidak sesuai dengan
fungsi kawasan

penerapan sistem
insentif bagr
bangunan yang
dilestarikan dan
pemberlakuan
sistem disinsentif
bag bangunan
yang mengalami

bahan fu
H. KETENTUAN UMUM ZONASI KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA

H. 1. Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan
Produksi

Hutan Produksi
adalah kawasan
hutan yang
mempunyai fungsi

pokok memproduksi

pembatasan
pemanfaatan hasil
hutan untuk menjaga
kestabilan neraca
sumber daya

a. pemanfaatan
kawasan hutan
produksi untuk
pembangunan
infrastruktur dan

Sarana
prasarana
sekurang-
kurangnya
berupa utilitas

a kawasan hutan
yang
bertampalan
dengan
kawasan

AL
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hasil Hutan. kehutanan; jaringandan
alan

lindung geologi
berupa
cekungan air
tanah maka
harrs
dilindungi
untuk
menunjang
ketersediaan
air tanah.

b. Kawasan hutan
yang
bertampalan
dengan
kawasan
pertambangan
berupa
kawasan
pertambangan
minyak dan
gas bumi,
kawasan panas
bumi dan
pembangkit
tenaga listrik
maka kawasan
hutan produksi
tersebut dapat
diekplorasi dan
dieksploitasi
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-

frL

bangunan lain
yang mendukung
p€ngelolaan
hutan, sesuai
dengan
mekanisme
ketentuan
peraturanperunda
ng-undangan di
bidang
kehutanan; dan

b. penggunaan
kawasal hutan
produksi untuk
kepentingan di
luar sektor
kehutanan
diperoleh melalui
izin pinjam pakai
kawasan hutan.
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sarana
Prasaranan
sekurang-
kurangnya
berupa jaringan
prasarana
penunjang
perkebunan
rakyat.

kawasan
perkebunan
rakyat yang
bertsmpalan
dengan
kawasan
perikanan
budidaya maka
keberadaanya
dipertahakan
dan tidak
diahlifungsikan
untuk
peruntukan
non pertanian.
Kawasan
perkebunan
rakyat yarrg
bertampalan
dengan
kawasan cagar
budaya maka
tidak dapat
beralih fungsi
dan tetap
menjadi
perkebunan
ralcyat kecuali
untuk
pendukung
wisata.

c

H.2 Kawasan
Perkebunan Rakyat

a. a.lih fungsi lahan
menjadi lahan
budidaya norl
perkebuanan
ral<yat
(terbangun)
kecuali terbatas
untuk
pembangunan
sistem jaringan
prasarErna
utama, dan
fasilitas
pendukung
perkebunan
ralryat yang
sangat
mempengaruhi
pada upaya
peningkatan
produktivitas
pekebunan
rakyat dan
pengolahan hasil
perkebunan
rakyat; dan

b. ketentuan
pelarangan alih
fungsi lahan
menjadi lahan
budidaya non
perkebunan
rakyat
(terbangun) yang
termasuk

a. kegiatan
perumahan
berupa rumah
tinggal dengan
ketentuan KDB
paiing banyak
sebesar 70 %
(tujuh puluh
persen), KLB
paling banyak
sebesar 2,1 (dua
koma satu), KDH
sekurang-
kurangrrya 10 7o
(sepuluh persen)
dari luas persil
dengan tetap
memperhatikan
dominasi sebagai
kawasan
pertanian; dan

b. kegiatan sarana
pelayanan umum
berupa
peribadatan
dengan perubahan
paling banyak 2Oo/o (dua puluh
persen) dari blok
peruntukan
permukiman
dengan KDB
paling banyak
sebesar 60 o/o

enam uh

a. kegiatan
perdagangan dan
jasa diizinkan
dengan syarat
perubahan paling
banyak lO o/o

(sepuluh persen)
terhadap blok
kawasan
perkebunan
ralryat dengan
KDB paling
banyak sebesar
60 o/o (enam
pdluh persen),
KLB paling
banyak 1,4 (satu
koma empat)
KDH sekurang-
kurangnya 2O o/"

dua puluh
persen) dari luas
persil dengan
tetap
memperhatikan
dominasi sebagai
kawasan
perkebunan
raLyat.

b. kegiatan sarana
pelayanan umum
skala menengah
dan besar
diiliinkan dengan

d

PL
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kegiatan pertanian
tanaInan pangan,
perkebunan rakyat
dan peternakan ; dan
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persen), KLB
paling banyak 1,4
(satu koma empat)
KDH sekurang-
kurangnya 20 7o
(dua puluh
persen) dari luas
persil dengan
teta{p
memperhatikan
dominasi sebagai
kawasan
perkebunan
rakyat.

perubahan paling
banyak 10 Yo

(sepuluh persen)
dari blok
peruntukan
perkebunan
ralcyat dengan
KDB paling
banyak sebesar
60 % (enam
puluh persen),
KLB paling
banyal 1,4 (satu
koma empat)
KDH sekurang-
kurangnya 20 %
dua puluh
persen) dari luas
persil dengan
tetap
memperhatikan
dominasi sebagai
kawasan
perkebunan
ralryat.

c. pemanfaatan
diizinkan secara
bersyarat yang
tertuang pada
butir 1 dan 2
dilaksanakan
sesuai ketentuan
dalam peraturan
perundang-
undangan sektoral

sebagai Kawasan
Sentra budidaya
perkebunan
khusus.

/k
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H.3. Kawasan Pertanian
Kawasan
tanaman
panSan yang
bertampalan
dengan
kawasan
budiaya
perikanan
berupa
kegiatan kolam
ikan diizinkan
dengan tetap
mempertratikan
dominasi fungsi
pertanian
tanaman
pangan; dan
Kawasan
tanaman
pangan yang
bertampalan
dengan
kawasan cagar
budaya maka
tidak dapat
beralih fungsi
dan tetap
menjadi
perekbunan
kecuali untuk
pendukung
wisata.

b

Kawasan Tanaman
Pangan

alih fungsi
menjadi
budidaya
pertanian
(terbangun)
kegiatan
diuralkan
terbatas
bersyarat

lallan
lahan

non

kecuali
yal]g
pada
dan

sarana
prasarana-ll
sekurang-
kurangnya
berupa jaringan
prasarana
penunjang.

a. ketentuan umum
mnasi KP2B
diizinkan ahli
fungsi
pemanfaatan
hanya untuk
kepentingan
umum dan ruang
evakuasi bencana
sesuai ketentuan
peraturan
perundang-
undangan;

b. ketentuan umum
zonasi non-KP2B
yaitu kegiatan
pertanian
tanaman pangan,
dan petrenkan.

a. kegiatan
perumahan berupa
rumah tinggal
dengan ketentuan
luas kavling paling
banyak sebesar
250 m2 (dua ratus
lima puluh mcter
persegi) dengan
tetaP
memperhatikan
dominasi fungsi
pertanian tanaman
pangan; dan

b. kegiatan sarana
pelayanan umum
berupa
peribadatan
dengan ketentuan
luas kavling paling
banyak sebesar
25O mz (dua ratus
lima puluh meter
persegi) dengan
tetap
rnemperhatikan
donrinasi fungsi
pertanian tanaman
pangan.

KL
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a. kegiatan
perdagangan dan
jasa diizinkan
dengan syarat
perubahan paling
banyak 10 o/o

(sepuluh persen)
terhadap blok
kawasan
pertanian dengan
KDB paling
banyak sebesar
60 o/o (enam
puluh persen),
KLB paling
banyak 1,2 (satu
koma dua) KDH
sekurang-
kurangnya 20 7o
(dua puluh
persen) dari luas
persil;

b. kegiatan sarana
pelayanan umum
skala menengah
dan besar
di{jinkan dengan
syarat penubahan
paling banyak 1Oo/o (sepuluh
persen) dari blok
peruntukan
oertanian densan
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KDB paling
banyak sebesar
60 % (enam
puluh persen),
KLB paling
banyal< 1,4 (satu
koma empat)
KDH seurang-
kurangnya 20 %o

(dua puluh
persen) dari luas
persil;

c. wiaata alam
t8npa merubah
bentadg alam
dan pengambilan
sumber mata air
untuk
kepentingan
umum; dan

d. pemanfaatan
diizinkan secara
bersyarat yang
tertuatrg pada
huruf a, b dan c
dilaksanakan
sesuai ketentuan
dalam peraturan
perundang-
undangan
sektoral

Kawasan Petemakan a. kegiatan
petemakan di
luar lokasi

kegiatan
perumahan
berupa rumah

c a. kegiatan
perdagangan dan
iasa diizinkan

alih fungsi
menjadi
budidava

lahan
lahan

non

sarana
praszrxanan
sekurang-

EL
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Ketentuan Umum Zonasi
Sarana

Prasarana
KeteranganKetentuan Urnum Kegiatan

bersyarat Tidak DiizinkanDiizinkan Terbatas

kurangnya
berupa jaringan
prasarana
penuqjang
petemakan.

peternakan yang
sudah tercantum
dalam batang
tr.rbuh diizinkan
dengan mengacu
pada ketentuan
umum zonasi
dan/atau
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku

b. kegiatan
peternakia.n, dan
pertanian
tanaman pangan

tinggal pemilik
dengan ketentuan
KDE paling
banyak sebesar
70 o/o (tujuh puluh
persen), KLB
paling banyak
sebesar 2,1 (dua
koma satu), KDH
sekurang-
kurangnya lO o/o

(sepuluh persen)
dari luas persil
dengan tetap
memperhatikan
dominasi sebagai
kawasan petanian;
dan

d. kegiatan sarana
pelayanan umum
berupa
perlbadatan
dengan perubahan
paling banyak 20o/o (dua puluh
persen) dari blok
peruntukan
permukiman
dengan KDB
paling banyak
sebesar 60 Yo

(enam puluh
persen), KLB
paling banyak 1,4
(satu koma empat)

dengan syarat,
dengan
perubahan paling
banyal 10 Yo

(sepuluh persen)
terhadap blok
kawasan
perkebunan
dengan KDB
paling banyak
sebesar 60 Yo

(enam puluh
persen), KLB
paling banyak 1,4
(satu koma
empat) KDH
sekurang-
kun:angnya 20 7o
(dua puluh
persen) dari luas
persil dengan
tetap
memperhatikan
dominasi sebagai
kawasan
petanian.

b. kegiatan sarana
peLayanan umum
skala menengah
dan besar
diijinkan dengan
syarat penubahan
paling banyak 10o/o (sepuluh
persen) dari blok

pertanian
(terbarrgun) kecuali
terbatas untuk
pembangunan
sistern jaringan
prasarana utama,
dan fasilitas
pendukung kegiatan
peternakan

kL
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KDH sekurang-
kurangnya 2O 7o
(dua puluh
persen) dari luas
persil dengan
tetap
memperhatikan
dominasi sebagai
kawasan petanian.

peruntukan
perkebunan
dengan KDB
paling banyak
sehsar 60 o/o

(enam puluh
persen), KLB
paling banyak 1,4
(satu koma
empat) KDH
sekurang-
kurangnya 20 7o
(dua puluh
persen) dari luas
persil dengan
tetap
memperhatikan
dominasi sebagai
kawasan
petanian
pemanfaatan
diizinkan secara
bersyarat yang
tertuang pada
butir I dan 2
dilaksanakan
sesuai ketentuan
dalam peraturan
perundanS-
undangan
sektoral.

C

H.4 Kawasan Pertambangan dan energi
Kawasan
Peratambangan Mineral

kegiatan
pertambangan

a diizinkan
terbatas

secara
berupa

tidak diizinkan yaitu
pengambilan bahan

sarana
prasarurna

a ketentuan
terkait kegiatan

/rb
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Bukan logam

b. diizinkan
kegiatan
penettian, dan
pemungutan
hasil tambang
mineral bukan
logam dan
pembangunan
penunjang
aktivitas
pertambangan

kegiatan
pertambangan yang
berada di sekitar area
yang sudah
tereksploitasi untuk
pertambangan sejenis

tambang pada
lokasi yang
menimbulkan
rawan longsor serta
merugak sarana
lingkungan
permrrrkiman dan
sistem jaringan
prasarana

sekurang-
kurangnya
jaringan jdan
dan utilitas
pendukung
kawasan
pertambangan

pasca tambang
diwajibkan
melakukan
rehabilitasi
lingkungan
tsmbang
(reklamasi)
sesuar dengan
peraturan
terkait;
ketentuan
penyediaan
teknologi yang
diperuntukan
untuk
pertambangan
yang ramah
lingkungan dan
memiliki nilai
ekonomi
terhadap
masyarakat
sekitar
kawasan
tambang
ketentuan lain
meliputi arahan
peraturan
zonasi untuk
kawasan
pertambangan
dan energi
diatur sesuai
dengan
ketentuan

fty

Deskripsi

minea-l bukan
logam di luar
lokasi
sebagaimana
tercantum dalam
bataag tubuh
diizinkal dengan
mengacu pada
ketentuan umum
zonasi dan/atau
peatuan
perundang-
undangan yang
berlaku.
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peraturan
perundang-
undangan

kawasan pertambangan
batuan

b. Diizinkan
kegiatan
penelitian, dan
pemungutarr
hasil tambang
batuan dan
pembangunan
penunjang
aktivitas
pertambangarl

Diizinkan b€rsyarat
pembangunan yang
bersifat permanen
maupun non
pennanen agar tidat
mengganSgu
peruntukan lain
yang tidak berkaitan
dengan
pertambangan
disekitarnya

a. ketentuan
terkait kegiatan
pasca tambang
diwajibkan
melakukan
rehabilitasi
lingkungan
tambang
(reklamasi)
sesuai dengan
peraturan
terkait;
ketentuan
penyediaan
teknologi yang
diperuntukan
untuk
pertsmbangan
yang ramah
lingkungan dan
memiliki nilai
ekonomi
terhadap
masyarakat
sekitar
kawasan
tambang; dan
ketentuan lain
meliputi arahan
peraturan
zonasi untuk

b

ftb

bersyarat

a. kegiatan
pertabangan
batuan di luar
lokasi yang
tercantum dalam
batang tubuh
diizinkan dengan
mengacu pada
ketentuan umum
zonasi dan/atu
peratuan
perundang-
undangan yang
brelaku.
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kawasan
pertambangan
dan energi
diatur sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

a. kegiatan kawasan
peruntukan
industri, kegiatan
industri dan
sentra industri
kecil dan
menengah sesuai
dengan zonasi
masing-masing
diperbolehkar/di
zinkan dengan
ketentuan KDB
maksimum paling
banyak 6oo/o
(enam puluh
persen), KLB
paling banyak
sebesar 2,1 (dua
koma satu) dan
KDH paling
banyak sebesar
20% (dua puluh
persen) dari luas
persil dan
menyediakan

a. kegaiatan
perumahan
diijinkan secara
terbatas dengan
ketentuan KDB
paling banyak
sebesar 70 o/o

(tujuh puluh
persen), KLB paling
banyak sebesar 2,1
(dua koma satu),
KDH sekurang-
kurangnya lO o/o

(sepuluh persen)
dari luas persil.

b. kegiatan
perdagangan dan
jasa dan sarana
pelayanan umum
dengan perubahan
paling banyak 20
% (dua puluh
persen) dari blok
kawasan
peruntukan

a. kegiatan
perdagangan dan
jasa skala
menengah dan
besar diizinkan
dengan syarat
perubahan paling
banyak 20 o/o

(dua puluh
persen) dari blok
kawasan
peruntukan
industri dengan
KDB paling
banyak seb€sar
60 o/o (enam
pulLlh persen),
KLB paling
banyak 1,4 (satu
koma empat)
KDH sekurang-
kurangnya 20 o/o

(dtrra puluh
persen) dari luas
persil;

peruntukan lain
selain kawasan
industri maupun
fasilitas
pendukungnya
dalam kawasan
yang ditetapkan
sebagai kawasan
industri

sarana
Prasarana
sekurang-
kurangnya yaitu
jalur pendekat
(frontage), ruang
terbuka hUau,
ruang terbuka
non htia.n,
utilitas,
prasarana
lingkungan dan
fasilitas
penunjang
kawasan
peruntukan
industri.

frb
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Ketentuan Urnum Kegiatan

H.5. Kawasan
Peruntukan Industri
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aarana prasarana
sekurang-
kurangnya yaitu
jalur pendekat
(ftontage), ruang
terbuka hfjau,
ruang terbuka
non hljau,
utilitas,
prasarana
lingkungan
dan/atau fasilitas
penunjang
kawasal
peruntukan
industri

b. pemanfaatan
ruang
sebagaimana
tertulis pada
huruf a
disesuikan
dengan
kemampuan
penggunaan
teknologi, potensi
sumber daya alam
dan sumber daya
manusia di
wilayah
s€kitarnya

c. pemanfaatan
ruang untuk
sentra industri
kecil dan

industri dengan
KDB paling banyak
sebesar 60 o/o

(enam puluh
persen), KLB paling
banyak 1,4 (satu
koma empat) KDH
sekurang-
kurangnya 20 7o
(dua puluh persen)
dari uas persil.

b. kegiatan sarana
pelayanan umum
skdla menengah
dan besar
diizinkan dengan
syarat pemrbahan
paling banyak 20o/o (dua puluh
persen) dari blok
peruntukan
permukiman
dengan KDB
paling banyak
sebesar 60 o/o

(enam puluh
persen), KLB
paling banyak 1,4
(satu koma empat)
KDH sekurang-
kurangryal 20 %
(dua puluh
persen) dari luas
persil; dan

c. pemanfaatan
diizinkan secara
bersyarat yang
tertuang pada
huruf a, b dan c
dilaksanakan
sesuai ketentuan
dalam peraturan
perundang-
undangan
sektoral.

ft,
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menengah
sebagaimana
tertulis pada
huruf a diizinkan
pemanfaatannya
dalam kawasan
permukiman
sesuai ketentuan
peraturan
perund€rn8-
undangan

H,6, Kawasan
Pariwisata

pemanfaatan potensi
alam, budaya
masyarakat sesuai
daya dukung dan
daya tampung
lingkungan serta
perlindungan
terhadap situs
peninggalan
kebudayaan masa
lampau dan wisata
buatan

pendirian bangunan
penunjang kegiatan
pariwisata pada
koridor jalur wisata
utama maupun
kawasan obyek
wisata;

pemanfaatan yang
tidak diperbolehkan
berupa pendirian
bangunan selain
diklasifikasikan
diijinkan

jaringan listrik,
telepon,
jaringan jalan
raya, tempat
pembuangan
sampah
drainase dan
saluran air
limbah

pengembangan
kegiatan
pariwisata
diarahkan agar
tidak
mengganggu
fungsi lindung
serta mendukung
upaya Pelestarian
linglkungan hidup

H.7 Kawasan
Permukiman
Kawasan Fermukiman
Perkotaan

a. semua Jenrs
kegiatan
perumahan
dengan kepadatan
tinggi dan sedang
dengan ketentuan
KDB paling
banyak sebesar
70 % (tqiuh puluh

a. kegiatan
perdagangan dan
jasa, sarana
pelayanan umum,
perkantoran
dengan perubahan
paling banyak 2Ooh (dua puluh
persen) dari blok

a. kegiatan
perdagangan dan
jasa skala
menengah dan
besar diijinkan
dengan syarat
perubahan paling
banyak 20 % (dua
puluh persen)

Pemanfaatan yang
tidak diizinkan,
berupa kegiatan
kawasan
pemntukan industri
skala besar

sarana
Prasarrana
sekurang-
kurangnya
yaitu jalur
pejalan kaki,
ruang terbuka
hljau, ruang
terbuka non

a. pemanfaatan
ruang untuk
pergudangan
dan fasilitas
umum skala
besar mengikuti
ketentuan
peraturan
perundang-

lL
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Diizinkan Terbatas bersyarat Tidak Diizinkan

persen), KLB
paling banyak
sebesar 2,1 (dua
koma satu ), luas
prasarana dan
utilitas $alan dan
ealuran) paling
banyak 25 % (dua
puluh lima
persen) dan luas
sarana (termasuk
RTH) sekrrrrang-
kurangnya 5 7o
(lima Persen) dari
luas persil; dan
sarana Prasarana
minimum yaitu
jalur pejalan kaki,
ruang torbuka
hljau, ruang
terbuka non
hijau, utilitas,
prasarana
lingkungan dan
fasilitas
penunjang
kawasan
permukiman; dan
pemanfaatan
ruang untuk
pergudangan dan
fasilitas umum
yang skala besar
harus mengikuti

b

c

raturan

dari blok
peruntukan
permukiman
dengan KDB
paling banyak
sebesar 60 o/o

(enam puluh
persen), KLB
paling banyak 1,4
(satu koma
erqpat) KDH
sekurang-
kurangnya 20 %
(dua puluh
persen) dari luas
persil.

b. kegiatan sarana
pelayanan umum
skala menengah
dan besar
diijinkan dengan
syarat perubahan
paling banyak 2Oo/" (dua puluh
persen) dari blok
peruntukan
permukiman
dengan KDB
paling banyak
sebesar 60 o/o

(enarn puluh
persen), KLB
paling banyak 1,4
(satu koma
e at KDH

hijau, utilitas,
prasaxana
lingkungan dan
fasilitas
penuqjang
kawasan
permukiman

undangan dan
harus
menyediakan
jalur pendekat
(ftontdge).

ft"
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peruntukan
permukiman
dengan KDB paling
banyak sebesar 60
o/o (enam puluh
persen), KLB
paling banyak 1,4
(satu koma empat)
KDH sekurang-
kurangnya 2O 7o
(dua puluh persen)
dari luas persil;
dan

b. kegiatal sentra
industri kecil dan
menengah
diljinkan seara
terbatas dengan
batasan tidak
menganggu
lingkungan
sekitarnya, KDB
paling banyak
sebesar 70 o/o

(tujuh puluh
persen), KLB
paling banyak 2,1
(dua koma satu),
KDH sekurang-
kurangnya 20 7o
(dua puluh persen)
dari luas persi.l
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perundangan-
undangan dan
menyediaka-n
jalur pendekat
lf,rontagQ

sekurang-
kurangnya 20 %o

(dua puluh
persen| dari luas
persil;

c. kawasan
permukiman
perkotaan yaJlg
bertampalan
dengan kawasan
cagar budaya
diizinkan dengan
syarat sebagai
penunjang wisata;

d. kawasan
permukiman
perkotaan yang
bertampalan
dengan kawasan
perikanan
budidaya
diizinkan dengan
syarat tidak
mengangSu
sumber daya air
dan tidak
bersebelahan
la4gsung dengan
perumahan;

e. kawasan
permukiman
perkotaan yang
bertampalan
dengan kawasan

ta beru

t+L

bersyarat
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pariwisata budaya
berupa masjid,
Pura dan
klenteng, candi
dan makam
diizinkan dengan
syarat
mempertahankan
fungsi bangunan;

f. kawasan
permukiman
perkotaan yang
bertampalan
dengan kawasan
pertahanan dan
keamanan
sebagai sebagai
penunjang
kawasan
petahanan dan
keamanan di
kawasan
permukiman
perkotaa-n;

g. kegiatan usaha
peternakan skala
mikro, kecil dan
menengah sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan,
dengan syarat
tidak mengganggu

tu
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permukiman dan
mendapat
persetujuan
lingkungan; dan

h. pemanfaatan
diizinkan secara
bersyarat yang
tertuang pada
huruf a, b, c, d, e,
f,edanh
dilaksanakan
sesuai ketentuan
dalam peu'aturan
perundang-
undangan
sektoral

Kawasan Permukiman
Perdesaan

a. semua jenis
kegiatan
perumahan
dengan kepadatan
sedang dan
rendah termasuk
aarana prasarana
penunjaagnya,
dengan ketentuan
KDB palinC
banyak sebesar
7O % (lima puluh
persen sampai
tujuh puluh
persen), KLB
paling banyak
sebesar 2,1 (dua
koma satu ), luas

a. kegiatan
perdagangan dan
jasa, sarana
pelayanan umum,
perkantoran
dengan perubahan
paling banyak 2Oo/o (dua puluh
persen) dari blok
peruntukan
permukiman
dengan KDB paling
banyak sebesar 60
o/o (enam puluh
persen), KLB
pa,ling banyak 1,4
(satu koma empat)
KDH sekurang-

a. kawasan
permukiman
perdesaa yang
bertampalan
dengan kawasan
cagar budaya
diizinkan dengan
syarat sebagai
penunjang wisata;

b. kawasan
permukiman
perdesaan yang
bertampalan
dengan kawasan
perikanan
budidaya
diizinkan dengan
syarat tidak

frb
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prasarana dan
utilitas (ialan dan
saluran) paling
baryak 25 % (dua
puluh lima
persen) dan luas
sarana (termasuk
RTH) sekurang-
kuralgnya 5 7o
(lima persen) dari
luas per3il; dan

b. sarana prasarana
sekurang-
kurangnya yaitu
jalur pejalan kali,
ruang terbuka
hijau, ruang
terbuka non
hijau, utilitas,
prasarana
lingkungan dan
fasilitas
penunjang
kawasan
permukiman

kurangnya 2O o/o

(dua puluh persen)
dari luas persil;
dan

b. kegiatan sentra
industri kecil dan
menengah
diijinkan seara
terbatas dengal
batasan tidak
menganggu
lingkungan
sekitamya, KDB
paling banyak
sebesar 70 o/o

(tujuh puluh
persen), KLB
paling banyak 2,1
(dua koma satu),
KDH sekurang-
kurangnya 20 o/o

(dua puluh persen)
dari luas persil

c. pemanfaatan
ruamg untuk
pergudangan dan
fasilitas umum
skala besar
mengikuti
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan dan
harus

ur

menganggu
sumber daya air;

c. kawasan
permukiman
perdesaan yang
bertampalan
dengan kawasan
pariwisata berupa
lokasi pariwisata
budaya berupa
masjid, pura dan
klenteng, candid
an makam
makan dengan
syarat sebagai
mempertahankan
fungsi bangunan;

d. kawasan
permukiman
perdesaan yang
bertampalan
dengan kawasan
pertahanan dan
keamanan
sebagai
penunjang
kawasal
petahanan dan
keamanan di
kawasan
permukiman
perdesaan

e. pernanfaatan
diizinkan secara

t

r4rr-
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Keten tuan Umum Zonasi
KeteranganSarana

Prasargna
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Tidak DiizinkanbersyaratTerbatasDiizinkan

Dcskripsi
Zona Berdasarkan

Pusat Kegiatan
Kabupaten

tertuang Pada
huruf a, b, c, d
dan e
dilaksanakan
sesuai ketentuan
dalam peraturan
perundang-
undangan
sektoral

pendekat
(frontage).

kegiatan yanS
dilarang terdiri atas
kegiatan selain
kegiatan Yang
diijinkan.

pemanfaatan ruang
secara terbatas dan
selektif sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

pemanfaatan ruang
secara terbatas dan
selektif sesuai dengan
ketcntuan Peraturan
perundang-undangan

kegiatan
pembangunan untuk
prasarana dan
sarana penunjang
aspek pertahanan
dan keamanan
negara sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan dan

C.7. Kawasan
Perahanan dan
Keamenan

Sumber : Hasil Rencana
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PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA
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